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ABSTRAK

PERAN KADER
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP ) DALAM
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA ( KKB)
DI KABUPATEN KLATEN

Muhammad Yuniarso
yuniarsos2(@email.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Indikator keberhasilan program KKB di kabupaten Klaten dalam beberapa
tahun terakhir menunjukkan stagnasi bahkan penurunan , antara lain terlihat dari
tingkat pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Total
Fertility Rate (TFR). Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh kader IMP
yang belum dapat menjalankan perannya secara optimal. Penelitian Peran IMP
dalam Program KKB di Kabupaten Klaten ini bertujuan untuk mendeskripsikan
dan menganalisis peran kader IMP serta kendala yang dihadapi dalam mengelola
program KKB di kabupaten Klaten sesuai dengan perannya. Fokus dalam
penelitian adalah peran kader IMP dalam program KKB dengan mengambil lokasi
di kecamatan Kemalang dan Klaten Utara. Desain penelitian dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang terdiri kader IMP,
kepala seksi Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan DissosP3AKB
kabupaten Klaten, penyuluh KB, dan warga masyarakat. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ditinjau dari 3 (tiga) aspek yang terdiri dari norma-norma,
kemampuan, dan kepentingan maka peran pertemuan, KIE dan konseling,
pelayanan kegiatan, dan kemandirian sudah dapat dilakukan kader IMP meskipun
belum optimal. Peran pengorganisasian hanya dilakukan oleh kader PPKBD yaitu
sebagai koordinator kader di bawahnya. Peran pendataan pemetaan dan
pencatatan dapat dilakukan oleh kader IMP namun belum ditindaklanjuti dengan
pemanfaatan hasilnya, demikian juga dalam hal pencatatan dan pelaporan secara
baku. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para kader IMP bermuara pada
kekurangan dalam hal : jumlah penyuluh KB, alokasi anggaran program KKB dari
pemerintah, kemitraan dengan program pemberdayaan masyarakat, jumlah kader
kelompok kegiatan (poktan), serta kualifikasi dan kompetensi kader IMP sehingga
perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk mengatasinya.

Kata Kunci : peran kader, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), program
Kependudukan Keluarga Berencana (KKB).
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ABSTRACT

THE ROLE OF THE CADRE
OF RURAL COMMUNITY INSTITUTION (IMP) IN
PROGRAM OF POPULATION FAMILY PLANNING (KKB)
IN DISTRICT OF KLATEN

Muhammad Yuniarso
yuniarsos2@gmail.com

Graduate Program
Universitas Terbuka

Indicators of success in the KKB program in Klaten district in recent years
have shown stagnation and even decrease, among others, from the contraceptive
prevalence rate (CPR) and Total Fertility Rate (TFR). The condition is one of
them caused by IMP cadres who have not been able to perform its role optimally.
Research The role of IMP cadres in the KKB program in Klaten district aims to
describe and analyze the role of IMP cadres and constraints faced in managing the
KKB program in Klaten district in accordance with its role. The focus in this
research is the role of IMP cadres in the KKB program by taking locations in
Kemalang and Klaten Utara subdistricts. Research design using qualitative
approach with informants consisting of IMP cadres, head of Population Control
Counseling and Mobilization section of DissosP3AKB Klaten district, family
planning extension workers, and community members. The results of this study
indicate that in terms of 3 (three) aspects consisting of norms, abilities, and
interests, the role of meetings, KIE and counseling, service activities, and
independence can be done IMP cadres though not optimal. The role of organizing
is only done by the cadre PPKBD that is as the cadre coordinator below. The role
of mapping and record keeping can be done by the IMP cadres but has not been
followed up with the utilization of the results, as well as in terms of recording and
reporting by default. Some of the obstacles faced by IMP cadres lead to shortages
in terms of: the number of extension workers, the budget allocation of KKB
programs from the government, partnerships with community empowerment
programs, the number of cadres of activity groups (poktan), and the qualifications
and competence of IMP cadres so it is necessary to follow up with the policy to
solve it. '

Keywords : role of the cadre, cadre of Rural Community Institution (IMP),
program of Population Family Planning (KKB).
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Gambaran Umum Kader IMP

Maaly Guimei (2001) memberikan identifikasi kader dengan istilah
community workers (pekerja masyarakat). Dalam Jurnal Internasional
“Community Workers as Extension of Nursing Personnel” disebutkan :

Community workers are the principal workers who provide community-based
services. A community worker is a woman who is a volunteer leader selected
from the village, is offered suitable training, serves as a link between the
people and health services, conducts health education in family affairs and
family planning, and mobilizes community development activities for the
communities she serves. In Arabic, the word for community worker is Raidat
Rifiat. The roles of community workers in health promotion overlap with some
aspects of nursing roles, particularly in relation to providing information and
raising people’s awareness about health. Dijelaskan bahwa : “pekerja
masyarakat adalah para pekerja utama yang menyediakan layanan berbasis
masyarakat. Pekerja masyarakat adalah seorang wanita sebagai seorang
pemimpin sukarelawan yang dipilih dari desa, ditawarkan pelatihan yang
sesuai, berfungsi sebagai jaringan antara masyarakat dan layanan kesehatan,
melakukan pendidikan kesehatan dalam urusan keluarga dan keluarga
berencana, dan memobilisasi kegiatan pengembangan masyarakat untuk
komunitas yang dia layani. Dalam bahasa Arab, kata untuk pekerja masyarakat
adalah Raidat Rifiat. Peran pekerja masyarakat di promosi kesehatan tumpang
tindih dengan beberapa aspek peran keperawatan, khususnya terkait dengan
memberi informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentan
kesehatan.”

Gunawan dan Sutejo (1980) memberikan batasan tentang kader kesehatan
bahwa kader kesehatan dinamakan juga promolor kesehatan desa (prokes) adalah
tenaga sukarela yang dipilih oleh dari masyarakat dan bertugas mengembangkan
masyarakat. Secara umum istilah kader kesehatan yaitu kader-kader yang dipilih
oleh masyarakat menjadi penyelenggara posyandu. Selanjutnya Dirjen Bina

Kesehatan Masyarakat Depkes (1995) memberikan batasan kader sebagai berikut,

63
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kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditunjuk oleh
masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela.

Sedangkan BKKBN (2013) memberikan batasan bahwa kader adalah orang
dewasa , baik pria maupun wanita yang dipandang sebagai orang-orang yang
memiliki kelebihan di masyarakat sekitarnya. Kelebihan itu dapat berupa
keberhasilan dalam kegiatan, keluwesan dalam hubungan kemanusiaan, status
sosial ekonomi dan lain sebagainya.. Proses pemilihan kader hendaknya melalui
musyawarah melalui masyarakat dan para pamong desa harus juga mendukung,
persyaratan umum yang harus di pertimbangkan untuk pemilihan kader antara lain
dapat baca, tulis dengan bahasa indonesia, secara fisik dapat melaksanakan tugas
sebagai kader, mempunyai penghasilan sendiri, aktif dalam kegiatan sosial
maupun pembangunan desanya, dikenal masyarakat dan dapat bekerja sama
dengan masyarakat, berwibawa, sanggup membina paling sedikit 10 kepala
keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Zulkifli (2003) memberikan batasan bahwa kader adalah peran serta
masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja
secara sukarela. Selanjutnya untuk dapat menjadi kader persyratannya adalah
dapat membaca dan menulis dengan bahasa Indonesia, secara fisik dapat
melaksanakan tugas-tugas sebagai kader, berwibawa, mempunyai penghasilan
sendiri dan tinggal tetap di desa yang bersangkutan. Selain itu kader yang dipilih
adalah orang-orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun
pembangunan desanya, serta dikenal masyarakat dan dapat bekerjasama dengan

masyarakat serta kader lainnya.
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Pendapat lain dikemukakan oleh Mantra (1997), mengenai persyaratan menjadi
seorang kader antara lain berasal dari masyarakat setempat, tinggal di desa
tersebut, tidak sering meninggalkan tempat untuk waktu yang lama, diterima oleh
masyarakat setempat, masih cukup waktu bekerja untuk masyarakat di samping
mencari nafkah, sebaiknya yang bisa baca tulis.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kader adalah tenaga yang
berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan bekerja secara
sukarela untuk membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kriteria
pemilihan kader antara lain adalah sanggup bekerja secara sukarela, mendapat
kepercayaan dari masyarakat, mempunyai kredibilitas yang baik dimana
perilakunya menjadi panutan masyarakat, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi,
mempunyai penghasilan yang tetap, pandai baca tulis, dan sanggup membina
masyarakat.

Sedangkan definisi institusi masyarakat pedesaan (IMP) adalah wadah
pengorganisasian dan pembinaan keluarga serta wadah pengelolaan dan
pembinaan Program KB Nasional di tingkat desa kebawah. Wadah tersebut secara
nasional disebut PPKBD di tingkat desa/kelurahan, sub PPKBD di tingkat
dusun/RW, dan kelompok KB di tingkat RT (BKKBN, 2014).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kader institusi
masyarakat pedesaan (IMP) merupakan status (kedudukan) seseorang dalam
institusi/masyarakat yang dengan sukarela melakukan pengelolaan dan pembinaan
program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di tingkat desa ke

bawah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43356.pdf



66
43356.pdf

Untuk membantu pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program KXB, institusi
masyarakat pedesaan (PPKBD, sub PPKBD, Kelompok KB) mempunyai 6
(enam) peran (BKKBN, 2014). Peran tersebut sering disebut dengan peran bantu
atau peran bakti IMP meliputi:

a. Pengorganisasian

IMP sebagai wadah berbagai kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan kebawah
memerlukan kepengurusan. Kepengurusan IMP diupayakan dikembangkan
dari kepengurusan tunggal menjadi kepengurusan kolektif. Kepengurusan
kolektif dimaksudkan dalam rangka pembentukan kepengurusan dan
pembagian kerja dalam menjalankan peran baktinya. Dalam kepengurusan
tungggal biasanya berfungsi sebagai koordinator, hal ini hanya dapat
dilakukan pada institusi PPKBD sesuai kondisi wilayah. Untuk sub PPKBD
dan kelompok KB diharapkan kepengurusan bersifat kolektif antara lain
terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan anggota.

Mengingat kemampuan IMP dalam mengelola program KKB, maka perlu
mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam 10 sekst di LKMD dan
dilengkapi dengan tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh pendidikan,tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh ekonomi, dan lain-lain)
bersama petugas lapangan keluarga berencana (penyuluh KB/PLKB) untuk
menggerakkan kelompok kerja teknis (pokjanis) dan kelompok kerja kegiatan
(poktan).

b. Pertemuan
Pertemuan rutin yang dilaksanakan IMP baik antar pengurus institusi,

konsultasi pengurus dengan penyuluh KB/PLKB maupun dengan petugas lain

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



67

yang terkait, secara berkala dan berjenjang. Pertemuan ini merupakan wadah
untuk penyampaian informasi/data, bimbingan pembinaan, evaluasi,
pemecahan masalah, dan perencanaan kegiatan program KKB di tingkat lini
lapangan.
c. KIE dan Konseling

IMP melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi, dan konseling program
KKB untuk :

1) Mendorong peningkatan kesertaan masyarakat dalam ber KB yang
semakin mandiri dan lestari.

2) Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan
perhatian kepada kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya.

3) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan
reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga.

4) Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek keagamaan,
pendidikan, social budaya, cinta kasih, dan kepedulian dalam rangka
mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera.

5) Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola
asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara
optimal.

6) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga lansia dan
keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia 60 tahun ke atas
dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan

lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
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7) Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan orang tua dan
anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan
remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua
dan anak remaja.

8) Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan
keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka
mewujudkan keluarga sejahtera.

d. Pencatatan Pendataan dan Pemetaan Sasaran

yaitu:

1) IMP melakukan pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan
pendataan keluarga yang dilakukan satu tahun sekali.

2) Bersama penyuluh KB/PLKB membuat dan melakukan pemetaan
sasaran (demografi, tahapan KS, PUS, dan lain sebagainya).

3) IMP juga diharapkan mampu memanfaatkan hasil pendataan dan peta
sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya dan
menuangkan ke dalam peta PUS yang dibuat.

4) Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan di desanya berdasarkan peta
PUS yang dibuat.

e. Pelayanan Kegiatan

berkaitan dengan :

1) Pendewasaan usia perkawinan, antara lain usia ideal bagi pria dan
wanita untuk menikah (25 dan 21 tahun), kesehatan reproduksi,
penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit seksual menular lainnya,

penyalahgunaan NAPZA dan lain sebagainya.
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2) Pengaturan kelahiran antara lain, pemakaian alat kontrasepsi sesuai
umur dan kodisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur
anak terkecil.

3) Pembinaan ketahanan keluarga, antara lain melalui BKB, BKR, dan
BKL.

4) Peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga
melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) atau
kegiatan ekonomi produktif lainnya.

f. Kemandirian

Upaya-upaya kemandirian yang dilakukan oleh IMP meliputi kemandirian

dalam pengelolaan kegiatan antara lain :

1) Mengupayakan penyediaan alat kontrasepsi ulang (kondom dan pil).

2) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk
setempat.

3) Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (poktan) dalam
memfasilitasi pelayanan KB.

Kader IMP terdiri dari PPKBD ( SKD/sub klinik desa/tingkat desa) , sub

PPKBD (PKB RW/tingkat RW), dan kelompok KB (PKB RT/tingkat RT).
Jumlah kader IMP se kabupaten Klaten dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut

nt
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Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Menurut Kecamatan

di Kabupaten Klaten Tahun 2015

No Kecamatan PPKBD SUB PPKBD KELOMPOK KB
1 Prambanan 16 133 352
2 Gantiwarno 16 127 307
3 Wedi 19 189 443
4 Bayat 18 161 451
5 Cawas 20 207 500
6 Trucuk 18 197 488
7 Kalikotes 7 94 290
8 Kebonarum 7 70 170 T
9 logonalan 18 106 447
10 Manisrenggo 16 171 432
11 Karangnongko 14 142 332
12 Ngawen 13 125 332
13 Ceper 18 166 470
14 | Pedan 14 142 406
15 Karangdowo 19 151 377
16 | Juwiring 19 145 386
17 Wonosari 18 137 373
18 Delanggu 16 110 338
19 | Polanharjo 18 109 252
20 Karanganom 19 137 292
21 Tulung 18 142 356
22 | latinom 18 181 488
23 Kemalang 13 108 289
24 Klaten Selatan 12 131 337
25 Klaten Tengah 9 99 32¢
26 | Klaten Utara 8 95 289
Jumlah 401 3.675 9.529

Sumber : Klaten Dalam Angka Tahun 2016, BPS Kabupaten Klaten.
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potensi bagi keberhasilan program KKB di kabupaten Klaten.

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan
jumlah desa, RW, dan RT yang ada. Maka dapat dikatakan bahwa dari seluruh

desa, RW, dan RT yang ada sudah memiliki kader IMP. Hal ini merupakan
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2. Program KKB di Kabupaten Klaten
a. Pengelolaan Program KKB di Kabupaten Klaten.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) yaitu Program
yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan
nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan serta mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia
sejahtera. (BKKBN, 2013).

Era otonomi daerah telah membawa perubahan pada kelembagaan/
organisasi yang menangani program KKB di tingkat kabupaten dan kota.
Bentuk dan nama kelembagaannya pun berbeda-beda antara daerah yang satu
dengan daerah yang lain. Ada yang berbentuk Dinas, Badan dan Kantor.

Di kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Klaten
Nomor 29 Tahun 2008, organisasi yang menangani program KKB bernama
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ( Kantor PP dan
KB ). Sedangkan mengenai tugas fungsi dan tata kerjanya diatur dalam
Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2008.

Perubahan tersebut juga berakibat pada perubahan struktur organisasi
tingkat kecamatan di kabupaten Klaten. Kalau sebelumnya organisasi yang
menangani program KKB di tingkat kecamatan terdiri dari pengawas petugas
lapangan keluarga berencana (PPLKB), staf PPLKB, dan penyuluh KB/PLKB
berubah menjadi hanya kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari beberapa
orang penyuluh KB yang dalam menjalankan tugasnya secara struktural

bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor PP dan KB. Dari beberapa
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penyuluh KB ditunjuk satu orang diberikan tugas sebagai koordinator penyuluh
KB di tingkat kecamatan.

Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan organisasi perangkat
daerah (OPD) di kabupaten Klaten. Pada tanggal 5 Desember 2016 pemerintah
kabupaten Klaten menerbitkan Peraturan Bupati Klaten No. 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana Kabupaten Klaten. Maka sejak saat itu pengelolaan Progam KKB
secara teknis ditangani oleh dinas tersebut. Berikut ini adalah susunan

organisasinya :

BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERATURAN BUPATI KLATEN

PERLINDUNGAN ANA NOMOR 47 TAHUN 2016
K DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG

KABUPATEN KLATEN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
KEPALA DINAS FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN

I SEKRETARIAT
JABATAN
FUNGSIONAL —
j — i |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L ‘ ( PERENCANAAN KEUANGAN UMUM DAN
L l [ DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN
1 I 1
1 T
BIDANG BIDANG
BIDANG PEMBERDAYAAN PENGENDALIAN
SOSIAL PEREMPUAN DAN PENDUDUK DAN
PERLINDUNGAN ANAK KELUARGA BERENCANA
— ——
SEKSI SENKS! sl:Kslu N
PENINGKATAN KUALITAS PEMGENDALIA|
KESEJAHTERAAN HIDUP PEREMPUAN o PENDUDUX,
SOSIAL DAN KELUARGA PENYULUMAN DAN
PENQGERAKAN
SEKSI SEKSI SEKSI
REHABILITASI [ PERLINDUNGAN HAK KELUARGA BERENCANA,
PEREMPUAN, -1 KETAHANAN DAN
SOSIAL | PERUNDUNGAN XKHUSUS ity
ANAK DAN PEMENUHAN T
HAK ANAK
UPT I

Sumber : Peraturan Bupati Klaten No. 47 Tahun 2016

Gambar 4.1
Bagan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
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Dari Gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan program KKB lebih
khusus berada di bawah koordinasi dari dari bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana yang memiliki 2 seksi yaitu seksi Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan serta seksi Keluarga Berencana,
Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga.

Di samping itu dari bagan struktur di atas dapat diketahui pula bahwa
sebenarnya ada unit pelaksana teknis (UPT) yang merupakan unsur pelaksana
teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu, namun sampai sekarang belum terbentuk. Dijelaskan
dalam peraturan bupati tersebut bahwa ketentuan mengenai UPT akan diatur
dan ditetapkan dengan peraturan bupati tersendiri.

Dengan demikian pengelolaan program KKB di tingkat kecamatan ke
bawah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional yang tidak lain adalah
para penyuluh KB. Dari penyuluh KB yang ada di kecamatan ditunjuk seorang
penyuluh KB senior sebagai koordinator penyuluh KB. Hal ini berarti
pengelolaan program KKB di tingkat kecamatan tidak ada perubahan berkaitan
dengan terbitnya peraturan bupati tersebut.

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat penyuluh KB,
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Keluarga Berencana
Nasional. ( BKKBN,2008). Sedangkan dalam melaksanakan tugas tersebut
diperinci melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang terangkum dalam

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dibuat setiap tahun.
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Saat ini jumlah PKB yang terdiri dari koordinator Penyuluh KB dan
penyuluh KB di kabupaten Klaten sebanyak 60 orang, yang diberikan tugas
dalam pengelolaan program KKB di 26 kecamatan yang terdiri dari 401
desa/kelurahan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya di tingkat desa ke
bawah penyuluh KB dibantu oleh para kader IMP yang memiliki peran dalam
membantu keberhasilan program KKB yang lebih dikenal dengan 6 peran bakti
IMP yang terdiri dari : pengorganisasian, pertemuan, KIE dan konseling,
pencatatan pendataan dan pemetaan sasaran, pelayanan kegiatan, dan
kemandirian.

b. Pencapaian Program KKB di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2015 diketahui tingkat
pemakaian kontrasepsi/contraceptive prevalence rate (CPR). Dari jumlah
pasangan usia subur (PUS) yang ada sebanyak 200.353 yang menjadi peserta
KB Aktif sebanyak 138.859 peserta atau CPR mencapai 69,31 %. Data tersebut
apabila dibandingkan dengan hasil pemutakhiran data keluarga Tahun 2014
yang mencapai 77,05 %, maka dapat diketahui bahwa tingkat pemakaian
kontrasepsi mengalami penurunan sebesar 7,74%. Tingkat pemakaian
kontrasepsi pada tiap kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel

4.2 berikut ini :
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Tingkat Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Klaten
Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015
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No Kecamatan Jumiah PUS Jur}n(llz;h :];Si;na CPR

1 Prambanan 8.183 6.030 73.69
2 Gantiwarno 6.178 4.338 70.22
3 Wedi 7.544 4.777 63.32
4 Bayat 10.474 7.171 68.46
5 Cawas 9.067 6.243 68.85
6 Trucuk 12.070 7.450 61.72
7 Kalikotes 5.830 3.937 67.53
8 Kebonarum 2,677 1.859 69.44
9 Jogonalan 9.377 6.323 67.43
10 Manisrenggo 7.284 5.045 69.26
11 Karangnongko 5.548 4014 72.35
12 Ngawen 7.185 4.883 67.96
13 Ceper 10.287 6.959 67.65
14 Pedan 7.300 5.240 71.78
15 Karangdowo 7.105 5.019 70.64
16 Juwiring 9.599 6.593 68.68
17 Wonosari 10.268 7.405 72.12
18 Delanggu 6.591 4914 74.56
19 Polanharjo 6.379 4.706 73.77
20 Karanganom 7.105 5.050 71.08
21 Tulung 8.815 6.084 74.33
22 Jatinom 10.031 7.423 74.00
23 Kemalang 6.615 5.213 78.81
24 Klaten Selatan 6.546 4.231 64.63
25 Klaten Tengah 5.637 3.546 62.91
26 Klaten Utara 7.288 4.406 60.46
Jumlah 200.353 1387.859 69.31

Sumber : Analisis Pendataan Keluarga Tahun 2015 Kabupaten Klaten,

Selain itu dari pendataan tersebut diketahui bahwa jumlah jiwa dalam
keluarga sebanyak 1.194.237 orang, terdirt laki-laki berjumlah 593.901 orang

(49,73 %) dan perempuan sebanyak 600.336 orang (50,27 %). Sedangkan

Kantor PP dan
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jumlah kepala keluarga yang ada dan di data sebanyak 385.960 KK, hal ini
berarti besarnya rata-rata jiwa dalam keluarga sebanyak 3,094 atau 3 sampai 4
orang tiap keluarga. Namun berdasarkan analisis dampak program KKB dalam
laporan tahunan Kantor PP dan KB Tahun 2016 dapat diketahui bahwa 7otal
Fertility Rate (TFR) masih menunjukkan angka 2,3. TFR menunjukkan tingkat
kemampuan seorang ibu untuk melahirkan dalam masa reproduksinya. Jadi
TFR 2,3 dapat dikatakan masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan target
TFR Program KKB secara nasional yang sebesar 2,1. Sesuatu yang masih
perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan program KKB di kabupaten
Klaten.
3. Deskripsi Informan

Sesuai dengan fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai peran kader IMP
dalam Program KKB maka peneliti berusaha menggali dari beberapa informan
yang berhubungan dengan peran kader IMP. Informasi yang didapat dari
pengumpulan data akan sangat membantu peneliti dalam melakukan analisis.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari dua
kecamatan yaitu Klaten Utara dan Kemalang serta informan dari
DissosP3AKB Kabupaten Klaten untuk dijadikan sampel yang dianggap
representatif dari populasi yang ada. Jumlah informan sebanyak 15 orang. Data

informan tersebut adalah sebagai berikut :

1
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Tabel 4.3

Identitas Informan Menurut Asalnya

Informan dari Kader IMP

No | Nama Usia (Tahun) | Pendidikan | Jabatan

1 Muryati 66 D PPKBD Kelurahan Gergunung,
Kecamatan Klaten Utara

2 Sunarni 54 SLTA PPKBD Desa Kemalang, Kecamatan
Kemalang

3 Warsini 45 SD Sub PPKBD RW 09 Kelurahan
Gergunung

4 Itawati 42 SLTA Sub PPKBD RW 04 Desa Kemalang

5 Ratna 50 SLTA Kelompok KB RT 03 RW 09
Kelurahan Gergunung

6 Suratmi 39 SLTP Kelompok KB RT 14 RW 04 Desa
Kemalang

Informan dari DissosP3AKB

1 Nuryanti, SKM. 50 S1 Kasi Pengendalian Penduduk
penyuluhan dan Penggerakan
DissosP3AKB Kabupaten Klaten

Informan dari Koordinator dan Penyuluh KB

1 Drs. Wagino, MM. 50 S2 Koordinator Penyuluh KB
Kecamatan Klaten Utara

2 Dra. Suryatmi 50 S1 Koordinator Penyuluh KB
Kecamatan Kemalang

3 Nisa Nursita, SE 37 S1 Penyuluh KB Kecamatan Klaten
Utara

4 Supatmi 57 SLTA Penyuluh KB Kecamatan Kemalang

Informan dari Warga Masyarakat

1 Sumiyati 38 SLTA Warga Masyarakat Dk. Gergunung
RT 03 RW 09 Kelurahan Gergunung

2 Dwi Sriyani 46 SLTA Warga Masyarakat Dk. Gergunung
RT 03 RW 09 Kelurahan Gergunung

3 Sumini 34 SLTA Warga Masyarakat Dk. Randuawar
RT 13 RW 04 Desa Kemalang

4 Susi Susanti 22 SLTP Warga Masyarakat Dk. Randuawar
RT 12 RW 04 Desa Kemalang

Sumber : Data Primer yang diolah

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara mendalam (in-depth interview)
terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut. Melalui informasi
yang didapatkan itu peneliti akan menemukan beberapa hal yang akan menjadi

kajian dalam proses penelitian. Selanjutnya informasi akan didukung dengan

data-data yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi maupun dokumentasi.
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4. Pendayagunaan Kader IMP di Kabupaten Klaten
a. Tingkat Kabupaten.

Pendayagunaan Kader IMP di kabupaten Klaten merupakan bagian dari
Program KKB yang pengelolaannya di bawah koordinasi dari DissosP3AKB
Kabupaten Klaten yang diberikan tugas membantu bupati melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta keluarga berencana, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan oleh kepala bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki 2 (dua) seksi yaitu seksi
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan serta seksi Keluarga
Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Demikian juga dalam hal pendayagunaan kader IMP untuk tingkat
kabupaten merupakan tugas dari bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dan lebih khusus lagi pada seksi Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan. Sedangkan untuk tingkat kecamatan adalah para
penyuluh KB.

Agar kader IMP lebih berdayaguna maka salah satu langkah yang diambil
adalah dengan melakukan pembinaan. Pembinaan terhadap kader IMP
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para kader. Dan
yang lebih penting hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap

para kader IMP agar para kader IMP lebih peduli dan bersemangat lagi dalam
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program KKB. Selain itu agar para kader IMP lebih aktif dan intensif lagi
memberikan KIE bahkan sampai ke tingkat dasa wisma sehingga dapat
membantu masyarakat dalam memperoleh informasi khususnya dalam
pelayanan KB.

Meskipun ada keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran namun
DissosP3AKB berusaha mengoptimalkan pembinaan terhadap kader IMP di
kabupaten Klaten. Berikut pernyataan dari ibu Nuryanti, SKM (kasi
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan DissosP3AKB
Kabupaten Klaten) :

Begini...karena kita ada keterbatasan SDM dan anggaran maka pembinaan

dengan jalan mengumpulkan PPKBD se kabupaten Klaten kita laksanakan

sebanyak 2 kali dalam se tahun, yang dikemas dalam acara Jambore / Temu

Kader PPKBD serta refreshing dalam rangka hari Keluarga Nasional

(Harganas) di tingkat kabupaten. Sedangkan bentuk pembinaan lainnya

adalah dengan cara mengunjungi pertemuan PPKBD yang diselenggarakan

di tingkat eks kawedanan, kemudian rapat koordinasi di tingkat kecamatan

yang diikuti oleh kader PPKBD. Mendatangi kecamatan rata-rata dua kali

setiap bulannya. Jadi pembinaan terhadap para kader IMP dari kabupaten
memang baru menjangkau PPKBD. Di samping itu setiap tahun kita adakan
lomba kader IMP dari kader PPKBD, sub PPKBD, dan PKB RT, kemudian

juga mengirimkan kader IMP baik itu dalam acara jambore/temu kader di

tingkat provinsi maupun eks karesidenan. (Wawancara, tanggal 10 Mei

2017).

Bentuk pendayagunaan kader lainnya adalah berupa pelatihan, namun hanya
sebagian kecil saja kader yang dilatih, itupun biasanya terbatas bagi kader
PPKBD serta kader kelompok kegiatan. Demikian juga dengan fasilitasi yang
lain berupa blangko untuk pencatatan dan pelaporan, kemudian materi KIE
yang berupa buku pedoman kader, poster, leaflet, KIE kit, BKB kit. Semuanya

sudah ada namun jumlahnya sangat terbatas dan masih sangat kurang. Hal itu

disebabkan oleh dukungan anggaran yang masih sangat kurang,
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Dalam hal kemitraan, meskipun masih dalam bentuk kemitraan program
KKB secara umum, namun sangat berkaitan dan sangat mendukung dalam
upaya pendayagunaan kader IMP. DissosP3AKB selalu melakukan advokasi
dan koordinasi. Advokasi dilakukan baik dengan pemerintah kabupaten,
DPRD, dinas terkait, maupun organisasi dan tokoh masyarakat. Koordinasi dan
komunikasi terus dilakukan bahkan jalinan kemitraan dengan mitra kerja serta
sudah ada MoU (berlaku 3 tahun ke depan). Di samping itu sudah terbentuk
Tim Pokja KB Kabupaten yang dikukuhkan dengan surat keputusan bupati
Klaten.

Demikian juga bahwa dalam rangka penguatan program KKB di tingkat
provinsi dan kabupaten di Jawa Tengah, Klaten merupakan salah satu
kabupaten yang dipilih sebagai ajang program My Choice yang
diselenggarakan atas kerjasama antara BKKBN dengan John Hopkins
Bloomberg School of Public Health dan Bill & Melinda Gates Foundation.
Kerjasama dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun ( Oktober 2014 s/d
Oktober 2017 ). Program My Choice terdiri dari 5 konsorsium yaitu : Demand
Creation/Demand Generation (John Hopkins), Penguatan Faskes untuk KB
(JH Piego), Penguatan Distribusi Alkon (JSI), Penguatan Peran Swasta (DKT),
Desentralisasi Monitoring dan Evaluasi (PMK-UGM), yang sangat berkaitan
dengan pendayagunaan kader IMP, antara lain dengan penyelenggaraan
pelatihan-pelatihan diikuti oleh kader IMP.

Namun, di sisi lain dukungan dari pemerintah desa dengan hadimya
Undang-undang No. 6 tentang Desa ternyata masih jauh dari harapan, karena

sebagian besar belum optimal dalam mengakomodir terhadap program KKB.
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Walupun sudah berusaha keras dengan jalan melakukan advokasi tapi hasilnya
belum seperti yang diharapkan. Advokasi yang dilakukan melalui
Dispermades, para camat, para pendamping desa, serta dibantu oleh program
My Choice dengan menyusun pedoman alokasi anggaran program KKB dalam
APBDesa. Namun hasilnya sampai saat ini sebagian besar desa masih kecil
dukungannya untuk mengalokasikan anggaran APBDesa untuk program KKB.

Dalam hal peran kader IMP secara umum, berdasarkan wawancara dengan
Ibu Nuryanti, SKM bahwa para kader IMP mempunyai semangat dan respon
yang tinggi terhadap program KKB, namun dalam pelaksanaan peran kader
IMP dinilai sedang-sedang saja. Berikut ini petikan wawancara :

Peran Kader IMP sangat bagus, mereka begitu responsif terhadap program.
Pada saat pelaksanaan pelayanan KB serta pameran-pameran pada even-
even tertentu, dapat kita lihat bahwa kader IMP begitu antusias dan
bersemangat dalam mensukseskan program KKB. Disamping itu mereka
memiliki rasa ingin tahu yang besar dari program-progam yang kita
sampaikan.” (Wawancara, tanggal 10 Mei 2017). Namun dalam
pelaksanaan perannya :

Secara umum kami menilainya sedang-sedang saja, bahkan ada banyak
yang masih kurang, mereka melaksanakan perannya hanya sekedar yang ia
tahu. Kami pun maklum karena kader IMP ada beberapa yang usianya
sudah lanjut, semangat ada namun kemampuannya sangat terbatas.
(Wawancara, tanggal 10 Mei 2017).

Beberapa faktor yang mendukung dalam upaya pendayagunaan kader IMP
antara lain : Tingginya komitmen Pemerintah dalam Program KKB antara lain
melalui terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah serta Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adanya jalinan
kerjasama dan kesepakatan baik dengan lintas sektoral maupun dengan mitra
kerja/swasta, kapabilitas pelaksana pembinaan yang cukup baik, jumlah kader

yang banyak dari tingkat desa sampai dengan RT, serta semangat kader yang

tinggi.
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Sedangkan beberapa kendala yang ada berupa : Jumlah sumberdaya
manusia yang masih kurang, baik yang berada di tingkat kabupaten maupun
penyuluh KB, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana,
bentuk organisasi perangkat daerah (OPD), kemampuan kader yang masih
kurang dan banyak kader terutama kader sub PPKBD dan kelompok KB yang
kurang aktif, serta dukungan pemihakan alokasi anggaran APBDesa yang
masih kurang.

Berdasarkan dokumen yang ada bahwa baik tingkat kabupaten maupun
tingkat kecamatan jumlah SDM nya sangat kurang, karena harus membina
kader IMP yang jumlahnya relatif besar. Untuk saat ini seksi Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DissosP3AKB kabupaten Klaten
hanya berjumlah 4 personel. Sedangkan penyuluh KB yang tersebar di 26
kecamatan berjumlah 60 penyuluh yang harus membina 401 desa.

Dengan strukur OPD yang ada sekarang ini satu dinas urusannya lebih
banyak yaitu meliputi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
serta keluarga berencana sehingga program KKB menjadi kurang fokus.
Semula memang ada harapan bahwa Program KKB dapat menjadi OPD
tersendiri, namun karena kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan anggaran
yang kurang memadai maka harus bergabung dengan bidang yang lain.
Sehingga di (ingkal kecamalan pun masih Gidak ada perkembangan. Pernah
juga diusulkan ada UPT KB pada tiap eks kawedanan namun tidak disetujui.

Berbagai upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam rangka

pendayagunaan kader IMP antara lain dengan mengusulkan tambahan
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penyuluh KB baru, penambahan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana,
tambahan frekuensi pelatihan, advokasi yang lebih intensif.
b. Tingkat Kecamatan.

Sebagaimana pendayagunaan kader IMP yang dilakukan oleh
DissosP3AKB di tingkat kebupaten, maka di tingkat kecamatan tugas tersebut
dilakukan oleh koordinator penyuluh KB dan penyuluh KB. Berdasarkan dari
wawancara yang dilakukan terhadap koordinator penyuluh KB dan penyuluh
KB di kecamatan Klaten Utara dan Kemalang, maka Pendayagunaan yang
dilakukan antara lain melalui pembinaan, advokasi, pengiriman kader, dan
fasilitasi. Bapak Drs. Wagino, MM (koordinator penyuluh KB kecamatan
Klaten Utara) menyampaikan :

Pembinaan dilakukan secara rutin setiap bulan bersamaan dengan

pertemuan bulanan di tingkat kecamatan. Di samping kegiatan posdaya

dimana ada simpan pinjam, tabungan, sosial. Pembinaan juga dilakukan
dengan memanfaatkan pertemuan kader di tingkat desa/kelurahan dan
kelompok kegiatan. Di samping itu untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan

di tingkat kabupaten, eks karesidenan, dan provinsi kami selalu

mengirimkan. (Wawancara, tanggal 3 Mei 2017).

Demikian pula ibu Supatmi (PKB Kecamatan Kemalang) bahwa :

Pembinaan dilakukan baik di kecamatan maupun desa, juga saya lakukan
advokasi kepada kepala desa agar ada honor bagi kader PPKBD. Pembinaan
ke desa lewat PPKBD, PKB RW, PKB RT, serta pendekatan kepada ibu
kepala desa (ketua TP PKK). (Wawancara, tanggal 8 Mei 2017).

Pembinaan terhadap PPKBD dilakukan setiap bulan di tingkat kecamatan
melalui pertemuan rutin kader PPKBD se kecamatan. Pembinaan juga
dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan kader di tingkat desa baik kader
PKK maupun kader posyandu dan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan
posyandu). Setiap tahun sekali ada pelatihan pendataan keluarga di tingkat

kecamatan yang diikuti kader PPKBD.
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Advokasi merupakan Iangkah penting untuk memperoleh dukungan dari
pengambil kebijakan. Advokasi dilakukan oleh penyuluh KB dilakukan
terhadap camat dan kepala desa agar kader IMP dapat memperoleh pemihakan
berupa honor dari pemerintah desa. Di samping langkah tersebut juga
melakukan pendekatan dan kemitraan dengan TP PKK desa serta bidan desa
setempat. Sampai saat ini yang memperoleh honor baru kader PPKBD.

Kegiatan pengiriman kader untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan
dilakukan apabila ada perintah permintaan dari DissosP3AKB untuk
mengirimkan kader. Pembinaan biasanya dilaksanakan di tingkat kabupaten,
sedangkan pelatihan di tingkat provinsi yang memerlukan waktu yang lebih
lama, sekitar 3-5 hari. Peserta pelatihan dari kader biasanya hanya PPKBD.

Dalam kondisi saat ini di mana jumlah penyuluh terbatas, maka peran kader
terutama PPKBD sangat membantu dalam pelaksanaan tugas penyuluh KB.
Mereka sekaligus.menjadi pembina terhadap kader-kader di bawahnya yaitu
kader PKB RW dan kelompok KB. Hasil yang diperoleh dari pembinaan di
tingkat kecamatan akan disampaikan oleh kader PPKBD di tingkat desa
melalui forum pertemuan kader, demikian juga kalau ada informasi-informasi
di tingkat kecamatan.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan ibu Dra. Suryatmi (koordinator
penyuluh KB kecamatan Kemalang) :

Dengan personil kami yang hanya berjumlah dua orang memang kami

sangat membutuhkan para kader untuk mensukseskan program KB di

kecamatan kemalang. Peran kader terutama PPKBD sangat membantu kami

dalam menjalankan tugas-tugas kami terutama dalam mengajak calon

peserta KB dan dalam pendataan keluarga. (Wawancara, tanggal 8 Mei
2017).
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Dalam hal ini bapak Drs. Wagino, MM juga menyampaikan :

Setiap desa/kelurahan ada PPKBD sebagai koordinator kader yang ada di
desa/kelurahan anggotanya terdini dari kader PKB RW dan PKB RT serta
kader-kader posyandu di wilayah setempat. Sebagai koordinator di desanya
PPKBD melakukan tugas penyampaian informasi pehbinam juga
melakukan koordinasi dan advokasi kepada kepala desa’kelurahan dan TP
PKK desa. Sebagai ketua paguyuban PPKBD di kecamatan Klaten Utara
adalah PPKBD kelurahan Gergunung. Dia mengkoordinir anggotanya yang
berkaitan dengan program KB. Antara lain dalam koordinasi kader yang
akan mengikuti pelatihan, bila ada pelayanan baik rutin maupun serentak.
Pada tiap bulan saat pertemuan kader PPKBD, dia melaporkan baik secara
lisan maupun tertulis. (Wawancara, tanggal 3 Mei 2017).

Sedangkan mengenai pelaksanaan 6 pokok peran IMP, bahwa beberapa
peran sudah dilaksanakan oleh para kader IMP namun belum sesuai dengan
yang diharapkan. Seperti hasil wawancara dengan ibu Dra. Suryatmi sebagai
berikut :

Kader IMP belum memiliki SK dari kepala desa. Mereka dulu hanya
ditunjuk untuk menjadi kader KB. Jadi belum ada susunan pengurus dan
pembagian tugas. Sebagian PPKBD sudah melakukan pertemuan di tingkat
desa dibarengkan dengan pertemuan PKK dan kader posyandu. Bila ada
informasi yang berasal dari kecamatan disampaikan dalam forum pertemuan
tersebut. Di samping itu PPKBD mendatangi pertemuan di tingkat RW dan
RT. Biasanya dilaksanakan pada sore hari. Untuk KIE dan konseling
dilakukan oleh baik kader PPKBD, sub PPKBD, maupun PKB RT. KIE
baik kelompok maupun perorangan biasanya dilakukan pada saat posyandu
( dalam KMS dituliskaan KB nya apa ?). sedangkan kunjungan rumah
jarang dilakukan. Untuk pendataan keluarga dilaksanakan oleh PPKBD,
kader PKK, kader Posyandu, PKB RW, dan PKB RT. Prosesnya dilakukan
sosialisasi dulu di tingkat kecamatan kemudian ditindaklanjuti di tingkat
desa. Setelah selesai maka dibuat peta namun hanya sebagian yang
membuat itu pun belum lengkap. Hasil pendataan dikumpulkan kepada
PPKBD kemudian kepada penyuluh KB. Disamping itu hasil pendataan
juga dilaporkan dan disosialisasikan di tingkat desa. Dalam hal pelayanan
KB, pelayanan rujukan untuk kecamatan Kemalang hanya dilakukan pada
calon akseptor KB MOP dan MOW, sedangkan untuk KB Implan dan 1UD
cukup dilaksanakan di KKB Puskesmas Kemalang dan KKB Sejahtera
Tlogowatu. Sedangkan dalam kemandirian memang ada beberapa kelompok
UPPKS namun masih terbatas pada usaha penjualan produk-produk usaha
rumah tangga. (Wawancara, tanggal 8 Mei 2017).
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Hal senada juga disampaikan oleh ibu Nisa Nursita, SE (penyuluh KB
kecamatan Klaten Utara) :

Untuk wilayah binaan saya belum diberi SK dari Desa. Seluruhnya
berbentuk perorangan. Pertemuan rutin dilakukan setiap bulan. KIE dan
konseling dilakukan pada saat posyandu dan pertemuan kader. Seringkali
ada kunjungan rumah kepada akseptor baik pra maupun pasca pelayanan.
Untuk data basis pasangan usia subur diperoleh dari pendataan keluarga.
Namun saat ini hasil pendataan keluarga dikumpulkan di tingkat kecamatan,
sehingga kader tidak memegang data sasaran program KB. Pendataan
dilakukan oleh para kader, semua kader dari tingkat desa sampai dengan RT
terlibat. Untuk pelayanan KB pil dan kondom memang PPKBD ada yang
melakukan. Untuk KB pil biasanya dikonsultasikan dengan bidan desa
setempat, sedangkan untuk KB kondom bisa diberikan secara langsung.
Dalam pelayanan rujukan yang melakukan adalah PPKBD. Penyuluhan
hanya dilakukan oleh PPKBD, sedangkan PKB RW dan PKB RT belum
melakukan penyuluhan. Dalam pembinaan poktan bina keluarga baik
PPKBD maupun PKB RW dan PKB RT semuanya terlibat dalam
pembinaan. Dalam pertemuan kader biasanya dilakukan iuran dan jimpitan.
(Wawancara, tanggal 3 Mei 2017). ’

Pembinaan kader IMP di kecamatan dimaksudkan agar kader mempunyai
rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya sehingga target
terpenuhi, bersemangat, pengetahuan dan ketrampilan meningkat, dapat
meneruskan ke tingkat yang lebih bawah, dan yang lebih penting agar kader
merasa lebih diperhatikan.

Beberapa faktor pendukung dalam pendayagunaan IMP di tingkat
kecamatan antara lain respon dan komitmen dukungan yang bagus dari
DissosP3AKB, pemerintah kecamatan dan desa, para pelaksana pembinaan
ténnasuk kader PPKBD memiliki semangat yang tinggi, jalinan kerjasama
kemitraan dan komunikasi lintas sektoral yang baik, jumlah kader yang
banyak, serta perhatian dari pemerintah desa melalui alokasi anggaran yang

berupa honor PPKBD.
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Sedangkan beberapa kendala yang dihadapi antara lain berupa jumlah
penyuluh KB yang masih kurang, Jumlah honor PPKBD yang masih
bervariasi/belum seragam, ada beberapa desa yang jumlah honornya sudah
cukup namun ada yang honornya masih kurang, beberapa kader PKB RW dan
PKB RT kurang aktif, kurangnya jumlah kader kelompok kegiatan,
kemampuan kader IMP yang masih kurang karena rata-rata memiliki tingkat
pendidikan yang rendah, kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap kader,
sarana dan prasarana KIE masih kurang, alokasi anggaran dari pemerintah desa
untuk program KKB masih kurang termasuk belum adanya honor kader PKB
RW dan PKB RT, serta data program yang kurang lengkap.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh koordinator penyuluh KB dan
penyuluh KB yang berada di tingkat kecamatan, antara lain melalui pertemuan
pembinaan yang diintegrasikan dengan pertemuan kader TP PKK dan
posyandu, mengoptimalkan pembinaan kepada kader IMP melalui pertemuan
PPKBD, jalinan kerjasama dengan TP PKK kecamatan maupun TP PKK desa
agar ada integrasi dalam pembinaan, kerjasama kemitraan dengan tokoh
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta fasilitas kesehatan yang ada di
tingkat kecamatan, adanya pendampingan terhadap kader IMP yang
kemampuannya masih kurang mampu, advokasi kepada pemerintahan desa
melalui forum paguyuban kepala desa, advokasi alokasi anggaran APBDesa
untuk pengadaan APE, serta usulan penambahan penyuluh KB.

5. Respon Kader IMP Terhadap Program KKB
Upaya pendayagunaan Kader IMP yang berupa pembinaan dilakukan baik oleh

DissosP3AKB maupun penyuluh KB diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas
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kader IMP dalam melaksanakan perannya. Selain itu hal tersebut dapat
meningkatkan semangat para kader karena mereka merasa diperhatikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kader bahwa Pembinaan yang dilakukan
oleh DissosP3AKB bagus dan sangat bermanfaat namun frekuensinya masih
sangat kurang, itupun hampir semuanya hanya diikuti oleh PPKBD. Pembinaan
biasanya hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun yaitu dalam acara temu kader
dan dalam rangka memperingati hari Keluarga Nasional (Harganas). Di samping
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, even ini juga dimanfaatkan oleh para
kader untuk sharing/saling berbagi dengan kader IMP dari lain kecamatan.
Sedangkan Pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh KB untuk tingkat
kecamatan sudah cukup baik. Pembinaan dilakukan melalui pertemuan pembinaan
PPKBD yang dilaksanakan setiap bulan. Dalam forum tersebut dilakukan evaluasi
pencapaian, rencana kerja, pembinaan kader, penyampaian informasi. Pembinaan
melalui kunjungan rumah terhadap kader PPKBD dilakukan apabila ada informasi
mendesak yang segera untuk disampaikan termasuk dalam penyampaian fasilitasi.
Pembinaan oleh penyuluh KB di tingkat desa dilakukan dengan cara
mengunjungi pertemuan kader posyandu dan pertemuan kader TP PKK. Di

samping melalui pertemuan kader, penyuluh KB juga seringkali langsung

mengunjungi kelompok kegiatan posyandu maupun BKB dan BKL yang
dipadukan dengan kegiatan posyandu untuk melakukan pendampingan,
penyampaian informasi, penyuluhan, serta mengajak untuk ikut menjadi peserta

KB kepada PUS yang belum KB.

|
i
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Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu Muryati
(PPKBD kelurahan Gergunung) mengenai pembinaan yang dilakukan oleh
Penyuluh KB :

Sudah cukup baik, tiap bulan melalui forum pertemuan PPKBD biasanya

anjangsana bersama bidan desa (perwakilan bidan desa), untuk akhir-akhir ini

setelah ada balai penyuluhan KB dilaksanakan di balai penyuluhan KB. Kalau
ada informasi penting dan mendesak penyuluh KB melakukan kunjungan
rumah kepada PPKBD untuk menyampaikannya, termasuk penyampaian

fasilitasi. (Wawancara, tanggal 5 Mei 2017).

Demikian pula yang disampaikan oleh ibu Sunarni (PPKBD Desa Kemalang) :

Bagus, tiap bulan ada pembinaan PPKBD di kecamatan kemalang, karena bu

Sur (Dra. Suryatmi) konsekuen, saya biasanya leda-lede (tidak serius) tapi

kalau pekerjaan dari bu Sur saya tepati. Penyuluh KB juga mendatangi

posyandu-posyandu memberikan pengarahan dan mencari akseptor. Kemudian
juga mendatangi pada pertemuan PKK setiap tanggal 25 dan pertemuan kader
posyandu setiap tanggal 15 setiap bulan, juga melakukan pembinaan BKB dan

BKL yang dipadukan dengan kegiatan posyandu. (Wawancara, tanggal 8 Mei

2017).

Fasilitasi baik yang diberikan oleh DissosP3AKB, penyuluh KB, maupun dari
pemerintah desa menurut para kader masih kurang. Beberapa fasilitasi yang
berupa buku-buku pedoman, leaflet, APE masih kurang. Demikian juga untuk
pengajuan bantuan modal UPPKS sampai sekarang tidak dapat turun karena terbit
aturan baru yaitu harus berbadan hukum. Untuk honorarium PPKBD sudah ada
pemihakan dari pemerintah kelurahan/desa namun jumlahnya lebih kecil
dibandingkan dengan saat mendapat honorarium dari pemerintah kabupaten
dahulu (sebelum tahun 2016). Saat ini PPKBD hanya menerima honorarium Rp.
500.000,~ s/d Rp.600.000,- per tahun, padahal sebelumnya mendapat honorarium
Rp. 1000.000,- per tahun. Demikian pula dalam hal pengiriman akseptor KB juga
belum ada pemihakan dari pemerintah desa.

Beberapa dukungan fasilitasi yang dianggap sudah cukup berupa bantuan

terhadap kelompok kegiatan posyandu sudah mendapat alokasi yang cukup dari
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pemerintah desa serta bantuan operasional pertemuan pembinaan dari penyuluh
KB. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa kader IMP mengenai
fasilitasi dan dukungan yang diberikan oleh DissosP3AKB, koordinator PKB,
penyuluh KB, dan pemerintah desa sebagai berikut :

Menurut ibu Muryati :

Masih kurang terutama untuk buku-buku pedoman, leaflet, APE, namun dalam
hal pembinaan cukup. Yang dari desa belum ada fasilitasi untuk pengiriman
akseptor, sedangkan honorarium untuk PPKBD malah menurun dibandingkan
saat ada dari kabupaten dulu yaitu Rp. 500.000,- per tahun. (Wawancara,
tanggal 5 Mei 2017).

sedangkan menurut ibu Sunarni :

Ada dana dari kabupaten tapi masih kurang. Pernah ada bantuan 1.000.000,-,
tidak mengembalikan, pinjaman 5.000.000,- dengan mengangsur dan sekarang
sudah lunas. Dari penyuluh KB dapat bantuan, materi juga dapat. Dari
pemerintah desa dapat, ada honor tiap tahun 600.000, sudah dua tahun ini
posyandu mendapat bantuan 2.000.000 dipotong pajak. Namun tidak ada dana
pembinaan untuk kelompok kegiatan dari pemerintah desa Jadi memang masih
minim. (Wawancara, tanggal 8 Mei 2017).

dan ibu Itawati ( sub PPKBD desa Kemalang) menyampaikan :

Ada..APE/BKB Kit, Pil, kondom. Dari pemerintah desa berupa bantuan
posyandu. Pernah mengajukan proposal bantuan untuk modal UPPKS tapi
tidak turun karena harus berbadan hukum. (Wawancara, tanggal 9 Mei 2017).
Fasilitasi yang berupa pembinaan dan pelatihan juga masih kurang. Kader
menilai bahwa sebenarnya pembinaan dan pelatihan cukup baik, dapat dipahami
serta bermanfaat bagi kader, namun frekuensi dan kuotanya yang masih kurang.
Selain itu pada setiap pembinaan dan pelatihan biasanya waktunya kurang. Seperti
apa yang disampaikan oleh ibu Muryati :
Pembinaan dan pelatihan baik namun biasanya waktunya kurang. Di samping
penyampaian materi seharusnya ada praktek sehingga waktu agar diperpanjang
misalnya 2 hari atau 3 han. (Wawancara, tanggal 5 Mei 2017).

Respon kader IMP terhadap program KKB pada umumnya sangat bagus,

mereka sangat mendukung dan bangga dapat menjadi kader KB. Mereka berusaha
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untuk menjadi contoh masyarakat sekitar dengan menjadi peserta KB, dan yakin
bahwa program KKB dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
keluarga.

Apabila dibandingkan dengan pada saat awal-awal adanya program Keluarga
Berencana, maka tugas kader saat sekarang dapat dikatakan lebih mudah karena
pada umumnya masyarakat sudah sadar akan pentingnya ikut KB serta jumlah
kader KB yang lebih banyak. Berikut petikan hasil wawancara terhadap ibu
Muryati :

Program KB bagus sekali, karena memang sejak dari dulu saya menjadi kader

KB. Perbedaan dengan yang dulu, dulu saya harus kunjungan rumah, sekarang

cukup dalam pertemuan kader posyandu, sekarang lebih mudah karena ada

kader RW. (Wawancara, tanggal 5 Mei 2017).

Sebagian kader IMP tidak mengetahui tentang pengertian IMP serta 6 pokok
peran bantu IMP. Mereka hanya mengerti sebagai kader KB. Sehingga wajar
apabila ada beberapa peran yang telah dilakukan namun mereka tidak mengetahui
bahwa hal itu merupakan salah satu peran dari kader IMP, atau mereka tidak
mengetahui bahwa ada beberapa peran belum dilaksanakan oleh para kader IMP
yang sebenarnya menjadi tugasnya.

Pada era awal program KKB dicanangkan yakni sekitar tahu 1980-an, kader
IMP banyak menemui kendala untuk mengajak masyarakat mensukseskan
program KB dengan menjadi peserta KB. Namun sekarang, seiring berjalannya
waktu, masyarakat sudah sadar bahwa menjadi peserta KB merupakan suatu
kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Seperti diketahui bahwa menjadi seorang kader di desa biasanya bukan hanya

sebagai kader dalam bidang tertentu. Demikian pula kader IMP, disamping

mereka menjadi kader IMP biasanya juga merangkap sebagai kader bidang-bidang
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yang lain, misalnya kader posyandu, kader PKK, kader gizi, kader PAUD, kader
TB. Namun hal tersebut biasanya tidak menjadi masalah karena mereka dapat

membagi waktu dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa kendala yang saat ini dihadapi para kader IMP dalam menjalankan

perannya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa kader IMP kendala tersebut

antara lain berupa :

a. Masih ada keengganan masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan
dengan alasan’ jer metu kumpal-kumpul wae bu’ (terlalu banyak keluar
rumah untuk mengikuti pertemuan).

b. Jumlah kader untuk kelompok kegiatan yang masih kurang.

c. Bila ada yang mau steril (MOW) bagi yang tidak mampu, belum ada
kepedulian dari pemerintah kelurahan/desa.

d. Suami tidak mengijinkan untuk KB terutama KB MOW.

e. PUS masih enggan ikut KB karena merasa takut, serta adanya rumor tentang
alkon implan dan IUD.

f. Ada kader yang masih baru, yang masih kurang memperoleh pembinaan dan
belum pernah dilatih sehingga masih kesulitan dalam memberikan
penyuluhan.

g. Buku panduan penyuluhan yang masih kurang.

Sejauh ini para kader IMP sudah berusaha untuk mencari jalan keluar dari

beberapa kendala tersebut anatara lain melalui :

a. Berusaha melakukan pendekatan untuk menyadarkan masyarakat akan
pentingnya kelompok kegiatan.

b. Penyebaran undangan.
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c. Adanya pemberian makanan tambahan (PMT).

d. Mencari metode dalam pelaksanaan kegiatan agar lebih menarik dengan
waktu yang lebih efektif dan efisien (tidak terlalu lama).

e. Melakukan KIE melalui forum pertemuan PKK tingkat kelurahan/Desa
maupun lewat pertemuan PKK RW.

f. Meminta dukungan dari pemerintah desa untuk memberikan fasilitasi
pengiriman calon peserta KB MOW.

g. Melakukan KIE tentang alat kontrasepsi MOW bahwa sekarang ada MOW
dengan tidak memotong saluran tuba.

h. Minta tolong kepada penyuluh KB dan bidan desa untuk menjelaskan rumor

alat kontrasepsi.

B. Peran Kader IMP di Kabupaten Klaten

Pada bagian ini disajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di
lapangan yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara
dengan kader IMP. Untuk mendukung data yang diperoleh dart informan utama
yaitu dari kader IMP data primer juga diperoleh melalui observasi lapangan.
Observasi dilakukan terhadap beberapa kegiatan yang berhubungan dengan
kegitan yang merupakan peran dari kader IMP.

Selain itu peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa dokumentasi
dalam membantu menjelaskan hasil wawancara dan observasi terutama yang
terkait dengan tingkat karakteristik jawaban informan seperti data-data berupa
dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh dari DissosP3AKB

kabupaten Klaten, penyuluh KB, dan kader IMP itu sendiri.
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Data-data yang diperoleh tersebut akan dideskripsikan secara sistematis sesuai
dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan demikian akan
diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran yang dilakukan oleh kader IMP,
untuk selanjutnya dilakukan analisis dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang
dapat menjawab permasalahan penelitian tentang peran kader IMP dalam program
KKB di kabupaten Klaten. Bagian berikut merupakan penyajian hasil penelitian.

1. Pengorganisasian

Pembentukan IMP baik PPKBD, sub PPKBD maupun kelompok KB dilakukan
dengan penunjukan untuk menjadi kader IMP dan kepengurusan bersifat tunggal
(hanya 1 orang) sebagai ketua, tidak ada susunan pengurus dan tidak ada
pembagian tugas. Kepengurusan yang ada adalah dalam insitusi PKK baik tingkat
desa/kelurahan maupun RW. Seperti apa yang disampaikan ibu Itawati : “Sudah
ada kepengurusan namun tidak aktif, dan tidak ada pembagian tugas.
Pembentukan pengurus lewat PKK RW susunan pengurus ketua, sekretaris,
bendahara” (Wawancara, tanggal 9 Mei 2017).

Dalam hal fasilitasi dari pemerintahan desa/kelurahan bahwa sebagian PPKBD
sudah memiliki Surat Keputusan dari kepala desa/lurah namun untuk sub PPKBD
dan kelompok KB belum ada yang memiliki. Demikian juga untuk honorarium
hanya PPKBD yang memperoleh honorarium dari pemerintah desa/kelurahan
sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,-.

Namun dengan sistem pengorganisasian tersebut ternyata bukan menjadi
kendala bagi para kader IMP dalam menjalankan perannya, seperti apa yang

disampaikan oleh ibu Muryati : “Tidak Ada Kendala, karena tidak ada
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pengaruhnya apabila di bentuk pengurus, karena sudah ada pertemuan PKK”
(Wawancara, tanggal 5 Mei 2017).

Demikian juga yang disampaikan oleh ibu Sunarni :

Saya kira sudah cukup, tidak ada kendala meskipun sendiri dan belum
terbentuk pengurus namun kader PKB RW dan PKB RT sangat membantu,
saya tinggal memantau. Di samping itu apabila terlalu banyak kepengurusan,
saya takut kalau ada permintaan berupa seragam, piknik, dan sebagainya.
(Wawancara, tanggal 8 Mei 2017).

Dalam penyampaian informasi dan penyuluhan dilakukan oleh kader IMP
melalui forum pertemuan PKK, kader posyandu dari tingkat desa/kelurahan
sampai dengan tingkat RT. Apabila menemui kendala mereka akan langsung
berkonsultasi dengan penyuluh KB, bidan desa (puskesmas). Menurutnya untuk
tingkat RW dan RT kepengurusan akan digabung dengan PKK RW maupun PKK
RT.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kader IMP bahwa kondisi
pengorganisasian untuk saat ini sudah cukup. PPPKBD mampu berperan sebagai
koordinator bagi kader di bawahnya. Untuk tingkat RW, pengorganisasian
bergabung dengan kepengurusan PKK RW demikian juga untuk tingkat RT.
Namun, peran peran pengorganisasian ini tetap penting karena dengan adanya
peran ini kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

2. Pertemuan

Persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan pertemuan adalah dengan cara
menyampaikan undangan terlebih dahulu kecuali yang satu minggu sekali karena
sudah ditentukan setiap hari minggu maka tidak memerlukan undangan.

Sedangkan tempat yang dijadikan ajang pertemuan adalah balai desa/kelurahan,

rumah kader, serta anjangsana di rumah-rumah kader secara bergiliran.
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Dalam pelaksanaan pertemuan dimanfaatkan kader untuk berkonsultasi baik
dengan pemerintah desa, bidan desa, maupun dengan penyuluh KB seperti apa
yang disampaikan Ibu Sunarni : “Kalau diperlukan saya selalu berkonsultasi baik
dengan pemerintah desa, penyuluh KB, maupun bidan desa, apalagi bu Sur kan
sering menghadiri pertemuan kader jadi konsultasi dapat dilakukan saat
pertemuan” (Wawancara, tanggal 8§ Mei 2017).

Pertemuan oleh kader IMP dilakukan secara rutin dengan cara
integrasi/digabungkan dengan pertemuan kader PKK, kader posyandu, serta
pertemuan RW dan RT dengan frekuensi tiap bulannya 1-4 kali pertemuan.
Namun ada juga yang tidak melakukan pertemuan dengan alasan tertentu. Seperti
yang disampaikan oleh ibu Itawati sebagai berikut :

Setiap RT sudah ada pertemuan, nanti kalau pertemuan terus-menerus akan

memberatkan warga....... untuk saat sekarang masih belum bisa, ibu RW sudah

sepuh, usia sekitar 80 tahun sehingga ada kesulitan. (Wawancara, tanggal 9

Mei 2017).

Pelaksanaan pertemuan kader IMP yang digabungkan dengan pertemuan kader
PKK dan kader posyandu di tingkat desa. Sesuai dengan pengamatan yang
dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 di z‘lula balai desa Kemalang serta
wawancara yang dilakukan maka proses pertemuan adalah sebagai berikut :
pembukaan (berdoa), pembacaan notulen, sambutan pengarahan oleh perangkat
desa, isian-isian (penyuluh KB, bidan desa, PPKBD), lain-lain, penutupan.
Sekretaris  posyandu  menyiapkan  daftar  hadir serta  melakukan
pencatatan/notulensi serta membacakan hasil-hasil pertemuan termasuk informasi
serta rencana kerja pada acara lain-lain.

Untuk pertemuan kader di tingkat desa umumnya berjalan dengan lancar,

hanya kadang-kadang pada tanggal yang sudah menjadi agenda rutin pertemuan,
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berbarengan dengan kegiatan lain yang juga penting, namun hal tersebut dapat
diatasi dengan cara mengubah waktu pertemuan baik dimajukan maupun
dimundurkan tanggalnya. Sedangkan pertemuan di tingkat RW dan RT kadang-
kadang menemui kendala berupa kekosongan isian serta ada beberapa ibu-ibu
tidak hadir dalam pertemuan. Untuk itu kader IMP berusaha mencari bahan/materi
isian dari buku-buku maupun browsing internet yang bermanfaat serta berusaha
untuk mengajak dengan cara menghampiri ibu-ibu untuk datang dalam pertemuan.

Menurut para kader bahwa pertemuan ini penting untuk dilaksanakan.
Pertemuan dimanfaatkan untuk penyampaian informasi program KB dan program
lainnya serta menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Pertemuan
juga dinilai penting karena dapat sebagai sarana silaturahmi yang dapat
menambah keakraban anggota dan warga masyarakat.
3. KIE dan Konseling

Berdasarkan wawancara bahwa kader IMP dalam KIE dan konseling kepada
warga masyarakat dilaksanakan dengan sabar dan sopan serta tidak memaksakan
kehendaknya apabila ada warga yang tidak setuju dengan ajakannya. Kader IMP
secara umum juga dapat menjaga kerahasiaan atas keluhan dan warga yang
sifatnya rahasia. Di samping itu kader selalu berkonsultasi dengan petugas yang
berkompeten.

KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan Konseling yang dilakukan oleh
Kader IMP dilaksanakan baik secara perorangan maupun kelompok. KIE dan
konseling perorangan dilakukan melalui posyandu dan kunjungan rumah terhadap

calon peserta KB steril dan keluarga yang baru saja melahirkan.  Bahkan ada
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yang dilakukan melalui pendekatan perorangan melalui kelompok non formal
seperti yang dilakukan oleh ibu Sunarni :
Saya lakukan dengan berhati-hati tidak terlalu formal, misalnya saat ada orang
kumpul-kumpul, saya kira ini lebih efektif, hemat, dan tidak tersinggung.
(Wawancara, tanggal 8 Mei 2017).

Juga yang dilakukan oleh ibu Itawati : “Wawancara saling berhadapan lewat
posyandu, saat belanja bersama.” (Wawancara, tanggal 9 Mei 2017).

Untuk KIE dan konseling secara kelompok dilakukan melalui pertemuan kader
posyandu, dan kelompok kegiatan posyandu, BKB, BKR, BKL, dan UPPKS serta
melalui forum pertemuan PKK desa/kelurahan, PKK RW, dan PKK RT.
Sedangkan KIE massa dilakukan saat even tertentu, seperti yang dilakukan oleh
ibu Muryati :

Melalui pertemuan kader posyandu kelurahan dan posyandu Nusa Indah VIL

Untuk posyandu yang lain dilakukan oleh kader posyandu yang lain. KIE

massa saya lakukan saat acara tirakatan 17 Agustus dan halal bi halal.

(Wawancara, tanggal 5 Mei 2017).

Namun cara ini masih jarang dilakukan oleh para kader. Dari enam kader IMP
yang diwawancarai hanya satu orang yang pernah melakukan KIE massa.

Mengenai persiapan dalam kegiatan KIE dan konseling, dari wawancara yang
dilakukan, para kader terlebih dahulu menentukan sasaran KIE terutama PUS
yang habis melahirkan, menyiapkan materi KIE, serta ada yang hanya spontanitas
dan tidak memerlukan persiapan. Menurut para kader bahwa sarana yang berupa
buku panduan KIE dan konseling, brosur, leaflet, dan alat peraga masih kurang
bahkan ada yang belum memiliki. Seperti yang disampaikan oleh ibu Muryati :

Untuk buku, brosur, leaflet, petunjuk KIE dan konseling belum pernah

mendapat, saya hanya dapat papan tentang alat kontrasepsi tapi warga juga
tidak dapat. (Wawancara, tanggal 5 Mei 2017).
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Untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan KIE dan konseling ini para
kader melakukan konsultasi serta koordinasi dengan pihak terkait. Konsultasi
yang dilakukan PPKBD kepada penyuluh KB sebanyak 1 sampai dengan 4 kali
setiap bulannya. Untuk kader sub PPKBD dan kelompok KB masih jarang,
bahkan belum pernah berkonsultasi dengan penyuluh KB. Hal ini disebabkab oleh
karena jarangnya ketemu dengan penyuluh KB, di samping itu karena sub PPKBD
dan kelompok KB biasanya berkonsultasi kepada PPKBD. Dalam hal kerjasama,
kader IMP sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa serta
tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap kader IMP bahwa peran KIE
dan konseling sangat penting karena dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat
terhadap program KB, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta dapat
membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan program KB. Disamping itu
secara umum peran ini sangat mendukung bagi keberhasilan program KB.

Beberapa kendala yang dihadapi para kader dalam melakukan KIE dan
konseling yaitu berupa kurangnya sarana dan prasarana KIE dan konseling serta
pembinaan dari penyuluh KB yang juga masih kurang. Dalam mengatasi kendala
ini PPKBD melakukan konsultasi kepada penyuluh KB serta meneruskannya
kepada kader IMP di bawahnya.

4. Pencatatan Pendataan dan Pemetaan Sasaran

Dalam hal kegiatan pencatatan dan pelaporan, kader hanya melakukan catatan
hasil perlemuan berupa notulen, sedangkan mengenat kegiatan yang dilakukan
kader yang seharusnya dicatat dan dilaporkan, kader tidak melakukannya.

Laporan yang dilakukan oleh kader PPKBD kepada penyuluh KB belum dibuat
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dengan pedoman R/R yang baku dan hanya melaporkan perolehan akseptor baru.
Sedangkan kader sub PPKBD dan kelompok KB tidak membuat laporan.
Demikian yang disampaikan ibu Muryati : “Tidak, kalau pertemuan ada
catatannya. Laporan kepada penyuluh KB hanya akseptor baru, nama dan alamat,
dan AB yang habis melahirkan di RSI dan RSIA” (Wawancara, tanggal 5 Mei
2017).

Dalam proses pelaksanaan pendataan keluarga, meskipun hampir sama yaitu
melalui pelatihan di tingkat kecamatan dan tingkat desa dilanjutkan pendataan
dengan kunjungan rumah (door to door), namun berdasarkan wawancara yang
dilakukan terhadap informan di dua kecamatan tersebut ternyata memiliki
perbedaan petugas yang mendata. Di kecamatan Klaten Utara pendataan keluarga
melibatkan seluruh kader IMP yang ada baik PPKBD, sub PPKBD, serta
kelompok KB. Seperti apa yang disampaikan oleh ibu Muryati berikut ini :

Saya ikut pelatihan di tingkat kecamatan dilanjutkan pelatihan di tingkat

kelurahan dengan peserta kader pendata tingkat RW dan RT. (Wawancara,

tanggal 5 Mei 2017).

Sedangkan di kecamatan Kemalang dilakukan oleh PPKBD, kader posyandu
dan perangkat desa , sedangkan sub PPKBD dan kelompok KB belum pernah ikut
dalam pendataan keluarga. seperti yang disampaikan oleh ibu Sunarni :

Didahului pelatihan di tingkat kecamatan, untuk tingkat desa pelatihan kepada

kader posyandu bersama-sama pak kadus (kepala dusun) kemudian saya

membetulkan dan merekapitulasi, tapi untuk tahun 2016 saya hanya minta
perkembangannya saja serta minta data dari desa. (Wawancara, tanggal 8 Mei

2017).

Dalam pendataan keluarga tahun 2015 juga diikuti dengan pembuatan peta

keluarga yang dibuat tiap-tiap RT namun hanya dikumpulkan kepada PPKBD,

dan tidak ditindaklanjuti perkembangannya.
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Rekapitulasi pendataan keluarga dilakukan oleh PPKBD selanjutnya
dilaporkan kepada kepala desa/kelurahan dan penyuluh KB dan ditindaklanjuti
dengan sosialisasi hasil pendataan keluarga tingkat desa/kelurahan. Sedangkan
sosialisasi untuk tingkat RW dan RT tidak dilakukan karena hasil pendataan
masih dikumpulkan di PPKBD dan penyuluh KB.

Peran pencatatan pendataan dan pemetaan menurut para kader IMP penting
untuk dilakukan karena dapat untuk mengetahui pencapaian program KB di
wilayahnya dan hasilnya dapat dijadikan sebagai data dasar serta pegangan yang
mempermudah para kader dalam melakukan intervensi kegiatan terutama
kunjungan rumah bagi PUS yang belum KB.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh para kader untuk menjalankan perannya
dalam pencatatan, pendataan,dan pemetaan sasaran yaitu : kegiatan ini menyita
waktu, sulit menemui keluarga di perumahan/perkotaan, kader tidak memiliki
arsip data hasil pendataan keluarga, serta belum ada pembinaan dari penyuluh KB
dan PPKBD.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Warsini (sub PPKBD kelurahan
Gergunung) :“Yang susah di perumahan, dikira minta bantuan, dan perlu bolak-
balik untuk ketemu.” (Wawancara, tanggal 5 Mei 2017). Dan ibu Itawati : “Saya
tidak punya datanya karena belum dikasih blangko dan belum ada pembinaan dari
penyuluh KB dan PPKBD.” (Wawancara, tanggal 9 Mei 2017).

Upaya yang telah dilakukan oleh para kader dalam mengatasi kendala tersebut
yaitu dengan : menyisihkan waktu untuk laporan, PPKBD memberikan buku

catatan bagi tiap-tiap kader sub PPKBD, meminta bantuan kepada penyuluh KB
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untuk mendampingi, melakukan kunjungan sampai ketemu, menggunakan SIP
dari puskesmas.
5. Pelayanan Kegiatan

Pelaksanaan peran kader yang berupa pelayanan kegiatan meliputi pelayanan
ulang KB pil dan kondom, melakukan rujukan pelayanan KB, melakukan
penyuluhan tentang ibu menyusui, ibu hamil, kesehatan reproduksi remaja,
pendewasaan usia perkawinan (PUP) , penanggulangan HIV/AIDs,
penanggulangan NAPZA, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS),
penyuluhan tentang pengaturan kelahiran (alkon rasional, jumlah anak, jarak
kelahiran), dan pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok kegiatan ( BKB,
BKR, dan BKL, dan UPPKS).

Pelayanan ulang KB pil dan kondom dilakukan oleh kader bersamaan dengan
kegiatan posyandu. Biasanya kader menyerahkannya langsung kepada akseptor
yang membutuhkan, karena KB ulang tidak perlu advise dari bu bidan/tenaga
kesehatan. Namun pelayanan KB ulang oleh kader ini tidak dilakukan oleh kader
IMP di kelurahan gergunung kecamatan Klaten Utara seperti penuturan ibu
Muryanti : “Tidak, karena tidak ada yang minat...kalau ada yang butuh pil dan
kondom saya suruh beli”. (Wawancara, tanggal 5 Mei 2017).

Dalam memperoleh pelayanan KB, calon akseptor yang mampu biasanya
sudah mengikuti program KB Mandiri yaitu dengan mendatangi tempat-tempat
pelayanan KB (BPS/DPS). Sedangkan bagi calon akseptor yang memiliki kartu
BPJS bisa dilayani di KKB Puskesmas setempat, dalam hal ini untuk KB implan,
IUD, dam kondom dengan membawa persyaratan fotokopi KTP, KK, dan kartu

BPJS. Bagi keluarga yang tidak memiliki kartu BPIJS, dalam pelayanan KB
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implan, IUD, dan MOW/MOP biasanya memerlukan rujukan. Agar calon
akseptor dapat memperoleh pelayanan secara gratis maka memerlukan rujukan ke
tempat pelayanan/KKB rujukan, yang sudah ada kesepakataan (MoU) dengan
Dissos P3AKB Kabupaten Klaten.

Rujukan pelayanan KB biasanya dilakukan oleh penyuluh KB dan PPKBD.
Klinik tempat rujukan bagi kedua kecamatan tersebut dalam pelayanan KB 1UD
dan implan adalah klinik Sang Timur Kalikotes dan klinik Sejahtera Kemalang.
Sedangkan untuk pelayanan KB MOW/MOP biasanya dilaksanakan di klinik
Griya Raharja Klaten dan klinik PKBI Klaten.

Proses dalam rujukan pelayanan KB dimulai dari warga mendaftar kepada
kader atau bu bidan, kemudian PPKBD menindaklanjuti dan melaporkan kepada
penyuluh KB, dan diteruskan ke DissosP3AKB kabupaten Klaten. Untuk
selanjutnya diberikan surat pengantar dari DissosP3AKB, kemudian PPKBD
memberitahu waktu pelaksanaan kepada akseptor serta mengantar dan
mendampinginya pada saat pelayanan.

Dalam pelayanan KB serentak , Kader IMP melakukan pendaftaran terhadap
PUS calon peseerta KB. Kader IMP membantu persiapan calon peserta KB dalam
pengisian kartu KB beserta lembar persetujuan yang harus ditandatangani suami,
seperti apa yang disampaikan ibu Sunarni sebagai berikut : “...Untuk KB safari,
saya daftar dulu yang mau ikut KB kemudian saya siapkan kartu KB nya beserta
lembar persetujuan yang harus ditandatangani suami supaya nanti pas pelaksanaan
dapat berjalan lancar. Kemudian saya antar ke tempat pelayanan” (Wawancara,

tanggal 8 Mei 2017).
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Pelayanan Kegiatan yang berupa penyuluhan meliputi penyuluhan tentang ibu
menyusui, ibu hamil, kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan
(PUP) , penanggulangan HIV/AIDs, penanggulangan NAPZA, penanggulangan
penyakit menular seksual (PMS), serta penyuluhan tentang pengaturan kelahiran
(alkon rasional, jumlah anak, jarak kelahiran). Semuanya pernah dilakukan oleh
PPKBD maupun oleh kader sub PPKBD. Mereka melakukannya melalui forum
pertemuan kader posyandu, kader PKK desa/RW/RT, kelompok kegiatan
posyandu, kelompok BKR, maupun kunjungan rumah secara langsung.

Dalam pembinaan kelompok kegiatan (poktan) yang terdiri dari BKB, BKR,
BKL, dan UPPKS. PPKBD dan sub PPKBD sudah membentuk dan memiliki
poktan tersebut. Sedang untuk kelompok KB belum bisa membentuk karena
cakupannya terlalu kecil sehingga ikut kegiatan di tingkat RW. Pembinaan secara
umum yang dilakukan oleh PPKBD adalah melalui forum pertemuan (kader
posyandu dan PKK) di tingkat desa/kelurahan untuk dapat disampaikan kepada
kelompoknya masing-masing di tingkat yang lebih bawah. PPKBD juga membina
poktan namun hanya yang berada di wilayah RW tempat tinggalnya, di luar itu
maka sudah diserahkan kepada kader-kader sub PPKBD di wilayahnya masing-
masing.

Pembinaan poktan sering diintegrasikan dengan pelaksanaan posyandu, seperti
apa yang dilakukan BKB Nusa Indah 7 di Gergunung Klaten Utara serta BKB
Mawar dan BKL Mawar di Kemalang Kemalang yang pelaksanaannya bersamaan
dengan posyandu. Hal ini dimaksudkan agar waktu lebih efisien serta dengan

harapan agar peserta poktan lebih banyak yang hadir dalam kegiatan. Namun
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untuk kelompok UPPKS dan BKR di dua kecamatan tersebut, pelaksanaan
kegiatannya dilakukan dengan jadwal tersendiri.

Untuk mempermudah dalam melakukan pelayanan kegiatan baik itu pelayanan
KB, penyuluhan, maupun pembinaan poktan diperlukan dukungan data yang
berkaitan dengan kegiatan tersebut. Selama ini kader sub PPKBD dan kelompok
KB tidak memiliki data pendukung. Sedangkan PPKBD memiliki data poktan
untuk tingkat desa/kelurahan, selain itu juga memiliki data pasangan usia subur
(PUS) namun belum siap dan agak susah untuk digunakan dikarenakan masih
berwujud data mentah dari pendataan keluarga tahun yang lalu ( tahun 2015) dan
sebagian sudah tidak valid (kadaluwarsa).

Ditinjau dari aspek kepentingan, berdasarkan wawancara yang dilakukan
terhadap kader IMP bahwa peran pelayanan kegiatan ini penting karena dapat
membantu nasyarakat yang membutuhkan informasi dari pelayanan program KB
serta dengan peran ini kelompok kegiatan (poktan) dapat aktif berjalan.

Beberapa kendala yang dialami kader dalam rangka pelayanan kegiatan adalah
berupa : keterbatasan materi pembinaan (buku pedoman, alat peraga kurang)
,belum ada bantuan dari pemerintah desa kalau merujuk akseptor MOW,
kurangnya kader untuk kelompok kegiatan terutama BKB, bantuan modal UPPKS
yang belum ada, ada dari anggota yang tidak lancar dalam pengembalian
pinjaman, pelatihan ketrampilan, pembinaan yang kurang, jalinan kemitraan
dalam UPPKS juga belum ada.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut anatara

lain :
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a. Rencana kerjasama/kemitraan dengan penilik non formal (UPTD
Pendidikan) dalam hal penjualan produk UPPKS.

b. Mengundang bidan desa dan penyuluh KB pada saat melakukan

penyuluhan.

c. Berusaha mencari peluang untuk tambahan modal.

d. Menggiatkan iuran dalam perkumpulan.

6. Kemandirian

Dengan peran kemandirian dimaksudkan agar kegiatan kelompok-kelompok
pertemuan maupun kelompok kegiatan dapat berjalan secara mandiri serta dapat
meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayahnya. Berdasarkan wawancara
dengan kader IMP bahwa upaya kemandirian yang dilakukan melalui iuran dan
jimpitan tidak memberatkan anggota serta warga masyarakat setempat.

Upaya kemandirian yang dilakukan oleh kader IMP pada umumnya berupa
iuran, jimpitan, serta penjualan produk setempat. Karena bentuk kelembagaan
yang bersifat tunggal, maka iuran dan jimpitan dikoordinir oleh kelompok yang
dijadikan ajang pertemuan yaitu pertemuan kader posyandu, kader PKK dari
tingkat desa/kelurahan, RW, maupun RT dan poktan. Demikian juga dalam
penjualan produk setempat yang berupa produk olahan makanan/industri rumah
tangga, hanya dilakukan secara perseorangan dan tidak ada koordinasi di tingkat
kelompok pertemuan.

Beberapa kelompok kegiatan dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri
seperti yang dialami oleh kelompok BKL Ngudi Waras di kelurahan Gergunung

kecamatan Klaten Utara. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan
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bahwa poktan tersebut sudah memiliki peralatan untuk pemeriksaan kesehatan
lansia yang diperoleh secara mandiri.

Sedangkan kelompok UPPKS juga dimanfaatkan untuk meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
Meskipun secara langsung kelompok kegiatan yang ada belum dirasakan
manfaatnya dalam menunjang pelayanan program KB, namun dengan adanya
perkembangan kelompok kegiatan UPPKS telah menambah semangat para kader.
Demikian seperti apa yang dikatakan oleh ibu Muryati yang juga pengurus
kelompok UPPKS Nusa Indah 7 kelurahan Gergunung : “Secara langsung belum,
namun kelompok UPPKS sudah ada perkembangan dan menambah semangat para
kader.” (Wawancara, tanggal 5 Mei 2017).

Menurut kader IMP bahwa peran kemandirian para anggota sangat penting
karena dapat meningkatkan semangat para anggota, meningkatkan kesejahteraan
keluarga, serta dapat secara mandiri memenuhi sarana dan prasarana yang
dibutuhkan untuk kepentingan kegiatan.

Kelompok kegiatan yang dapat berjalan secara rutin, dapat dijadikan sebagai
wahana dalam menyampaikan berbagai program terutama program
Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dari hasil wawancara dengan informan
dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi para kader IMP dalam melakukan
perannya dalam upaya kemandirian ini adalah terutama masalah permodalan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para kader IMP untuk mengatasi
kendala tersebut antara lain : dengan mengefektifkan dan menambah iuran dan

jimpitan, mengadakan simpan pinjam kelompok, pengajuan bantuan modal,
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mengembangkan produk dari limbah/barang bekas dan produk makanan yang

hanya membutuhkan modal yang relatif kecil.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kader IMP dalam program KKB
di kabupaten Klaten yang telah dipaparkan di depan, bahwa kader IMP belum
dapat menjalankan 6 pokok peran bantunya seperti yang diharapkan oleh
program. Bahkan ada beberapa bagian peran yang belum dapat dijalankan yaitu
pengorganisasian dan pencatatan dan pelaporan. Dengan menggunakan Teori
Peran yang dikemukakan Levinson, Berikut ini akan dibahas mengenai dinamika
peran kader IMP tersebut beserta analisis terhadap berbagai kendala yang
dihadapi.
1. Analisis Peran Kader IMP

a. Pengorganisasian.

Menurut Dessler (2010) Pengorganisasian merupakan sebuah proses yang
diawali dengan (1) melakukan pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan,
kemudian (2) mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan itu ke dalam beberapa
kelompok (departementalisasi) yang dapat berdasarkan produk, fungsi, proses,
pelanggan, dan atau geografis, (3) penentuan rantai komando : siapa atau siapa-
siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, (4) penentuan rentang
kendali : jumlah bawahan di dalam setiap kelompok yang dapat diarahkan
secara tepat oleh seorang atasan, (5) penentuan apakah keputusan dapat
diambil sendiri (desentralisasi) atau terpusat (sentralisasi), dan (6) penentuan
formalisasi : banyak aturan dan peraturan yang digunakan untuk mengarahkan

karyawan dan manajer. Ini berarti di dalam pengorganisasian ditetapkan tugas-
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tugas yang harus dikerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa
yang bertanggung jawab kepada siapa, dan di mana keputusan dapat diambil.

Menurut BKKBN (2013 ) bahwa proses pembentukan IMP sebaiknya tidak
dilakukan melalui pendekatan dari atas berupa penunjukan IMP oleh Kepala
Desa/Kelurahan, namun dilakukan secara bertahap melalui :

1) Penyuluh KB melakukan konsultasi dengan kepala desa/kelurahan.

2) Inventarisasi tokoh-tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan

menjadi IMP.

3) Pendekatan kepada tokoh informal calon IMP.

4) Penetapan dan pengukuhan IMP.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan norma-norma tersebut
peran pengorganisasioan belum dilaksanakan oleh kader IMP. Peran ini lebih
dijalankan oleh kepala desa/kelurahan. Kader IMP dibentuk dengan cara
penunjukan langsung. Dari kader IMP yang ada, hanya PPKBD yang sudah
memiliki surat keputusan (SK) dari kepala desa/kelurahan. Demikian juga
mengenai insentif/honorarium. Padahal keberadaan SK dan
insentif/honorarium ini dirasa sangat penting untuk meningkatkan peran kader
IMP.

IMP sebagai wadah berbagai kegiatan di tingkat desa’kelurahan ke bawah
memerlukan kepengurusan. Kepengurusan IMP diupayakan dikembangkan
dari kepengurusan tunggal menjadi kepengurusan kolektif. Kepengurusan
kolektif dimaksudkan dalam rangka pembentukan kepengurusan dan
pembagian kerja dalam menjalankan peran baktinya. Dalam kepengurusan

tunggal biasanya berfungsi sebagai koordinator, hal ini hanya dapat dilakukan
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pada institusi PPKBD sesuai kondisi wilayah. Untuk sub PPKBD dan
kelompok KB diharapkan kepengurusan bersifat kolektif antara lain terdiri
dari (ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan anggota). Mengingat peran
IMP yang cukup strategis dalam mengelola program KKB, maka perlu
mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam 10 Seksi di
BPD/LPMD/LPMK dan mendapat dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh ekonomi dan
lain-lain bersama PKB/PLKB untuk menggerakkan kelompok kerja teknis
(pokjanis) dan kelompok kegiatan (poktan) (BKKBN, 2015).

Dari penunjukan terhadap kader IMP belum ditindaklanjuti dengan
pembentukan kepengurusan secara kolektif sehingga kepengurusan masih
bersifat tunggal dan belum ada pembagian tugas. Dalam hal ini PPKBD
berperan sebagai koordinator bagi kader IMP di bawahnya yaitu Sub PPKBD
dan Kelompok KB. Sedangkan yang berhubungan dengan upaya penggerakan
kelompok kerja teknis dan kelompok kegiatan juga belum dilakukan oleh kader
IMP.

Meskipun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dengan
bentuk kepengurusan PPKBD yang masih bersifat tunggal mereka merasa tidak
ada permasalahan, namun dalam kenyataannya masih ditemukan bahwa ada
beberapa peran yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan,
sehingga pemerintah desa dan penyuluh KB sangat perlu untuk memberikan
fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan.

Keberadaan SK dapat menjadi pegangan kader dalam menjalankan

perannya. Sedangkan insentif/honorarium merupakan bentuk kepedulian dart
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pemerintah desa sehingga kader akan merasa lebih diperhatikan. Disamping itu
para kader IMP lebih termotivasi dan memiliki tanggung jawab dalam
mensukseskan program KKB.

Di sini juga perlu menjadi bahan pertimbangan bahwa pemberian insentif
/honorarium kepada kader IMP juga harus memperhatikan kader yang lain ( di
luar Kader IMP), misalnya : kader posyandu, kader PKK, kader PAUD, kader
gizi, kader TB, dan lain-lain. Mengingat persoalan seperti ini sangat sensitif di
tingkat desa. Diupayakan agar menghindari ‘kecemburuan’ antara kader yang
satu dengan kader yang lain. Bisa jadi pemberian perhatian yang lebih terhadap
kader salah satu program akan melemahkan motivasi bagi kader program yang
lain. Jika memungkinkan seluruh kader di tingkat desa dilibatkan dalam
kepengurusan sebagai kader IMP. Hal ini diharapkan dapat memberikan
dampak kontribusi yang besar terhadap keberhasilan Program KKB.

Menurut Amirullah dan Budiyono (2004) bahwa organisasi dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat antara lain organisasi dapat mengubah
kehidupan masyarakat menjadi lebih baik serta organisasi sebagai sarana
pencapaian tujuan, dengan pengorganisasian pencapaian tujuan menjadi lebih
mudah. Demikian pula yang dilakukan oleh kader IMP pengorganisasian
adalah penting, dengan peran pengorganisasian kegiatan dapat berjalan lancar
sehingga sangat mendukung bagi keberhasilan tujuan dari program KB.

b. Pertemuan.

Kader IMP sebagai sebuah institusi diharapkan dapat berperan untuk

membentuk suatu kelompok dan melakukan pertemuan secara rutin. Menurut

Mulyana (2005) kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan
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bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama,
mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari
kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi,
kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk
mengambil suatu keputusan.

Dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan IMP baik antar pengurus
institusi, konsultasi pengurus dengan PKB/PLKB maupun dengan petugas lain
yang terkait diagendakan secara berkala dan berjemjang. Pertemuan ini
merupakan wadah untuk penyampaian informasi/data, bimbingan/pembinaan,
evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan Program KKB di
tingkat lini lapangan. (BKKBN, 2015).

Kader IMP dalam melaksanakan peran pertemuan sudah sesuai dengan
norma-norma yang ada. Persiapan pertemuan sudah direncanakan sebelumnya
dengan memberikan undangan maupun tanpa undangan karena sudah
merupakan agenda resmi yang telah ditentukan waktunya. Pertemuan dapat
dilaksanakan secara anjangsana/bergiliran dan di tempat yang menetap di balai
kelurahan/desa. Dalam rangka pertemuan ini baik sebelum, pada saat, maupun
pasca pertemuan dalam kondisi tertentu (saat diperlukan) kader IMP selalu
melakukan konsultasi dengan petugas yang berkompeten antara lain berasal
dari pemerintah desa, TP PKK desa, penyuluh KB, dan bidan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal pertemuan kader IMP
memanfaatkan pertemuan rutin yang ada sesuai dengan jenjangnya. Untuk
tingkat desa/kelurahan (PPKBD) dengan memanfaatkan pertemuan kader TP

PKK dan kader posyandu tingkat desa/kelurahan. Sedangkan kader Sub
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PPKBD dan Kelompok KB memanfaatkan pertemuan warga RW dan RT.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2017 terhadap
pertemuan kader Posyandu di desa Kemalang kecamatan Kemalang, PPKBD
tidak dapat fokus dalam menjalankan fungsinya untuk menyampaikan
kepentingan programnya terutama yang berkaitan dengan program KKB.
Kesempatan yang ada hanya sebatas penyampaian informasi. Sedangkan untuk
kepentingan pembinaan, evaluasi program, pemecahan permasalahan dan
perencanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya waktu
sehubungan dengan alokasi waktu yang digunakan untuk kepentingan
penyampaian informasi dan pembinaan bagi program pembangunan yang lain.

Dengan demikian akan lebih efektif apabila untuk tingkat desa/kelurahan
kader IMP dapat membentuk kelompok dan mengadakan pertemuan sendiri
terpisah dari pertemuan kader PKK dan kader posyandu dengan PPKBD
sebagai koordinatornya. Peserta dalam pertemuan tersebut adalah hanya para
kader IMP, sehingga pertemuan dapat lebih fokus membahas program KKB.
Selain itu pertemuan ini dapat sebagai ajang untuk melakukan konsultasi
dengan penyuluh KB selaku pembina KB tingkat desa serta petugas lain yang
terkait misalnya bidan desa.

Sedangkan untuk tingkat RW dan RT, mengingat kondisi yang ada saat ini,
di mana jumlah penyuluh KB terbatas, sarana dan prasarana yang masih
kurang, serta pesertanya adalah warga masyarakat secara langsung, maka akan
lebih tepat apabila masih memanfaatkan pertemuan RW dan RT yang ada
sebagai wadah untuk penyampaian program sekaligus KIE dan konseling.

Dalam even tertentu misalnya ada rencana pembentukan poktan (BKB, BKR,
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BKL, dan UPPKS), kader sub PPKBD dan kelompok KB dapat menemui dan
menghadirkan penyuluh KB dan PPKBD untuk memberikan fasilitasi dan
pembinaan.

Menurut Cooley dalam Narwoko dan Suyanto (2007) kelompok ditandai
dengan adanya hubungan yang erat di mana anggota-anggotanya saling
mengenal dan seringkali berkomunikasi secara langsung berhadapan muka
(face to face) serta terdapat kerjasama yang bersifat pribadi atau adanya ikatan
psikologis yang erat. Dari ikatan-ikatan psikologis dan hubungan yang bersifat
pribadi inilah, maka akan terjadi peleburan-peleburan daripada individu-
individu dalam satu kelompok, sehingga tujuan-tujuan juga menjadi tujuan
kelompoknya. Dengan demikian pertemuan yang dilakukan dalam kelompok
sangat bermanfaat dalam penyampaian program pembangunan.

Dalam hal ini kader IMP menyampaikan bahwa pertemuan penting untuk
dilakukan. Pertemuan sangat bermanfaat sebagai sarana penyampaian
informasi mengenai program KB dan program lainnya, serta dapat sebagai
ajang silaturahmi yang dapat menambah keakraban warga masyarakat.
¢. KIE dan Konseling.

Menurut Nasution dalam BKKBN (2013) Istilah Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi (KIE) identik dengan program Kependudukan dan KB. Secara
historis konsep contraceptive social marketing merupakan asal muasal dan
dasar pengembangan KIE. Rogers (1973) memberikan batasan pengertian
komunikasi sebagai berikut :

“Communication is the process by which an idea is transferred from a

source to a receiver with the intenl to change his behavior.”
(komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan ide/gagasan
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atau informasi dari pemberi kepada penerima dalam rangka untuk
merubah sikap dan perilaku sasaran).

Komunikasi adalah proses yang direncanakan bertujuan untuk memotivasi
orang untuk mengadopsi sikap atau perilaku baru, atau untuk memanfaatkan
layanan yang sudah ada. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran masyarakat,
kebutuhan yang dirasakan, kepercayaan dan arus praktek, mempromosikan
dialog (biasa disebut juga dengan komunikasi dua arah), umpan balik
dan meningkatkan pemahaman. Proses ini paling efektif jika melibatkan
kombinasi strategis media massa, dan komunikasi antar pribadi (face
to face) yang didukung dengan media cetak dan alat bantu audiovisual
lainnya.

Informasi berarti penyebaran informasi umum dan teknis, fakta dan isu,
untuk menciptakan kesadaran antara pembuat kebijakan, administrator,
akademisi, dan masyarakat umum tentang perkembangan penting situasi
program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Edukasi mengacu pada proses memfasilitasi belajar yang memungkinkan
sasaran untuk membuat keputusan dan alasan rasional, dan mempengaruhi
perilaku mereka dalam jangka panjang. Edukasi dapat dilakukan melalui sektor
pendidikan formal, atau melalui saluran non formal seperti jaringan sosial,
kelompok belajar (kejar) dan kelas melek huruf, koperasi dan asosiasi pekerja.

KIE pada dasarnya merupakan proses pembelajaran masyarakat (sosial)
yang dilakukan meclalui metode komunikasi yang cfcktif yang diikuti dengan
kemasan isi pesan sesuai dengan kemampuan sasaran. KIE mengacu pada
intervensi program yang komprehensif, yakni merupakan bagian integral dari

program pembangunan ssuatu negara yang bertujuan untuk mencapai
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perubahan. KIE menggunakan kombinasi teknologi komunikasi, pendekatan
dan proses secara fleksibel dan partisipatif. Titik awal KIE adalah untuk
memberikan kontribusi dalam pemecahan suatu masalah atau membangun
dukungan dari sasaran terhadap sebuah isu yang terkait dengan sebuah program.
sasaran dimaksud termasuk pembuat kebijakan, penyedia layanan, agen
perubahan, masyarakat dan atau pengguna jasa.
Bentuk KIE pada umumnya ada 3, yaitu:
1) KIE Individu
Teknik pelaksanaannya untuk perseorangan dilakukan secara tatap

muka satu sama lain. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui tanya

jawab, diskusi, konsultasi, bimbingan dan pendalaman terhadap salah satu

materi yang dianggap perlu untuk dibahas (dibicarakan). KIE Individu

biasanya dilakukan untuk pemuka agama, adat, masyarakat, dan

pemangku kepentingan (stakeholders) atau seseorang yang memerlukan

penjelasan khusus.

2) KIE Kelompok

Teknik pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk kelompok atau

kumpulan orang yang memiliki kesamaan (jenis kelamin, latar belakang

sosial budaya dan lain-lain). Bentuk kegiatan dpat dilakukan melalui

ceramah, diskusi/dialogis, sosialisasi/orientasi, dan lain-lain dalam

membahas sesuai masalah yang dianggap penting bagi kehidupan bersama

sekarang dan yang akan datang. KIE kelompok yang paling banyak

dilakukan dalam pelaksanaan program KB adalah mengajak pasangan

untuk KB.
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3) KIE Massa

Teknik pelaksanaannya dilakukan kepada masyarakat umum yang dapat
dijangkau oleh media massa atau khalayak umum yang berkumpul di suatu
tempat tertentu. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui ceramah umum
dan sosialisasi massa atau menggunakan media massa (elektronik seperti
radio, TV, wayang, pentas panggung dan sarana dunia maya). KIE massa
tidak mudah untuk berdiskusi dan tanya jawab kecuali radio dan TV bisa
tersedia komunikasi interaktif. KIE massa memiliki pengaruh cukup besar
terhadap penerimaan oleh masyarakat terutama yang suka dengan

penyajian tersebut. (BKKBN, 2013).

Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan (berupa nasihat,
bimbingan, atau arahan) dalam rangka menolong seseorang atau sekelompok
orang, untuk memutuskan sesuatu atau memecahkan masalahnya, agar tercipta
kondisi kesehatan dan kesejahteraan mental yang lebih baik di masa
mendatang. Di dalam proses konseling perlu memiliki ketrampilan
berkomunikasi yang memadai, baik verbal maupun non verbal, agar terjalin
relasi yang baik di antara konselor dengan mereka yang membutuhkan
konseling (konseli), yang pada akhirnya tujuan konseling dapat dicapai secara
memuaskan. (BKKBN, 2013)

Dalam Program KKB, konseling atau juga dikenal dengan komunikasi
interpersonal digunakan dalam membantu klien (pasangan usia subur)
mengambil keputusan tentang pilihan metode kontrasepsi yang akan
digunakan. Komunikasi ini memiliki peran strategis dan menentukan apakah

klien akan menggunakan kontrasepsi atau tidak. Dari perspektif klien, memilih
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menggunakan metode kontrasepsi termasuk keputusan yang kompleks. Selain
banyak rumor yang negatif tentang efek kontrasepsi, juga karena kondisi awal
mereka yang sehat sehingga ada ketakutan setelah menggunakannya malah
menjadi tidak sehat. (BKKBN, 2013).

Apabila ditinjau dari dari aspek norma-norma mengenai KIE dan konseling,
apa yang dilakukan oleh kader IMP dalam melakukan KIE dan konseling
sudah sesuai dengan etika yang ada. Kader IMP telah berusaha menghormati
hak asasi manusia dengan tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti
ajakannya. Kader IMP juga dapat menjaga kerahasiaan klien. Disamping itu
Kader IMP juga selalu berkonsultasi dengan petugas yang berkompeten apabila
tidak dapat menjawab dan mengatasi permasalahan klien.

Dalam pelaksanaan peran KIE dan Konseling beberapa kegiatan yang dapat
dilakukan oleh kader IMP adalah :

1) Mendorong peningkatan kesertaan masyarakat dalam ber KB yang
semakin mandir dan lestari.

2) Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan
perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya.

3) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan
reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga.

4) Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek keagamaan,
pendidikan, sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan dalam rangka
mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

5) Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh

anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal.
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6) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga
yang memiliki anggota keluarga berusia di atas 60 tahun ke atas dalam
pengembangan, pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar
dapat meningkatkan kesejahteraannya.

7) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota
keluarga lain dan membina tumbuh kembang anak dan remaja secara
seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.

8) Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan
keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka
mewujudkan keluarga sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian, peran-peran tersebut sudaﬁ dilakukan kader
IMP melalui KIE perorangan, KIE kelompok, maupun KIE massa. Meskipun
dengan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang relatif terbatas, para
kader IMP berusaha untuk melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan
konseling kepada masyarakat melalui media tersebut. Sesuatu yang sangat
dibutuhkan oleh para kader IMP agar dapat menjalankan perannya dalam KIE
dan konseling adalah fasilitasi berupa pembinaan dan pelatihan serta
pendampingan dari penyuluh KB yang saat ini masih sangat kurang.

Menurut Zajonc dalam BKKBN (2013) menjelaskan bahwa kehadiran
orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku
individu. Efek ini terjadi pada berbagai situasi sosial, bukan hanya di
depan orang yang menggairahkan kita. Energi yang meningkat akan
mempertinggi kemungkinan dikeluarkannya respon yang dominan. Respon

dominan adalah perilaku yang kita kuasai. Bila respon yang dominan itu
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adalah yang benar, terjadi peningkatan prestasi. Bila respon dominan itu
adalah yang salah, terjadi penurunan prestasi. Untuk pekerjaan yang
mudah, respon yang dominan adalah respon yang benar, karena itu peneliti-
peneliti melihat kelompok mempertinggi kualitas kerja individu.

Dengan demikian dengan hadirnya penyuluh KB maupun petugas lain yang
terkait dalam mendampingi kader IMP diharapkan dapat menambah semangat
dan kualitas kader IMP dam menjalankan peran KIE dan konseling. Namun
dengan kondisi jumlah penyuluh KB yang terbatas, upaya pendampingan ini
belum dapat berjalan secara efektif.

Tujuan dilaksanakannya KIE, yaitu untuk mendorong terjadinya proses
perubahan perilaku kearah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan
praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya
secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab (BKKBN,
2013). Sedangkan konseling perorangan menurut Prayitno dan Amti (2004)
adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalu1 wawancara konseling
oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami
sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang
dihadapi klien.

Demikian pula dengan apa yang disampaikan oleh para kader IMP bahwa
KIE dan Konseling penting karena dapat meningkatkan pengetahuan
masyarakat serta membantu masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan

program KB.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



121
43356.pdf

d. Pencatatan Pendataan dan Pemetaan Sasaran.

Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kader IMP merupakan
kegiatan dari sistem pencatatan dan pelaporan program KKB. Sistem
pencatatan dan pelaporan menyediakan data secara teratur dan terus-menerus
tentang jalannya pelaksanaan program KKB. Sistem pencatatan dan pelaporan
program KKB diharapkan dapat menyediakan berbagai dan informasi program
KKB di seluruh wilayah sampai ke tingkat kecamatan dan desa (BKKBN,
2013).

Data dan informasi hasil pencatatan dan pelaporan program KKB
diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan,
perencanaan, pemantauan dan penilaian, serta pengendalian program. Oleh
karena itu data dan informasi yang dihasilkan harus akurat, tepat waktu, dan
dapat dipercaya. Salah satu ujung tombak dari keberhasilan program KKB
adalah terletak pada bagusnya pencatatan dan pelaporan prograam tersebut.

Menurut BKKBN (2013) kegiatan pencatatan dan pelaporan di tingkat desa
yang seharusnya dapat dilakukan oleh kader IMP terdiri dari :

1) Kartu Data Potensi PPKBD (K/0/PPKBD/15).

2) Kartu Data Potensi Sub PPKBD (K/0/Sub PPKBD/15).

3) Kartu Data Potensi Kelompok KB (K/0/POK-KB/15).

4) Register Pembinaan PUS dan Peserta KB (R/1/PUS/15).

5) Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Desa/Kelurahan

(F/1/Dal/15).
Sedangkan pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer

tentang data demografi, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan data
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individu anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah
(Pemda dan BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan (Juli-
September) setiap tahun melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah
dengan wawancara dan observasi. Pemutakhiran data keluarga adalah kegiatan
pendataan keluarga dengan cara memperbaiki, merubah, dan menambah data
keluarga serta individu anggota keluarga yang terhimpun dalam database
keluarga yang mutakhir, setiap periode waktu pendataan keluarga (BKKBN,
2013).

Secara umum, tujuan pendataan keluarga adalah diperolehnya database
keluarga dan anggota keluarga yang dapat digunakan untuk memberikan
gambaran secara tepat dan menyeluruh mengenai keadaan di lapangan sampai
ke tingkat keluarga tentang hasil-hasil pelaksanaan program KKB. Selanjutnya,
database ini dapat digunakan untuk kepentingan operasional langsung di
lapangan serta untuk kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan,
pengendalian, dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkatan.
Lebih spesifik, pendataan keluarga bertujuan untuk menghasilkan data dan
informasi tentang data demografi, keluarga berencana, tahapan keluarga
sejahtera, dan anggota keluarga (BKKBN, 2013).

Menurut BKKBN (2013) langkah-langkah pelaksanaan pendataan keluarga,
pemutakhiran data keluarga dan pemetaan PUS dilakukan sebagai berikut :

1) Pendataan dilakukan secara lengkap meliputi selururh keluarga dan

penduduk yang berdiam di suatu wilayah kerja sub PPKBD, dusun/RW

atau RT (rukun tetangga).
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2) Pengisian Register Pendataan Keluarga (R/I/KS) atau Formulir MDK
(F/1/MDK) dilakukan melalu kunjungan dari rumah ke rumah.

3) Data yang diisikan ke dalam R/I/KS atau F/I/MDK tidak boleh
berdasarkan sumber data dari catatan yang telah ada di PPKBD,
data/catatan pada PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang di desa/kelurahan dan data/catatan lain yang telah ada.

4) Sebelum melakukan pendataan dari rumah ke rumah terlebih dahulu
dibuat sket letak rumah pada selembar kertas. Sket tersebut selanjutnya
akan dipindahkan ke dalam peta keluarga sejahtera yang sebenarnya.

5) Untuk memudahkan dalam pembuatan sket peta keluarga yang terlewat
di data, maka kunjungan kepada keluarga yang ada dilakukan secara
berurutan menurut susunan/lokasi tempat tinggal mereka masing-masing.
Jadi tidak meloncat-loncat dari satu tempat/lokasi ke tempat/lokasi
lainnya.

Dalam hal pencatatan dan pelaporan secara normatif kader IMP belum
mampu menjalankan perannya. Kader IMP hanya melaporkan perolehan
akseptor baru tiap bulannya, bahkan kader sub PPKBD dan kelompok KB tidak
melakukan pencatatan dan pelaporan sama sekali. Sedangkan dari kegiatan
pendataan keluarga didahului dengan pelatihan di tingkat kecamatan dan desa
dilanjutkan dengan kegiatan pendataan dengan kunjungan rumah (door to
door).

Kader IMP dalam menjalankan peran pencatatan pendataan dan pemetaan

sasaran diharapkan dapat :
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1) IMP melakukan pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan
pendataan keluarga yang dilakukan satu tahun sekali.

2) Bersama penyuluh KB/PLKB melakukan pemetaan sasaran
(kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan lain-
lain).

3) IMP juga diharapkan mampu memanfaatkan hasil pendataan dan peta
sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya dan
menuangkanya ke dalam peta PUS/peta keluarga.

4) Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan di desanya berdasarkan peta
PUS/peta keluarga yang dibuat.

Di bawah pembinaan dan bimbingan penyuluh KB, kader IMP telah
melaksanakan pendataan keluarga maupun pemutakhiran data keluarga yang
dilaksanakan setiap tahun. Setelah melakukan pendataan keluarga kemudian
ditindaklanjuti dengan pembuatan peta keluarga. Mereka juga membuat
laporan dan melakukan sosialisasi hasil dari pendataan keluarga. Namun
berdasarkan hasil penelitian dalam hal pemanfaatan hasil pendataan keluarga
yaitu dengan menindaklanjutinya dengan pembuatan R/1/PUS/15 dan
pemetaan sasaran, belum dilakukan oleh kader IMP. Hasil pendataan keluarga
hanya dikumpulkan kepada PPKBD dan penyuluh KB. Demikian juga dalam
pembuatan kartu data potensi PPKBD, sub PPKBD, dan kelompok KB, serta
laporan bulanan. selama ini yang mengerjakan adalah penyuluh KB.

Penyuluh KB diharapkan mampu untuk memberikan pembinaan dan
pendampingan agar kader IMP dapat memiliki catatan terutama R/1/PUS/15

yang merupakan catatan nama PUS, kategori kesertaan KB , serta alasan tidak
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ikut KB. Register ini sangat penting dimiliki oleh kader karena merupakan peta
petunjuk bagi para kader IMP untuk melakukan pembinaan program KKB di
wilayahnya.

Dilihat dari aspek kepentingan, menurut (BKKBN, 2015) bahwa
ketersediaan data dan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sangat
bermanfaat untuk penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi,
potensi, dan kebutuhan aktual yang ada di setiap tingkatan wilayah. Disamping
itu juga sangat bermanfaat untuk kepentingan pembangunan keluarga melalui
program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. Bagi para kader IMP
bahwa kegiatan pencatatan, pendataan dan pemetaan sangat diperlukan karena
sebagai bahan evaluasi terhadap program KB serta sebagai pegangan dalam
melakukan intervensi kegiatan.

e. Pelayanan Kegiatan.

Pelayanan kegiatan yang dilakukan oleh kader IMP sudah memenuhi
norma-norma yang ada. Pelayanan kegiatan dilakukan baik secara perorangan
maupun kelompok sudah menggunakan prosedur yang baku. Secara
perorangan kader IMP melakukan pelayanan terhadap calon peserta KB pil dan
kondom, pelayanan KB dengan rujukan, serta pelayanan KB serentak.
Sedangkan secara kelompok disampaikan melalui pertemuan posyandu dan
beberapa kelompok kegiatan.

Pcran pclayanan kegiatan yang diharapakan dari kader IMP yaitu :

1) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu usia ideal bagi pria dan

wanita untuk menikah (25 dan 21 tahun), kesehatan reproduksi,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



126
43356.pdf

penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya,
penyalahgunaan NAPZA, dan lain sebagainya.

2) Pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat kontrasepsi sesuai umur
dan kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran dan umur anak
terkecil.

3) Pembinaan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR dan BKL.

4) Peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga
melalui UPPKS atau kegiatan ekonomi produktif lainya.

Seperti halnya dalam peran KIE dan konseling yang cenderung untuk
mengajak dan memotivasi warga masyarakat, maka dalam peran pelayanan
kegiatan ini lebih kepada tindak lanjut dari peran KIE dan konseling yaitu
melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga dan kelompok
kegiatan. Kader IMP melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi dan alat
kontrasepsi rasional, baik melalui KIE perorangan maupun kelompok,
selanjutnya kader IMP melakukan rujukan bagi keluarga yang akan ikut KB
terutama yang tidak dilakukan secara mandiri, misalnya KB MKJP IUD atau
implan. Di dalam pembinaan kelompok BKB dan BKL dilaksanakan oleh
kader IMP bersamaan dengan pelaksanaan posyandu. Sedangkan pembinaan
terhadap kelompok BKR dan UPPKS menggunakan waktu tersendiri .

Dari hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan dalam pelayanan
kegiatan ini adalah kurangnya pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan
fasilitasi lainnya. Dalam hal fasilitasi perlu diperhatikan untuk meningkatkan
kualitas kader IMP melalui fasilitasi media penyuluhan. Bahwa salah satu

kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan adalah penyampaian informasi
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kepada khalayak. Informasi tersebut biasa disampaikan secara langsung dengan
tatap muka atau tidak langsung dengan menggunakan media penyuluhan.

Menurut Zakaria (2002) bahwa penggunaan media penyuluhan akan
membantu memperjelas informasi yang disampaikan kepada penggunanya,
karena dapat lebih menarik, lebih interaktif, dapat mengatasi batasan ruang,
waktu dan indera manusia. Agar informasi yang disampaikan bisa lebih
jelas dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan yang akan dicapai maka
informasi tersebut perlu dikemas sesuai dengan karakteristik dari setiap media
yang digunakan. Selain itu untuk mendukung efektifitas dalam kelompok
kegiatan perlu dikembangkan media KIE kreatif dengan harapan agar para
keluarga lebih tertarik untuk ikut aktif dalam kelompok kegiatan (poktan) yang
ada.

Menurut BKKBN (2015) bahwa arah kebijakan dan strategi nasional dalam
program KKB yang berhubungan dengan pelayanan kegiatan antara lain
adalah:

1) Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan

reproduksi yang merata dan berkualitas.

2) Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat
kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring
pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.

3) Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi
resiko drop out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan

informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber
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KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan
prinsip rasional, efektif dan efisien (REE).

4) Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan
tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat
masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.

5) Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan
keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan
kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.

6) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi
remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya wajib belajar
12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan
intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran
di usia remaja.

7) Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok
kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber KB dan
memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber KB.

Dalam menunjang kebijakan pemerintah tersebut, menurut kader IMP
pelayanan kegiatan sangat penting untuk dilakukan karena dapat membantu
masyarakat untuk memperoleh informasi serta pelayanan KB. Selain itu
kelompok kegiatan juga membutuhkan pelayanan dan pendampingan agar
dapat berjalan secara rutin.

f. Kemandirian.
Apabila ditinjau dari aspek norma-norma bahwa upaya kemandirian yang

dilakukan oleh kader IMP dapat diterima oleh masyarakat setempat. Upaya
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kemandirian terutama yang berupa iuran dan jimpitan dilakukan dengan
memperoleh kesepakatan anggota (warga masyarakat) melalui musyawarah
dalam pertemuan sehingga tidak ada yang merasa keberatan.

Upaya kemandirian yang dilakukan oleh kader IMP meliputi kemandirian
dalam pengelolaan kegiatan, antara lain :

1) Mengupayakan pelayanan kontrasepsi.

2) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk

setempat.

3) Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (poktan) dalam

memfasilitasi pelayanan KB.

Hasil penclitian ini menunjukkan bahwa dari peran kemandirian yang ada
pada umumnya sudah dilakukan oleh para kader IMP dengan cara penyediaan
alkon ulang (pil dan kondom). Pendanaan kelompok melalui iuran dan
jimpitan. Sedangkan penjualan produk lokal juga dilakukan namun tidak ada
intervensi dan pendekatan kelompok artinya anggota kelompok melakukan
penjualan produk lokal secara sendiri-sendiri. Wujud fasilitasi kelompok
kegiatan dalam pelayanan KB di samping pelayanan KB ulang pil dan kondom
dilakukan melalui pendaftaran dan pendampingan terhadap calon akseptor
yang akan ikut program KB.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dalam upaya peran kemandirian,
anggota kelompok kegiatan terutama kelompok UPPKS sangat memerlukan
pembinaan dan latihan ketrampilan serta akses permodalan dan pemasaran. Hal

ini merupakan tantangan bagi pengelola program KKB untuk dapat menjawab
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permasalahan tersebut sehingga program KKB akan lebih efektif dalam
meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Intervensi dari program pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dan
sangat cocok untuk peningkatan peran kader IMP mengingat pada dasarnya
kader IMP merupakan pembina dari suatu kelompok. Menurut Zubaedi (2013)
program pemberdayaan masyarakat untuk usaha kecil yang dilakukan melalui
pendekatan kelompok akan lebih efektif, mengingat akumulasi kapital akan
sulit dicapai di kalangan masyarakat dengan usaha kecil. Dengan kata lain
akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau
usaha bersama. Oleh sebab itu kelompok kegiatan terutama UPPKS sangat
cocok dikembangkan melalui program pemberdayaan ini agar menjadi
kelompok yang lebih produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan
anggotanya. Tentu saja hal ini harus disertai dengan pendampingan secara
efektif, disamping jenis usaha yang dilakukan disesuaikan dengan potensi serta
kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Sumardjo (2012) bahwa pendekatan pemberdayaan yang bersifat
top down di mana masyarakat dianggap sebagai obyek, terbukti tidak mampu
memberdayakan masyarakat, masyarakat tidak menjadi mandiri tetapi justru
tergantung pada program-program pemberdayaan. Idealnya pemberdayaan
mampu mengubah sasaran baik secara individu, kelompok maupun masyarakat
dari kondisi tidak berdaya ke kondisi berdaya dan bermuara pada kondisi
mandiri.

Apabila ditinjau dari aspek kepentingan bahwa peran kemandirian sangat

penting dilakukan oleh kader IMP karena dengan upaya kemandirian dapat
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meningkatkan semangat para anggota, meningkatkan kesejahteraan keluarga,

serta dapat memenuhi kebutuhan kegiatan kelompok secara mandiri.
2. Analisis Kendala Peran Kader IMP

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka terdapat beberapa kendala
yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan peran kader IMP. Beberapa kendala
tersebut disampaikan oleh beberapa informan baik dari DissosP3AKB, penyuluh
KB, kader IMP, serta warga masyarakat.

Dari DissosP3AKB kabupaten Klaten menyampaikan beberapa kendala
sebagai berikut : jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang, baik
yang berada di tingkat kabupaten maupun penyuluh KB, keterbatasan anggaran,
keterbatasan sarana dan prasarana, bentuk organisasi perangkat daerah (OPD),
kemampuan kader yang masih kurang dan banyak kader terutama kader sub
PPKBD dan kelompok KB yang kurang aktif, serta dukungan pemihakan alokasi
anggaran APBDesa yang masih kurang.

Beberapa kendala yang disampaikan penyuluh KB berupa : jumlah penyuluh
KB yang masih kurang, jumlah honor PPKBD yang masih bervariasi/belum
seragam, ada beberapa desa yang jumlah honornya sudah cukup namun ada yang
honormya masih kurang, beberapa kader sub PPKBD dan kelompok KB kurang
aktif, kurangnya jumlah kader kelompok kegiatan, kemampuan kader IMP yang
masih kurang kuarena rata rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah,
kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap kader, sarana dan prasarana KIE
masih kurang, alokasi anggaran dari pemerintah desa untuk program KKB masih
kurang termasuk belum adanya honor kader sub PPKBD dan kelompok KB , serta

data program yang kurang lengkap.
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Sedangkan informan yang berasal dari kader IMP dan warga masyarakat
menyampaikan beberapa kendala yang mereka hadapi adalah : masih ada
keengganan masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan, suami tidak
mengijinkan untuk KB terutama MOW, rumor tentang alkon implan dan IUD,
kurangnya kader kelompok kegiatan, kurangnya kepedulian pemerintah desa,
terlalu banyak pertemuan akan memberatkan warga, pembinaan dari petugas
kurang, sarana penyuluhan kurang/keterbatasan materi, kader tidak memiliki data
basis sasaran, sulitnya ketemu warga di wilayah perumahan, pelatihan
ketrampilan, dan akses permodalan.

Dari beberapa kendala tersebut ada beberapa kendala yang saling
mempengaruhi antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu dalam
pembahasan ini akan dirangkum menjadi kendala yang merupakan pokok
persoalan. Kendala-kendala pokok tersebut berupa kekurangan dalam hal : jumlah
penyuluh KB, alokasi anggaran pemerintah, kemitraan dengan program
pemberdayaan masyarakat, jumlah kader kelompok kegiatan (poktan), serta
kualifikasi dan kompetensi kader IMP.

a. Jumlah Penyuluh KB.

Bila dibandingkan antara jumlah penyuluh KB sebanyak 60 orang dengan
jumlah desa/kelurahan wilayah binaan yang ada di kabupaten Klaten yang
berjumlah 401 desa/kelurahan maka seorang penyuluh KB memiliki wilayah
binaan 6-7 desa’kelurahan. Hal ini jelas jauh dan cukup. Di mana
perbandingan yang ideal adalah seorang penyuluh KB menangani wilayah

binaan sebanyak 1 sampai dengan 2 desa/kelurahan.
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Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh KB tidak bisa
merata sampai ke tingkat RW apalagi RT, akibatnya adalah beberapa peran
yang dilakukan oleh kader IMP menjadi tidak efektif. Sehingga tidak
mengherankan apabila masih muncul beberapa persoalan misalnya : ada suami
yang tidak mengijinkan istrinya untuk ikut KB, beredarnya rumor negatif
tentang penggunaan alat kontrasepsi, keengganan masyarakat untuk mengikuti
pertemuan dan kelompok kegiatan, serta kader IMP tidak memiliki data basis
sebagai pegangan untuk melakukan kegiatan program.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan peluang bagi pemerintah untuk dapat
merekrut tenaga penyuluh KB baik sebagai PNS maupun P3K, schingga
kebutuhan akan tenaga penyuluh KB lambat laun akan terpenuhi.

b. Alokasi Anggaran dari Pemerintah.

Hampir sama dengan permasalahan kurangnya jumlah penyuluh KB,
kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat, daerah, dan desa berakibat
pada kurangnya fasilitasi yang berupa pelatihan dan pembinaan pada kader,
selain itu juga sarana dan prasarana untuk kader menjadi sangat terbatas. Hal
ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan peran kader IMP karena apabila
kita melihat kondisi bahwa rata-rata tingkat pendidikan kader yang relatif
masih rendah maka sangat berpengaruh terhadap kualitas dari pelaksanaan
peran yang diembannya. Terutama dalam pelaksanaan KIE dan konseling serta

pelayanan kegiatan.
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Demikian juga kepedulian dari pemerintah desa untuk mengalokasikan
APBDesa dalam program KKB juga masih minim. Alokasi anggaran baru
sebatas untuk insentif/honorarium PPKBD, itupun masih dalam jumlah yang
relatif kecil dan tidak seragam antara desa’/kelurahan yang satu dengan yang
lainnya. Sedangkan honorarium untuk kader sub PPKBD dan kelompok KB
serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program KKB belum ada.
kontra produktif bagi keberhasilan program.

Namun dibalik kondisi tersebut sebenarnya komitmen pemerintah untuk
mendukung program KKB cukup tinggi. Jalinan kemitraan dan komunikasi
yang dilakukan oleh DissosP3AKB dan penyuluh KB dengan mitra terkait baik
pemerintah maupun swasta juga cukup baik. Kondisi ini diperkuat dengan
jumlah kader IMP yang ada di setiap tingkatan wilayah serta dengan respon
dan semangat yang tinggi.

Oleh karena itu hal ini merupakan peluang khususnya DissosP3AKB serta
penyuluh KB untuk memanfaatkan hadirnya Undang-Undang No.6 Tahun
2014 tentang Desa, dengan jalan melakukan advokasi yang lebih intensif agar
Desa dapat mengalokasikan anggaran secara memadai bagi program KKB
tentu saja perlu dibarengi dengan petunjuk teknis alokasi anggaran program
KKB melalui APBDes.

c. Kemitraan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk meningkatkan peran kader IMP dalam hal kemandirian diketahui

bahwa kader memerlukan memerlukan tambahan permodalan serta pelatihan

ketrampilan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendekatan yang
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perlu dilakukan adalah melalui kemitraan dengan program pemberdayaan
masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan
masyarakat dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi
yang ada menjadi tindakan nyata.

Menurut Hutomo (2000) pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah
penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi
dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang
memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi,
pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik
dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah
permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro,
kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju
perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil
dan menengah. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan
masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan
memang harus dilakukan.

Selain masalah permodalan dan pelatihan ketrampilan, usaha mendorong
produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha tidak akan memiliki arti
penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau
kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu
komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi

adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.
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Dari berbagai program pemberdayaan masyarakat tentu saja telah
memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan.
Namun tidak sedikit pula masyarakat yang gagal memanfaatkan program ini.
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan antara lain kurangnya pendampingan
terhadap kelompok penerima bantuan program atau dapat juga disebabkan oleh
program yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang
bersangkutan. Oleh karena itu faktor pendampingan juga sangat perlu untuk
diperhatikan dalam pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat ini.

d. Jumlah Kader Kelompok Kegiatan (Poktan).

Kelompok Kegiatan dalam program KKB terdiri dari kelompok BKB, BKR,
BKL, dan UPPKS yang biasanya dibentuk pada tingkat RW atau posyandu.
Dari beberapa kelompok kegiatan tersebut yang memerlukan jumlah kader
relatif banyak agar dapat berjalan secara efektif adalah kelompok kegiatan
BKB karena harus membina dan mendampingi balita tiap kelompok umur dari
0-1 tahun sampai dengan 4-5 tahun. Sehingga apabila hanya ditangani oleh
kader di tingkat RW atau posyandu maka akan menemui kesulitan mengingat
jumlah kader yang terbatas.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya agar kelompok kegiatan BKB dapat
berjalan secara efektif. Alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui
pembentukan poktan BKB dengan melibatkan pengurus dan pelaksana tingkat
desa, jadi poktan BKB dibina dan didampingi oleh kader tingkat desa. Selain
itu dapat juga dengan memanfaatkan tenaga dari muda-mudi/remaja yang ada
di wilayah RW atau posyandu tersebut untuk ikut membina dan mcndampingi

kegiatan poktan BKB.
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e. Kualifikasi dan Kompetensi Kader IMP

Kualifikasi dan kompetensi kader IMP merupakan faktor internal yang
mempengaruhi kinerja para kader dalam menjalankan perannya. Berdasarkan
wawancara yang dilakukan dengan ibu Nuryanti, SKM (DissosP3AKB) dan
Dra. Suryatmi (koordinator penyuluh KB kecamatan Kemalang) bahwa ada
beberapa kader IMP yang usianya sudah lanjut serta rata-rata pendidikannya
masih rendah sehingga memiliki kemampuan yang sangat terbatas.

Mengingat bahwa kader merupakan tenaga yang berasal dari masyarakat,
dipilih oleh masyarakat itu sendiri yang bekerja secara sukarela untuk membina
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta syarat dan kriteria pemilihan
kader yang relatif sederhana, maka pendekatan melalui peningkatan
kompetensi lebih tepat dilakukan dibandingkan dengan peningkatan
kualifikasi.

Kompetensi identik dengan pengetahuan dan keterampilan kader dalam
menjalankan perannya. Menurut Simon, dkk. (1995) bahwa peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan kader sangat dipengaruhi adanya pelatihan.
Sedangkan menurut Strauss dan Syaless di dalam Notoatmodjo (1989)
pelatihan berarti mengubah pola perilaku, karena dengan pelatihan maka
akhirnya akan menimbulkan perubahan perilaku. Pelatihan adalah bagian dari
pendidikan yang menyangkut proses belajar, berguna untuk memperoleh dan
meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam
waktu relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek daripada teori.

Pelatihan merupakan suatu proses belajar mengajar terhadap pengetahuan dan
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keterampilan tertentu serta sikap agar peserta semakin terampil dan mampu
melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar.

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kompetensi para kader dapat
dilakukan dengan menambah frekuensi program pelatihan yang selama ini
masih sangat kurang karena hanya diikuti oleh beberapa kader PPKBD dan
pelaksanaannya di tingkat provinsi. Ke depan diharapkan pelatihan kader bisa
dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan peserta kader IMP dari semua
tingkatan. Disamping itu fasilitasi berupa pembinaan dari penyuluh KB, sarana
prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas kader, serta upaya
pemberdayaan kader dengan mengikutsertakan dalam seminar dan workshop

perlu untuk dilakukan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Ditinjau dari 3 (tiga) aspek peran yang terdiri dari norma-norma, kemampuan,
dan kepentingan maka dari 6 (enam) peran kader IMP dalam program KKB di
kabupaten Klaten, peran yang telah dapat dilakukan adalah pertemuan, KIE
dan konseling, pelayanan kegiatan, dan kemandirian. Namun peran-peran
tersebut belum dilaksanakan secara optimal karena beberapa kendala yang
dihadapi. Ditinjau dari aspek kepentingan bahwa semua peran kader IMP
penting dan bermanfaat bagi program KKB. Sedangkan apabila ditinjau dari
aspek norma-norma dan kemampuan maka dapat diketahui bahwa dalam
peran pengorganisasian masih dilakukan melalui penunjukan dan belum ada
tindak lanjut berupa pembentukan pengurus serta pembagian tugas. Namun
dalam hal ini PPKBD mampu menjadi koordinator bagi kader di bawahnya.
Dalam peran pendataan, pemetaan, dan pencatatan, hanya pendataan dan
pemetaan yang telah dilakukan, sedangkan dalam hal memanfaatkan hasil
pendataan dan peta sasaran yang merupakan tindak lanjut dari pendataan dan
pemetaan keluarga belum dilaksanakan. Demikian juga dalam pencatatan dan
pelaporan yang baku.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kader IMP dalam menjalankan
perannya. Namun dapat dirangkum bahwa beberapa kendala tersebut
bermuara pada : jumlah penyuluh KB yang relatif minim dibandingkan

dengan jumlah wilayah binaan yang ada, dukungan alokasi anggaran program
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KKB dari pemerintah yang terbatas, kurangnya jalinan dengan kemitraan
dengan program pemberdayaan masyarakat, kurangnya jumlah kader
kelompok kegiatan (poktan), serta kualifikasi dan kompetensi kader yang

masih terbatas.

B. Saran

1.

Pemerintah melalui BKKBN melakukan perekrutan tenaga penyuluh KB baik
sebagai PNS maupun P3K, sehingga terdapat keseimbangan ratio antara

penyuluh KB dengan jumlah desa/wilayah binaan.

. Pemerintah melalui BKKBN maupun DissosP3AKB dapat mengalokasikan

anggaran fasilitasi bagi penguatan peran kader IMP berupa pembinaan,
pelatihan, dan pengadaan buku pedoman serta media KIE dan kbnseling untuk

kader IMP.

. DissosP3AKB dan penyuluh KB melakukan advokasi yang lebih efektif

terhadap pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa serta para stakeholder
lainnya agar pemerintah desa dapat meningkatkan alokasi APBDes untuk
program KKB. Upaya ini perlu didukung dengan pembuatan petunjuk teknis
alokasi anggaran program KKB melalui APBDes serta pelatihan advokasi

terhadap para penyuluh KB.

. Perlunya jalinan kemitraan dengan program pemberdayaan masyarakat untuk

menjawab kebutuhan para kader IMP dalam hal meningkatkan kemandirian.

. Perlunya dukungan kebijakan yang dapat membangkitkan keberadaan poktan

sehingga poktan dapat hidup dan berkembang. Dukungan dapat berupa

penambahan alokasi anggaran, pengembangan media KIE yang lebih menarik,
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pelatihan pengelola poktan yang lebih efektif. Hal ini penting karena poktan
memiliki fungsi sebagai media yang cukup efektif bagi para kader IMP dalam

menjalankan perannya.
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Informan

| Kader IMP

Identitas

Nama

Umur

Alamat

Pendidikan

Jabatan

o alo |lo|e

Pelaksanaan

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh
DissosP3AKB ?

Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh
Koordinator Penyuluh KB dan Penyuluh KB ?

Bagaimana fasilitasi dan dukungan yang
diberikan oleh DissosP3AKB, Koordinator
Penyuluh KB, Penyuluh KB, dan Pemerintah
Desa ?

Apakah pernah memperoleh pembinaan dan
pelatihan dalam bidang Program KKB ?

Menurut anda bagaimana pembinaan dan
pelatihan dalam bidang Program KKB ?

Bagaimana tanggapan saudara terhadap Program
KKB ?

ApakahsSaudara tahu tentang IMP dan 6 pokok
peran IMP ?

Apa saja kendala yang saudara alami selama
raenjalankan tugas sebagai kader IMP ?

Bagaimana cara saudara mengatasi kendala
tersebut ?

A. PENGORGANISASIAN

1. Norma-norma

10

Bagaimana proses pembentukan IMP ?

11

Bagaimana fasilitasi dari pemerintah desa dalam
pembentukan IMP dan pembuatan Surat
Keputusan / Surat Tugas ?

2.  Kemampuan

Apakah saudara sudah melakukan pembentukan
pengurus dan pembagian tugas ?

13

Apakah kelompok kegiatan dapat aktif berjalan ?

3. Kepentingan

14

Apakah pengorganisasian penting untuk
dilakukan ? mengapa ?

- Kendala

15

Apa saja kendala yang dihadapi ?

16

Bagaimana cara saudara mengatasi kendala
tersebut ?

B. PERTEMUAN

I. Norma-norma

17

Bagaimana proses persiapan pelaksanaan
pertemuan kader IMP ?

Bagimana proses pelaksanaan pertemuan ?
Apakah saudara melakukan konsultasi dengan
pemerintah desa, penyuluh KB, dan petugas lain
dalam rangka pelaksanaan pertemuan ?

2.  Kemampuan

Apakah saudara menyelenggarakan pertemuan
rutin ?

20

Apakah saudara memanfaatkan pertemuan rutin
sebagai sarana untuk menyampaikan informasi,
pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah, serta
perencanaan kegiatan ?

3. Kepentingan

21

Apakah pertemuan penting untuk dilakukan ?
Mengapa ?

- Kendala

22

Apa saja kendala yang dihadapi ?

23

Bagaimana cara anda mengatasi kendala tersebut
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C._KIE DAN KONSELING

1. Neorma-norma

24

Bagaimana jika ada warga masyarakat yang tidak
setuju dengan ajakan saudara ?

25

Bagaimana apabila ada keluhan dari klien yang
sifatnya rahasia ?

26

Apa yang saudara lakukan apabila tidak dapat
menjawab/mengatasi permasalahan klien ?

2. Kemampuan

27

Bagaimana saudara melakukan KIE dan
Konseling perorangan ?

28

Bagaimana saudara melakukan KIE kelompok
dan massa ?

29

Bagaimana saudara melakukan konsultasi dan
rujukan terhadap permasalahan KI1E dan
Konseling ?

30

Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh
masyarakat setempat ?

3. Kepentingan

31

Apakah KIE dan Konseling penting untuk
dilakukan ? Mengapa ?

- Kendala

32

Apa saja kendala yang dihadapi ?

33

Bagaimana cara saudara mengatasi kendala
tersebut ?

D. PENCATATAN PENDATAAN DAN

PEMETAAN SASARAN

1.  Norma-norma

32

Apakah R/R sudah menggunakan formulir yang
baku dan dibuat rutin setiap bulan ?

33

Apakah pendataan keluarga dilakukan melalui
kunjungan rumah ?

34

Apakah ada pelatihan pendataan keluarga di
tingkat kecamatan dan desa ?

35

Apakah hasil pendataan keluarga dilaporkan
kepada pemerintah desa dan penyuluh KB secara
berjenjang ?

2.  Kemampuan

36

Apakah saudara melakukan R/R secara rutin
terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan
mengikuti pola R/R yang baku ?

37

Bagaimana proses pelaksanaan pendataan
keluarga ?

39

Apakah saudara sudah memanfaatkan hasil
pendataan keluarga untuk kepentingan program
KKB?

3. Kepentingan

40

Apakah pencatatan pendataan dan pemetaan
sasaran penting untuk dilakukan ? mengapa ?

- Kendala

41

Apa saja kendala yang dihadapi ?

42

Bagaimana cara saudara mengatasi kendala
tersebut ?

E. PELAYANAN KEGIATAN

1. Norma-norma

43

Bagaimana saudara melakukan pelayanan
terhadap calon peserta KB Pil dan Kondom serta
pelayanan KB dengan rujukan ?

44

Bagaimana saudara melakukan pelayanan
terhadap kelompok kegiatan ?

2.  Kemampuan

45

Apakah saudara melakukan pembinaan,
pendampingan, dan rujukan baik secara
perorangan maupun kelompok dalam hal : PUP,
Penanggulangan HIV/AIDs PMS dan
Penyalahgunaan NAPZA, Pengaturan Kelahiran,
Pembinaan Ketahanan Keluarga, serta
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ?

3.  Kepentingan

47

Apakah pelayanan kegiatan penting untuk
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dilakukan ? Mengapa ?

- Kendala

48

Apa saja kendala yang dihadapi ?

49

Bagaimana cara saudara mengatasi kendala
tersebut ?

F.  KEMANDIRIAN

1. Norma-porma

50

Apakah upaya kemandirian yang dilakukan oleh
kader IMP dilakukan melalut turan, jimpitan, dan
penjualan produk setempat yang tidak
memberatkan anggotanya serta warga masyarakat
0

2.  Kemampuan

Apakah saudara melakukan upaya kemandirian
?(iuran, jimpitan, dan penjualan produk
setempat)

Apakah upaya kemandirian tersebut sangat
membantu dalam penyuluhan dan pelayanan
program KKB ?

Bagaimana upaya memanfaatkan peluang
ekonomi produktif melatui program
pemberdayaan ekonomi ?

3. Kepentingan

54

Apakah kemandirian penting untuk dilakukan ?
Mengapa ?

- Kendala

S5

Apa saja kendala yang dihadapi ?

56

Bagaimana cara saudara mengatasi kendala
tersebut ?
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Informan I DissosP3AKB Kabupaten Klaten

Identitas

Nama

Umur

Alamat

Pendidikan

Jabatan

o lao o

Pefaksanaan

Pertanyaan

Jawaban

1 Menurut  saudara  bagaimana  pengelolaan
Program KKB di kabupaten Klaten ?

2 Bagaimana pelaksanaan tugas dari Kepala Scksi
Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan
Penggerakan ?

3 Bagaimana Peran Kader IMP dalam Program
KKB di Kabupaten Klaten?

4 Menurut saudara bagaimana pelaksanaan peran
Kader IMP di tingkat desa?

5 Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap
Kader IMP ?

6 Apa maksud dan tujuan pembinaan para Kader
IMP ?

7 Siapa saja yang bertugas untuk melakukan
embinaan terhadap Kader IMP ?

8 Bagaimana proses sosialisasi bagi para pelaksana
‘pembinaan ?

9 Menurut saudara, apakah para pelaksana
pembinaan Kader IMP memahami sosialisasi dan
sudah melaksanakannya ?

10 Apakah sudah ada dan bagaimana upaya
advokast dan kemitraan untuk kelancaran
Program KKB terutama dalam pembinaan Kader
IMP ?

11 Menurut saudara apakah jumlah sumberdaya
manusia sudah cukup memadai untuk pembinaan
Kader IMP ?

12 Menurut saudara bagaimana kemampuan
sumberdaya manusia dalam pembinaan Kader
IMP ?

13 Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk
meningkatkan kapasitas pelaksana pembinaan
Kader IMP ?

14 Apakah ada dan bagaimana pembinaan dan
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
kapasitas Kader IMP ?

15 Bagaimana fasilitas-fasilitas berupa sarana-
prasarana untuk mendukung ?

16 Bagaimana dukungan berupa alokasi anggaran
dari pemerintah untuk kebijakan tersebut ?

17 Bagaimana respon dan komitmen para pelaksana
pembinaan Kader IMP ?

18 Bagaimana tanggapan dan dukungan dari para
pengambil kebijakan di tingkat desa?

19 Bagaimana menurut saudara dengan struktur
OPD sekarang ini kaitannya dengan pembinaan
Kader IMP ?

20 Apakah ada standar operasional prosedur dalam
rangka pembinaan kader IMP ?

21 Faklor pendukung apa sajakah yang ada dalam
pelaksanaan pembinaan Kader TMP di
kabupaten Klaten ?

22 Apa saja kendala-kendala yang dihadapi delam
ranpha pembinaan kader IMP?

23 Bagaimana upaya yang dilakukan oleh ( Kasie
Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan
DISSOSP3AKB/Koordinator dan Penyuluh KB)
dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ?
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Informan

[ Koordinator dan Penyuluh KB

Identitas

Nama

Umur

Alamat

Pendidikan

Jabatan

=0 oo [T e

Pelaksanaan

Pertanyaan

Jawaban

Menurut  saudara bagaimana  pelaksanaan
Program KKB di kecamatan ?

Bagaimana pelaksanaan tugas Penyuluh KB ?
apakah ada sasaran kinerja pegawai ?

Bagaimana Peran Kader IMP dalam Program
KKB di Kecamatan ?

Bagaimana Pelaksanaan 6 Pokok Peran IMP

Bagaimana Pembinaan Kader IMP di kecamatan
9

Apa maksud dan tujuan dari pembinaan Kader
IMP?

Siapa saja yang bertugas untuk melakukan
Pembinaan Kader IMP ?

Apakah sudah ada sosialisasi bagi para pelaksana
pembinaan Kader IMP ?

Menurut  saudara, apakah para pelaksana
pembinaan Kader IMP memahami sosialisasi dan
sudah melaksanakannya ?

10

Apakah sudah ada dan bagaimana upaya
advokasi dan kemitraan untuk kelancaran
pembinaan Kader IMP ?

11

Menurut saudara apakah jumlah sumberdaya
manusia sudah cukup memadai untuk pembinaan
kader IMP ?

12

Menurut Saudara Bagaimana kemampuan
sumberdaya manusia tingkat kecamatan dalam
pembinaan kader IMP ?

Apakah  ada  pelatihan-pelatihan ~ untuk
meningkatkan kapasitas pelaksana pembinaan
Kader IMP ?

Apakah ada dan bagaimana pembinaan dan
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
kapasitas Kader IMP ?

Bagaimana fasilitas-fasilitas berupa sarana-
prasarana untuk mendukung ?

Bagaimana dukungan berupa alokasi anggaran
dari pemerintah untuk pembinaan Kader IMP ?

Bagaimana respon dan komitmen para pelaksana
tingkat kecamatan dan desa dalam pembinaan
Kader IMP ?

Bagaimana tanggapan dan dukungan dari para
pengambil kebijakan?

Menurut saudara bagaimana dukungan dari
pemerintah desa dalam pelaksanaan pembinaan
Kader IMP ?

20

Bagaimana menurut Saudara dengan struktur
OPD sekarang ini kaitannya pembinaan Kader
IMP ?

21

Bagaimana standar operasional prosedur dalam
rangka pembinaan Kader IMP ?

22

Faktor pendukung apa sajakah yang ada dalam
pelaksanaan pembinaan Kader IMP di kecamatan
5

23

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam
rangka pembinaan Kader IMP?

24

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh
(Koordinator dan Penyuluh KB) dalam mengatasi
kendala-kendala tersebut ?
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Informan

| Warga Masyarakat

Identitas

Nama

Umur

Alamat

Pendidikan

Jabatan

O A0 T e

Pelaksanaan

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana pembinaan/penyuluhan (KIE
dan Konseling) perorangan yang dilakukan
oleh Kader IMP ?

Bagaiaman pembinaan/penyuluhan (KIE
dan Konseling) kelompok dan massa yang
dilakukan oleh Kader IMP ?

Apakah sandara memahami apa yang
disampaikan oleh kader dalam KIE dan
Konseling ?

Seberapa sering Kader IMP melakukan
KIE dan Konseling ?

Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan
tokoh masyarakat setempat ?

Apa saja yang saudara harapkan dari kader
IMP dalam KIE dan Konseling namun
belum dapat terpenuhi ?

Bagaimana Kader IMP melakukan
Pendataan Keluarga ?

Bagaimana kader IMP melakukan
pelayanan KB ulang Pil dan Kondom ?

Bagaimana Kader IMP melakukan rujukan
pelayanan KB ?

10

Bagaimana kader IMP melakukan
penyuluhan tentang ibu menyusui, ibu
hamil, kesehatan reproduksi remaja, PUP,
Penanggulangan HIV/AIDs,
Penanggulangan NAPZA, PMS ?

11

Bagaimana kader IMP melakukan
penyuluhan tentang Pengaturan Kelahiran
(Alkon Rasional, Jumlah Anak, Jarak
Kelahiran) ?

12

Apakah terdapat kelompok Kegiatan BKB,
BKR, dan BKL dan UPPKS ?

13

Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh
Kader IMP terhadap Kelompok Kegiatan
(BKB, BKR, dan BKL) ?

i4

Bagaimana berjalannya kelompok UPPKS
di wilayah saudara ?

15

Apakah kelompok UPPKS yang ada sudah
menjalin kemitraan ? jelaskan ?

16

Apa saja kendala yang dihadapi ?

17

Apakah ada upaya kemandirian ? (iuran,
jimpitan, dan penjualan produk setempat)

18

Apakah upaya kemandirian tersebut sangat
membantu dalam penyuluhan dan
pelayanan program KKB ?
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DissosP3AKB ?

Informan Kader IMP
Identitas

a Nama Muryati Sunarni
b Umur 66 Tahun 54 Tahun
c Alamat Gergunung RT 03 RW 09, Gergunung, Klaten Utara Balemuda RT 14 RW 04, Kemalang, Kemalang
d Pendidikan D Il SLTA
e Jabatan PPKBD Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara PPKBD Desa Kemalang, Kecamatan Kemalang
f Pelaksanaan Jumat, 5 Mei 2017 Senin, 8 Mei 2017

Pertanyaan Jawaban Jawaban
1 Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Masih kurang, 2 kali setahun Cukup baik, cuma hanya 2 kali setahun, frekuensinya masih kurang,

kita bisa bertemu dengan kader-kader dari kecamatan lain, bisa sharing

2 Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh
Koordinator Penyuluh KB dan Penyuluh KB ?

Sudah cukup baik, tiap bulan melalui forum pertemuan ppkbd biasanya
anjangsana bersama bidan desa (perwakilan bidan desa), untuk akhir-
akhir ini setelah ada balai penyuluhan KB dilaksanakan di balai
penyuluhan KB. Kalau ada informasi penting dan mendesak Penyuluh
KB melakukan kunjungan rumah kepada PPKBD untuk
menyampaikannya, termasuk penyampaian fasilitasi

Bagus, tiap bulan ada pembinaan PPKBD di kecamatan kemalang,
karena bu Sur konsekuen, saya biasanya leda-lede (tidak serius) tapi
kalau pekerjaan dari bu Sur saya tepati.Penyuluh KB juga mendatangi
posyandu-posyandu memberikan pengarahan dan mencari akseptor
Kemudian juga mendatangi pada pertemuan PKK setiap tanggal 25 dan
pertemuan kader posyandu setiap tanggal 15 Setiap bulan, juga
melakukan pembinaan BKB dan BKL yang dipadukan dengan kegiatan
posyandu.

3 Bagaimana fasilitasi dan dukungan yang
diberikan oleh DissosP3AKB, Koordinator
Penyuluh KB, Penyuluh KB, dan Pemerintah

Masih kurang terutama untuk buku-buku pedoman, leaflet, APE,
namun dalam hal pembinaan cukup. Yang dari desa belum ada fasilitasi
untuk pengiriman akseptor, sedangkan honorarium untuk PPKBD

Ada dana dari kabupaten tapi masih kurang. Pernah ada bantuan
1.000.000. , tidak mengembalikan, pinjaman 5.000.000,- dengan
mengangsur dan sekarang sudah lunas. Dari Penyuvluh KB dapat

pelatihan dalam bidang Program KKB ?

Desa ? malah menurun dibandingkan saat ada dari kabupaten dulu vaitu Rp. | bantuan, materi juga dapat. Dari pemerintah desa dapat, ada honor tiap
500.000,- per tahun tahun 600.000, sudah dua tahun ini posyandu mendapat bantuan
2.000.000 dipotong pajak. Namun tidak ada dana pembinaan untuk
kelompok kegiatan dari pemerintah desa Jadi memang masih minim,
4 Apakah pemah memperoleh pembinaan dan Saya sudah pernah, untuk frekuensinya serta kuotanya kurang Pernah pembinaan di gedung baka, di solo, pelatihan di semarang §

hari tahun 2016 satu kali pernah juga ikut temu kader di semarang

5 Menurut anda bagaimana pembinaan dan
pelatihan dalam bidang Program KKB ?

Pembinaan dan pelatihan baik namun biasanya waktunya kurang. Di
samping penyampaian materi seharusnya ada praktek sehingga waktu
agar diperpanjang misalnya 2 hari atau 3 hari

Pembinaan bagus sekali, saya bisa memahami, Pelatihan juga sebagian
besar saya memahami, Untuk waktunya pelatihan di kabupaten masih
kurang

6 Bagaimana tanggapan saudara terhadap Program
KKB?

Program KB bagus sekali, karena memang sejak dari dulu saya menjadi
kader KB. Perbedaan dengan yang dulu. Dulu saya harus kunjungan
rumah. Sekarang cukup dalam pertemuan kader posyandu, sekarang
lebih mudah karena ada kader RW

Saya sangat mendukung dan bangga sekali menjadi kader KB
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ApakahsSaudara tahu tentang IMP dan 6 pokok
_peran IMP ?

Sudah tahu tapi lupa, 6 pokok peran bantu

Sudah pernah, namun apa saja saya lupa

Apa saja kendala yang saudara alami selama
menjalankan tugas sebagai kader IMP ?

Kalau dulu tahun 80-an banyak sckali kendala. Masyarakat sekarang
sudah sadar untuk ber KB. Masih ada keengganan masyarakat untuk
mengikuti kelompok kegiatan dengan alasan’ jer metu kumpal-kumpul
wae bu’

Kendala, kalau dulu banyak, anaknya banyak disuruh KB malah
memarahi, tapi sekarang sudah sadar Untuk masalah tugas saya yang
banyak seperti di PAUD, PKK Kecamatan/Desa, PPKBD. Selama ini
saya dapat membagi waktu. Dulu memang tidak enak bila ada yang
sudah suntik kita ajak untuk implan tapi sekarang tidak menjadi
masalah. Bila ada yang mau steril (MOW) bagi yang tidak mampu,
belum ada kepedulian dari pemerintah desa

Bagaimana cara saudara mengatasi kendala
tersebut ?

Ya harus pelan-pelan untuk menyadarkan masyarakat untuk mau
berkumpul dan merasakan manfaat dari kegiatan. Kemudian saya jugaa
selalu menyampaikan melalui PKK Kelurahan maupun PKK RW

Saya berusaha untuk minta dukungan dari pemerintah desa untuk
memberikan bantuan transportasi bagi calon peserta KB Steril

A.  PENGORGANISASIAN

1. Norma-norma

10

Bagaimana proses pembentukan IMP ?

Ditunjuk dari kelurahan

Pertama kali ditunjuk

11

Bagaimana fasilitasi dari pemerintah desa dalam
pembentukan IMP dan pembuatan Surat
Keputusan / Surat Tugas ?

Dulu saya ditunjuk menjadi PPKBD, sudah mendapat SK dari
kelurahan, ada honor dari kelurahan 500.000 setahun

Sudah ada SK dari Desa. Setiap tahun ada honor 600.000 tapi untuk
operasional tidak ada

2.  Kemampuan

Apakah saudara sudah melakukan pembentukan
pengurus dan pembagian tugas ?

PPKBD hanya 1 orang (tunggal) tidak ada susunan pengurus sehingga
tidak ada pembagian tugas

Perseorangan jadi tidak ada pembagian tugas

Apakah kelompok kegiatan dapat aktif berjalan ?

Ya, berjalan rutin

Berjalan aktif dan rutin

3.  Kepentingan

Apakah pengorganisasian penting untuk
dilakukan ? mengapa ?

Sangat penting agar kegiatan dapat berjalan

Penting, namun untuk saat ini sudah cukup, kami dapat mengkoordinir
kader-kader di tingkat RW maupun RT

- Kendala

Apa saja kendala yang dihadapi ?

Tidak Ada Kendala, karena tidak ada pengaruhnya apabila di bentuk
pengurus, karena sudah ada pertemuan PKK

Saya kira sudah cukup, tidak ada kendala meskipun sendiri dan belum
terbentuk pengurus namun kader PKB RW dan PKB RT sangat
membantu, saya tinggal memantau. Di samping itu apabila terlalu
banyak kepengurusan, saya takut kalau ada permintaan berupa
seragam, piknik, dan sebagainya.

Bagaimana cara saudara mengatasi kendala
tersebut ?

Saya menyampaikan informasi dan penyuluhan melalui pertemuan
PKK

Misalkan ada kendala ya saya minta bantuan dari puskesmas maupun
penyuluh KB
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B. PERTEMUAN

1. Norma-norma

Bagaimena proses persiapan pelaksanaan
pertemuan kader IMP ?

Kita sampaikan undangan

Undangan serta persiapan konsumsi, semula anjangsana di rumah kader
tiap posyandu, tapi karena dirasa terlalu membebani dan setelah adanya
alokasi dana apbdes terhadap posyandu 2 juta per tahun maka sekarang
pertemuan dilaksanakan bertempat di kantor desa.

18

Bagimana proses pelaksanaan pertemuan ?
Apakah saudara melakukan konsultasi dengan
pemerintah desa, penyuluh KB, dan petugas lain
dalam rangka pelaksanaan pertzmuan ?

Saya sering berkonsultasi kepada Penyuluh KB dan Bidan Desa. Untuk
konsultasi kepada penyuluh KB saya lakukan dengan berkunjung di
Balai Penyuluhan KB

Kalau diperlukan saya selalu berkonsultasi baik dengan pemerintah
desa, penyuluh KB, maupun bidan desa, apalagi bu Sur kan sering
menghadiri pertemuan kader jadi konsultasi dapat dilakukan saat
pertemuan

2, Kemampuan

Apakah saudara menyelenggarakan pertemuan
rutin ?

Ya, Satu kali dibarengkan dengan pertemuan kader posyandu

Ya, Dua kali sebulan yaitu tanggal 15 dan 25 dibarengkan dengan
pertemuan kader posyandu dan PKK, kalau ada hal yang mendesak kita
tambahkan waktunya

20

Apakah saudara memanfaatkar. pertemuan rutin
sebagai sarana untuk menyamgaikan informasi,
pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah, serta
perencanaan kegiatan ?

Pembukaan, pembacaan notulen, pembinaan dari bu bidan dan
penyuluh KB, Pembinaan dari PPKBD, lain-lain, Penutupan.
Dibacakan informasi dan rencana kerja, termasuk pelayanan KB, safari,
IVA, Folio, Vitamin A, dan sebagainya

Pembukaan, pembacaan notulen, pengarahan dari ketua posyandu,
pembinaan penyuluh KB dan puskesmas, Pembinaan dari PPKBD,
lain-lain, Penutupan.

Rencana kegiatan biasanya hanya rencana pertemuan yang akan datang

3. Kepentingan

21

Apakah pertemuan penting untuk dilakukan ?
Mengapa ?

Sangat penting disamping sebagai sarana silaturahmi juga untuk
menyampaikan informasi program KB dan program lainnya serta
untuk menyampaikan rencana kegiatan

Penting karena segala informasi dapat cepat untuk disampaikan

- Kendala

22

Apa saja kendala yang dihadapi ?

Berjalan lancar

Selama ini berjalan lancar, Namun kadang waktunya bersamaan
dengan kegiatan lain

23

Bagaimana cara anda mengatasi kendala tersebut
9

(Tidak Ada)

Kita mengatur waktunya

C. KIE DAN KONSELING

1. Norma-norma

24

Bagaimana jika ada warga masyara<at yang tidak
setuju dengan ajakan saudara ?

Ya, tidak apa-apa, kita sifatnya kan hanya mengajak, kalau mau ya
syukur, kalau belum mau ya sudah

Ya sudah biasa menghadapi seperti itu, kita tak dapat memaksa. nanti
kalau mereka membutuhkan juga akan menghubungi kita

25

Bagaimana apabila ada keluhan dari klien yang
sifatnya rahasia ?

Kita jaga kerahasiaan, kita hanya menyampaikan keluhan kepada
petugas yang menangani misalnya penyuluh KB atau bidan desa

Secara umum kita jaga rahasia, tapi kita juga harus berkonsultasi pada
petugas yang tahu

26

Apa yang saudara lakukan apabila tidak dapat
menjawab/mengatasi permasalahan klien ?

Saya tanyakan kepada yang lebih tahu. Kepada penyuluh KB dan bidan
desa

Ya kita tanyakan kepada petugas
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2. Kemampuan
27 Bagaimana saudara melakukan KIE dan Kita menentukan sasaran KIE yaitu PUS yang habis melahirkan. Saya menyiapkan materi misalnya tentang HIV/AIDs, Narkoba.
Konseling perorangan ? KIE dan Konseling dilakukan melalui posyandu, kunjungan rumah | Saya lakukan dengan berhati-hati tidak terlalu formal, misalnya saat
biasanya hanya yang akan KB Steril. ada orang kumpul-kumpul, saya kira ini lebih efektif, hemat, dan tidak
tersinggung
28 Bagaimana saudara melakukan KIE kelompok Melalui pertemuan kader posyandu kelurahan dan Posyandu Nusa | Ya, saya melakukan pada saat pertemuan kader posyandu.
dan massa ? Indah VII. Untuk Posyandu yang lain dilakukan oleh kader posyandu | KIE massa belum pernah saya lakukan
yang lain. KIE massa saya lakukan saat acara tirakatan 17 Agustus dan
Halal bi hala}
29 Bagaimana saudara melakukan konsultasi dan Konsultasi | bulan sekali. Rujukan hanya kalau ada permasalahan dan | 3 sampai 4 kali setiap bulan, Rujukan bila ada yang ingin KB MOW
rujukan terhadap permasalahan KIE dan kalau ada yang akan ikut KB MOW, Implan, dan [UD
Konseling ?
30 Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh Kerjasama dilakukan dengan ketua PKK RW, dan tokoh masyarakat | Kerjasama dengan tokoh masyarakat saya lakukan dengan pak kades,
masyarakat setempat ? dan tokoh agama pak RW, pak RT tapi seringnya ke pak RT, sekalian setor uang beras
bantuan/raskin ke sini
3. Kepentingan
31 Apakah KIE dan Konseling penting untuk Penting, karena masyarakat sangat membutuhkan Penting, karena kita sebagai kader memiliki tugas untuk mengajak
dilakukan ? Mengapa ? warga masyarakat untuk ber KB supaya kesejahteraan keluarga dapat
meningkat, disamping itu juga untuk mensukseskan program KB
- Kendala
32 Apa saja kendala yang dihadapi ? Sarana prasarana KIE belum punya apalagi kader yang lain. Tidak ada. Warga cukup menerima dan antusias,materi cukup, waktu
Untuk buku, brosur, leaflet, petunjuk KIE konseling belum pernah | cukup.
mendapat, saya hanya dapat papan tentang alat kontrasepsi tapi warga | Sarana KIE sudah dikasih, saya kira cukup.
juga tidak dapat
33 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala Saya konsultasi pada Penyuluh KB dan saya sampaikan kepada kader | (Tidak ada)
tersebut ? yang lain
D. PENCATATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SASARAN
1. Norma-norma
32 Apakah R/R sudah menggunakan formulir yang Belum. Hanya laporan akseptor baru Belum. Tapi saya melaporkan akseptor baru kepada bu Sur
baku dan dibuat rutin setiap bulan ?
| 337 | Apakah pendataan keluarga dilakukan mefalui Ya Ya
kunjungan rumah ?
34 Apakah ada pelatihan pendataan keluarga di Ada Ada
tingkat kecamatan dan desa ?
35 Apakah hasil pendataan keluarga dilaporkan Ya, setelah semua RT dan RW mengumpulkan, saya rekapitulasi Ya, dari kader posyandu dan pak kadus, saya koreksi kemudian saya
kepada pemerintah desa dan penyuluh KB secara | kemudian saya laporkan kepada penyuluh KB dan kelurahan rekap dan saya laporkan kepada penyuluh KB dan pak kades
berjenjang ?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

158




43356.pdf

2.  Kemampuan
36 Apakah saudara melakukan R/R secara rutin Tidak, kalau pertemuan ada catatannya. Laporan kepada Penyutuh KB | Untuk catatan pertemuan ada, namun untuk kegiatan penyuluhan tidak
terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan hanya akseptor baru, nama dan alamat, dan AB yang habis melahirkan | ada,
mengikuti pola R/R yang baku ? di RSI dan RSIA Saya buat tapi belum sesaui dengan laporan yang baku
37 Bagaimana proses pelaksanaan pendataan Saya ikut pelatihan di tingkat kecamatan dilanjutkan pelatihan di | Didahului pelatihan di tingkat kecamatan, untuk tingkat desa pelatihan
keluarga ? tingkat kelurahan dengan peserta kader pendata tingkat RW dan RT. kepada kader posyandu bersama-sama pak kadus kemudian saya
Untuk peta keluarga pendataan tahun 2015 sudah buat tapi belum | membetulkan dan merekapitulasi, tapi untuk tahun 2016 saya hanya
diikuti perkembangannnya. minta perkembangannya saja serta minta data dari desa.
Hasil pendataan keluarga ddisosialisasikan di tingkat kelurahan
Untuk peta keluarga tiap RT sudah dibuat sebagian sudah lengkap,
yang membuat peta adalah pak kadus, yang menempeli kader.
Hasil pendataan saya serahkan ke desa sambil minta tanda tangan
kepada kades
39 Apakah saudara sudah memanfaatkan hasil Belum, karena semua saya kumpulkan kepada penyuluh KB Belum
pendataan keluarga untuk kepentingan program
KKB ?
3. Kepentingan
40 Apakah pencatatan pendataan dan pemetaan Penting, karena dapat mempermudah para kader untuk melakukan Penting, untuk mengetahui pencapaian program KB
sasaran penting untuk dilakukan ? mengapa ? kegiatan terutama kunjungan rumah bagi PUS yang belum KB
- Kendala
41 Apa saja kendala yang dihadapi ? Sulit ketemu warga yang di perkotaan, Membutuhkan waktu yang cukup lama
Untuk Data Hasil pendataan saya kumpulkan semua kepada Penyuluh
KB, saya tidak memfotocopy, dan tidak diikuti perkembangannya
untuk tahun sekarang
42 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala Saya sudah kasih buku ke tiap-tiap kader RW namun juga belum tahu | Saya menyisihkan waktu untuk laporan
tersebut ? kabamya
E. PELAYANAN KEGIATAN
1.  Norma-norma
43 Bagaimana saudara melakukan pelayanan Untuk KB Pil dan Kondom tidak, karena tidak ada yang minat. Kalau | Pil dan Kondom langsung saya serahkan kepada akseptor, karena ulang
terhadap calon peserta KB Pil dan Kondom serta | ada yang butuh pil dan kondom saya suruh beli. tidak perlu advise dari bidan
pelayanan KB dengan rujukan ? Rujukan untuk KB Implan dan IUD di Klinik Sang Timur, untuk KB | Rujukan untuk KB yang MKJP ya di Puskesmas, bu Ajeng, PKBI dan
MOW di Klinik Griya Raharja Griya Raharja
Prosesnya, warga daftar kepada kader atau bu bidan kemudian saya | Saya laporan ke Penyuluh KB dulu, kalau di puskemas ada persyaratan
tindak lanjuti laporan kepada penyuluh KB, diberikan surat dari dinas | fotokopi KK, KTP, dan BPJS.
keniudian saya antar Untuk KB safari, saya daftar dulu yang mau ikut KB kemudian saya
Untuk pelayanan KB serentak saya daftar dulu serta mengisi formulir | siapkan Kartu KB nya beserta lembar persetujuan yang harus
yang diberikan penyuluh KB ditandatangani suami supaya nanti pas pelaksanaan dapat berjalan
lancar. Kemudian saya antar ke tempat pelayanan.
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44 Bagaimana saudara melakukan pelayanan Saya menyampaikan lewat pertemuan PKK dan kader posyandu | BKB sekalian posyandu tiap tanggal 9, BKR tiap minggu sekali, BKL
terhadap kelompok kegiatan ? kelurahan pada saat posyandu.
Tiap tanggal 15 di rumah saya ada pertemuan kelompok UPPKS UPPKS setiap tanggal 11. Berjalan lancar dari peserta 15 yang hadir
ada 10-12 orang
2. Kemampuan
45 Apakah saudara melakukan pembinaan, Ya semuanya sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan PKK dan | Ya semuanya, juga konseling melalui Posyandu dan kelompok BKR
pendampingan, dan rujukan baik secara kader posyandu di kelurahan Kharisma
perorangan maupun kelompok dalam hal : PUP,
Penanggulangan HIV/AIDs PMS dan
Penyalahgunaan NAPZA, Pengaturan Kelahiran,
Pembinaan Ketahanan Kefuarga, serta
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ?
3. Kepentingan
47 Apakah pelayanan kegiatan penting untuk Penting, karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan Penting, karena masyarakat membutuhkan
dilakukan ? Mengapa ? pelayanan
- Kendala
48 Apa saja kendala yang dihadapi ? Saya merasa kesulitan dalam pembinaan karena keterbatasan materi Belum ada bantuan dari pemerintah desa kalau merujuk akseptor MOW
Kurangnya kader untuk kelompok kegiatan terutama BKB
Bantuan modal UPPKS yang belum ada
49 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala Mengundang bu bidan dan Penyuluh KB Selama ini dapat berjalan namun belum bagus
tersebut ? Berusaha cari peluang untuk tambah modal
F.  KEMANDIRIAN
1.  Norma-norma
50 Apakah upaya kemandirian yang dilakukan oleh Tidak, semua sudah dimusyawarahkan dalam pertemuan Tidak, kan sudah disepakati dalam pertemuan
kader IMP dilakukan melalui iuran, jimpitan, dan
penjualan produk setempat yang tidak
memberatkan anggotanya serta warga masyarakat
2
2.  Kemampuan
51 Apakah saudara melakukan upaya kemandirian Ya sudah dengan penjualan produk setempat selain itu juga membuat | Sudah ada semua
?(iuran, jimpitan, dan penjualan produk pot untuk tanaman
setempat)
52 Apakah upaya kemandirian tersebut sangat Secara langsung belum, namun kelompok uppks sudah ada { Sangat membantu program KB
membantu dalam penyuluhan dan pelayanan perkembangan dan menambah semangat para kader
program KKB ?
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53 Bagaimana upaya memanfaatkan peluang Pernah, dalam hal pengelolaan limbah koran. Dulu pernah kerjasama | Belum ada, anggota kami produksinya hanya industri rumah tangga,
ekonomi produktif melalui program dengan PNPM namun terhenti Tapi kadang dalam acara | kripik tempe, ceriping ketela, dan sebagainya
pemberdayaan ekonomi ? pameran/bazar Lingkungan Hidup meminta untuk dapat mengeluarkan
produk dari UPPKS sini. Ini ada rencana kerjasama dengan penilik non
formal (UPTD Pendidikan) dalam hal penjualan produknya.
3. Kepentingan
54 Apakah kemandirian penting untuk dilakukan ? Ya Penting, karena dapat meningkatkan pendapatan keluarga Penting, karena dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di
Mengapa ? samping itu juga dapat menambah semangat anggota.
- Kendala
55 Apa saja kendala yang dihadapi ? Permodalan Permodalan
56 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala Membuat produk dari limbah koran karena beayanya kecil Untuk UPPKS semula sudah disiapkan tempatnya tapi tidak jadi turun

tersebut ?

Ada simpan pinjam
Membuat produk makanan

bantuannya karena terkait aturan
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Koordinator Penyuluh KB dan Penyuluh KB ?

desa, dilakukan anjangsana

Informan Kader IMP
Identitas
a Nama Warsini Itawati
b Umur 45 Tahun 42 Tahun
c Alamat Gergunung RT 02 RW 09, Gergunung, Klaten Utara Balemuda RT 14 RW 04, Kemalang, Kemalang
d Pendidikan SD SLTA
e Jabatan Sub PPKBD RW 09 Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara Sub PPKBD RW 04 Desa Kemalang, Kecamatan Kemalang
f Pelaksanaan Jumat, 5 Mei 2017 Selasa, 9 Mei 2017
Pertanyaan Jawaban Jawaban

1 Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Belum pernah Saya pernah dibina di gedung Baka tapi lupa pembinaan apa, di

DissosP3AKB ? Semarang pernah juga dalam rangka temu kader
2 Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Dilakukan oleh Penyuluh KB pada pertemuan kader posyandu tingkat | Penyuluh KB mendatangi posyandu, pendampingan, menyampaikan

informasi dan penyuluhan

3 Bagaimana fasilitasi dan dukungan yang
diberikan oleh DissosP3AKB, Koordinator
Penyuluh KB, Penyuluh KB, dan Pemerintah
Desa ?

Tidak ada

Ada.. APE/BKB Kit, Pil, kondom. Dari pemerintah desa berupa bantuan
posyandu. Pernah mengajukan proposal bantuan untuk modal UPPKS
tapi tidak turun karena harus berbadan hukum

4 Apakah pernah memperoleh pembinaan dan
pelatihan dalam bidang Program KKB ?

Belum pernah pelatihan, hanya pembinaan di posyandu dan pertemuan
PKK

Pernah pembinaan di gedung baka dan temu kader di semarang

5 Menurut anda bagaimana pembinaan dan Cukup bagus Cukup Bagus
pelatihan dalam bidang Program KKB ?

6 Bagaimana tanggapan saudara terhadap Program | Setuju dan bagus, saya juga ikut KB IUD sudah 8 tahun Bagus sekali, karena dengan KB bisa meningkatkan perekonomian
KKB ? keluarga

7 ApakahsSaudara tahu tentang IMP dan 6 pokok

Saya belum tahu IMP

Kader IMP baru dengar sekarang. Sebelumnya saya belum pernah

menjalankan tugas sebagai kader IMP ?

alkon implan dan ITUD

eran IMP ? dengar,
8 Apa saja kendala yang saudara alami selama Suami tidak mengijinkan untuk KB terutama MOW, Rumor tentang | Ada yang beralasan agama tidak memperbolehkan sehingga dia KB

sendiri, Ada suami yang tidak mengijinkan padahal anaknya sudah
banyak, Ada juga yang masih merasa takut, Sulit mengumpulkan
peserta kelompok kegiatan dengan berbagai alasan, Jumlah kadernya
juga masih kurang karena kader-kader biasanya merangkap tugas
sebagai kader Posyandu, PKK, BKB, BKR, dan BKL.

9 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala
tersebut ?

Saya jelaskan bahwa untuk MOW sekarang ada yang tidak dipotong
saluran tubanya, Dan apabila tidak mampu saya minta tolong kepada
PPKBD atau Penyuluh KB dan bidan desa utk menjelaskan

kita lakukakan pendekatan, kita mengitrimkan undangan, kita lebih
efektifkan waktu agar tidak terlalu lama, kita kasih PMT,
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A. PENGORGANISASIAN
4. Norma-norma
10 Bagaimana proses pembentukai IMP ? Hanya ditunjuk Saya ditunjuk jadi kader
11 Bagaimana fasilitasi dari pemerintah desa dalam | Belum ada Belum ada
pembentukar; IMP dan pembuatan Surat
Keputusan / Surat Tugas ?
§. Kemampuan
12 Apakah saudara sudah melakukan pembentukan Belum ada susunan kepengurusan dan pembagian tugas Sudah ada kepengurusan namun tidak aktif, dan tidak ada pembagian
pengurus dar. permbagian tugas ? tugas.Pembentukan pengurus lewat PKK RW susunan pengurus Ketua,
Sekretaris, Bendahara.
13 Apakah kelompok kegiatan dapat akt:f berjalan ? | Ya Ya
6. Kepentingan
14 Apakah pengorganisasian penting untuk Penting Ya, untuk pengorganisasian kader-kader di tingkat RW sementara
dilakukan ? mengapa ? bergabung dengan PKK RW
- Kendala
15 Apa saja kendala yang dihadapi ? Tidak ada. Kurangnya kepedulian dari pemerintah desa
16 Bagaimana cara saudara mengetasi kendala Rencana akan digabung dengan PKK RW Akan melakukan pendekatan kepada pemerintah desa, konsultasi
tersebut ? kepada PPKBD, TP PKK, Penyuluh KB, dan Puskesmas
B. PERTEMUAN
4,  Norma-norma
17 Bagaimana proses persiapan pelaksaraan Undangan, dengan anjangsana (Tidak ada)
pertemuan kader IMP ?
18 Bagimana proses pelaksanaan pertemuan ? Ya, sama bu Mur (Tidak Ada)
Apakah saudara melakukan konsulzasi dengan
pemerintah desa, penyuluh KB. dan petugas lain
dalam rangka pelaksanaan pertemuan ?
S. Kemampuan
19 Apakah saudara menyelenggarakar: pertemuan Satu kali sebulan dengan anjangsana Tidak ada pertemuan
rutin ?
20 Apakah saudara memanfaatkan pertemuan rutin Pembukaan, nutulen pertemuan kemarin, isian-isian, arisan, laporan, | (Tidak ada)
sebagai sarana untuk menyampaiken informasi, penutupan.
pembinaan, evaluasi, pemecahan m.asalah, serta Kadang-kadang ada informasi dan rencana kerja
perencanaan kegiatan ?
6.  Kepentingan
21 Apakah pertzmuan penting unt.k dilakukan ? Penting karena untuk penyampaian informasi dan rencana kerja serta Ya, penting...tapi disini setiap RT sudah ada pertemuan.
Mengapa ? untuk menambah keakraban warga
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- Kendala
22 Apa saja kendala yang dihadapi ? Tidak ada kendala. Cuma untuk isian kadang ada kekosongan Setiap RT sudah ada pertemuan, nanti kalau pertemuan terus-menerus
akan memberatkan warga
23 Bagaimana cara anda mengatasi kendala tersebut | Kita berusaha untuk mencari materi lewat internet atau buku-buku | Untuk saat sekarang masih belum bisa, [bu RW sudah sepuh, usia
? yang bermanfaat sekitar 80 tahun sehingga ada kesulitan
C. _KIE DAN KONSELING
4.  Norma-norma
24 Bagaimana jika ada warga masyarakat yang tidak | Tidak apa-apa Sudah biasa, mungkin lain kali mereka akan ikut KB
setuju dengan ajakan saudara ?
25 Bagaimana apabila ada keluhan dari klien yang Sedapat munkin rahasia saya jaga Ya kita harus menjaga rahasia klien
sifatnya rahasia ?
26 Apa yang saudara lakukan apabila tidak dapat Saya tanyakan kepada bu Mur Saya tanya kepada bu Nami
menjawab/mengatasi permasalahan klien ?
S. Kemampuan
27 Bagaimana saudara melakukan KIE dan Saya lakukan pendekatan secara perorangan, misalnya setelah | Srcara pontanitas,
Konseling perorangan ? melahirkan kita ajak untuk ber KB Wawancara saling berhadapan lewat posyandu, saat belanja bersama
28 Bagaimana saudara melakukan KIE kelompok Menyampaikan KIE melalui kelompok PKK RW, kalau KIE massa | Sudah pernah menyampaikan dalam pertemuan posyandu, KIE massa
dan massa ? belum pernah belum pernah
29 Bagaimana saudara melakukan konsultasi dan Belum pernah Lewat posyandu, pertemuan PKK dan kader posyandu, | kali setiap
rujukan terhadap permasalahan KIE dan bulan
Konseling ?
30 Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh | Ketua RW/ Ketua RT dan panitia pengajian bagus
masyarakat setempat ?
6. Kepentingan
31 Apakah KIE dan Konseling penting untuk Ya Penting, karena dapat meningkatkan pengetahuan warga Penting, untuk mensukseskan program KB, serta peserta KB dapat
dilakukan ? Mengapa ? masyarakat meningkat
- Kendala
32 Apa saja kendala yang dihadapi ? Sarana untuk penyuluhan belum punya Pembinaan dalam penyuluhan kurang
33 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala Biasanya disampaikan bu Mur Minta pembinaan
tersebut ?
D. PENCATATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SASARAN
4.  Norma-norma
32 Apakah R/R sudah menggunakan formulir yang Tidak buat Tidak laporan
baku dan dibuat rutin setiap bulan ?
33 Apakah pendataan keluarga dilakukan melalui Ya Tidak tahu
kunjungan rumah ?
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34 Apakah ada pelatihan pendataan keluarga di Ada Tidak tahu
tingkat kecamatan dan desa ?
35 Apakah hasil pendataan keluarga dilaporkan Ya, saya laporkan ke bu Mur Tidak tahu
kepada pemerintah desa dan penyuiuh KB secara
berjenjang ?
5.  Kemampuan
36 Apakah saudara melakukan R/R secara rutin tidak Tidak
terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan
mengikuti pola R/R yang baku ?
37 Bagaimana proses pelaksanaan pendataan Dengan kunjungan keliling door to door. Tidak pernah ikut.
keluarga ? Peta sudah buat tapi dikumpulkan Yang mendata suami saya
Untuk hasil pendataan sudah saya laporkan bu Mur, namun belum ada | Peta belum pemah, yang bikin dari desa. Demikian juga sosialisasi juga
sosialisasi. Sebelum pendataan, warga diberitahu tentang akan | belum
dilakukannya pendataan keluarga serta manfaatnya. Tapi belum saya
sampaikan hasilnya karena masih dikumpulkan
39 Apakah saudara sudah memanfaatkan hasil Belum Belum
pendataan keluarga untuk kepentingan program
KKB ?
6.  Kepentingan
40 Apakah pencatatan pendataan dan pemetaan Penting, karena kita dapat tahu sasaran PUS yang perlu kita kunjungi Penting, karena kalau memiliki data tersebut kita dapat tahu mana PUS
sasaran penting untuk dilakukan ? mengapa ? yang sudah ber KB mana yang belum, serta dapat diikiti
perkembangannya, jadi akan memudahkan kita
- Kendala
4] Apa saja kendala yang dihadapi ? Yang susah di perumahan, dikira minta bantuan, dan perlu bolak-balik | Saya tidak punya datanya karena belum dikasih blangko dan belum ada
untuk ketemu pembinaan dari Penyuluh KB dan PPKBD
42 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala Memang harus bolak-balik, dan kadang meminta bantuan dari { Sementara menggunakan SIP darl puskesmas
tersebut ? Penyuluh KB
E. PELAYANAN KEGIATAN
4.  Norma-norma
43 Bagaimana saudara melakukan pelayanan Tidak, saya hanya mendaftar, ada yang berangkat sendiri, yang | Tidak, karena sudah diurusi di posyandu di rumah bu Nami.
terhadap calon peserta KB Pil dan Kondom serta | mengantar biasanya PPKBD Biasanya akseptor yang meminta, “bu pil ku entek, bu pile wonten
pelayanan KB dengan rujukan ? Daftar dulu saya laporkan ke bu Mur beserta persyaratannya KK, KTP, | mboten ?”.
BPJS, lalu warga diberitahu waktu pelaksanaannya yang mengantar bu Narni. Bu narni mengantar calon akseptor ke
puskesmas dan tempat pelayanan lainnya
44 Bagaimana saudara melakukan pelayanan BKL Tiap tanggal 18 di rumah bu Mur BKB tanggal 9, BKR setiap minggu, BKL setiap posyandu,
terhadap kelompok kegiatan ? UPPKS setiap tanggal 11
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§.  Kemampuan

45

Apakah saudara melakukan pembinaan,
pendampingan, dan rujukan baik secara
perorangan maupun kelompok dalam hal : PUP,
Penanggulangan HIV/AIDs PMS dan
Penyalahgunaan NAPZA, Pengaturan Kelahiran,
Pembinaan Ketahanan Keluarga, serta
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ?

Ya melakukan, melatui kumpulan dan kunjuagan rumah

Pemnah tentang ibu menyusui
pas pertemuan posyandu

6. Kepentingan

47

Apakah pelayanan kegiatan penting untuk
dilakukan ? Mengapa ?

Penting,agar kegiatan kelompok dapat berjalan

Penting, untuk membantu masyarakat

- Kendala

48

Apa saja kendala yang dihadapi ?

Dana bantuan untuk pengembangan

Alat peraga kurang, Modal kurang, Pelatihan ketrampilan belum ada
misalnya kami ingin sekali ada pelatihan ketrampilan kerajinan
hantaran lamaran, Kadernya juga kurang, UPPKS ada yang tidak lancar
dalam pengembalian

49

Bagaimana cara saudara mengatasi kendala
tersebut ?

Iuran dalam kumpulan

Sudah kita rembug , kita mencari peluang dapat pinjaman/bantuan

F. KEMANDIRIAN

4. Norma-norma

50

Apakah upaya kemandirian yang dilakukan oleh
kader IMP dilakukan melalui iuran, jimpitan, dan
penjualan produk setempat yang tidak

memberatkan anggotanya serta warga masyarakat
2

Tidak

Tidak, untuk iuran dan jimpitan sudah disepakati anggota

5. Kemampuan

51

Apakah saudara melakukan upaya kemandirian
?(iuran, jimpitan, dan penjualan produk
setempat)

Turan RW dan RT sudah ada, jimpitan juga ada, tidak ada penjualan
produk

Hanya penjualan produk setempat ada, enthik, emping, tempe,

52

Apakah upaya kemandirian tersebut sangat
membantu dalam penyuluhan dan pelayanan
program KKB ?

Belum membantu

Tidak tahu

53

Bagaimana upaya memanfaatkan peluang
ekonomi produktif melalui program
pemberdayaan ekonomi ?

Dulu kerjasama dengan PNPM untuk membuat kerajinan dari koran
bekas

Belum ada
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6. Kepentingan
54 Apakah kemandirian penting untuk dilakukan ? Penting Ya Penting, karena kita tidak tergantung dari bantuan
Mengapa ?
- Kendala
55 Apa saja kendala yang dihadapi ? Permodalan Permodalan
56 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala [uran dan jimpitan Sudah mengajukan
tersebut ?
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Informan Kader IMP
Identitas
a Nama Ratna Suratmi
b Umur 50 Tahun 39 Tahun
c Alamat Gergunung RT 03 RW 09, Gergunung, Klaten Utara Balemuda RT 14 RW 04, Kemalang, Kemalang
d Pendidikan SLTA SLTP
e Jabatan Kelompok KB RT 03 RW 09 Kelurahan Gergunung, Kecamatan Kelompok KB RT 14 RW 04 Desa Kemalang, Kecamatan Kemalang
Klaten Utara
f Pelaksanaan Jumat, 5 Mei 2017 Selasa, 9 Mei 2017
Pertanyaan Jawaban Jawaban
1 Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Tidak pernah Saya belum pernah
DissosP3AKB ?
2 Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh KB mendatangi pertemuan kader Penyuluh KB memberikan penyuluhan KB di posyandu
Koordinator Penyuluh KB dan Penyuluh KB ?
3 Bagaimana fasilitasi dan dukungan yang Tidak ada Tidak ada
diberikan oleh DissosP>AKB, Koordinator
Penyuluh KB, Penyuluh KB, dan Pemerintah
Desa ?
4 Apakah pernah memperoleh pembinaan dan Belum pernah Belum pernah karena saya masih baru
pelatihan dalam bidang Program KKB ?
5 Menurut anda bagaimana pembinaan dan Belum pernah Belum pernah
pelatihan dalam bidang Program KKB ?
6 Bagaimana tanggapan saudara terhadap Program | Setuju dan bagus, saya sudah 4 kali ikut KB implan Bagus
KKB ?
7 ApakahsSaudara tahu tentang IMP dan 6 pokok Saya belum tahu Kader IMP saya ndak tahu
eran IMP ?
8 Apa saja kendala yang saudara alami selama Suami tidak mengijinkan untuk KB Saya belum dilatih, saya masih baru menjadi kader, masih kesulitan
menjalankan tugas sebagai kader IMP ? dalam memberikan penyuluhan, buku panduan juga belum punya.
9 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala Minta bantuan kepada bu mur untuk menjeiaskan Biasanya saya minta tolong kepada bu Nami
tersebut ?

A. PENGORGANISASIAN

7. Norma-norma

10 Bagaimana proses pembentukan IMP ? Hanya ditunjuk Dulu diajak bu Nami
11 Bagaimana fasilitasi dari pemerintah desa dalam | Belum ada Belum ada
pembentukan IMP dan sembuatan Surat
Keputusan / Surat Tugas ?
8. Kemampuan
12 Apakah saudara sudah melakukan pembentukan Tidak ada Tidak ada
pengurus dan pembagian tugas ?
13 Apakah kelompok kegiatan dapat aktif berjalan? | Ya, berjalan rutin Ya
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9. Kepentingan
14 Apakah pengorganisasian penting untuk Ya, penting Penting
dilakukan ? mengapa ?
- Kendala
15 Apa saja kendala yang dihadapi ? Tidak Ada Belum ada kepengurusan
16 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala Digabung dengan kepengurusan PKK RT Saya akan konsultasi dengan Bu Ita dan Bu Nami
tersebut ?
B. PERTEMUAN
7. Norma-norma
17 Bagaimana proses persiapan pelaksanaan Undangan, anjangsana Semua anggota sudah tahu, jadi tidak perlu undangan
ertemuan kader IMP 7
18 Bagimana proses pelaksanaan pertemuan ? Konsuitasi sama bu Mur Yang konsultasi bu Narni
Apakah saudara melakukan konsultasi dengan
pemerintah desa, penyuluh KB, dan petugas lain
dalam rangka pelaksanaan pertemuan ?
8. Kemampuan
19 Apakah saudara menyelenggarakan pertemuan Ya, Satu kali sebulan Ya, Pertemuan sekali seminggu di tempat bu Narni anggota 20 orang
rutin ?
20 Apakah sauda-a memanfaatkan pertemuan rutin Pembukaan, pembacaan Notulen, Isian, lain-lain, penutupan. Pembukaan (doa), Pembacaan Notulen, Penyuluhan dari PPKBD,
sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, Kadang-kadang ada rencana kerja arisan, penutupan.
pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah, serta Tidak ada rencana kerja
perencanaan kegiatan ?
9. Kepentingan
21 Apakah perteriuan penting untuk dilakukan ? Ya, penting.. karena untuk penyampaian informasi, disamping itu kan Ya, penting
Mengapa ? ada arisan ibu-ibu
- Kendala
22 Apa saja kendala yang dihadapi ? Tidak ada kendala Para Ibu-ibu ada beberpa yang tidak hadir
23 Bagaimana cara anda mengatasi kendala tersebut | (Tidak Ada) diampiri
2
C. KIE DAN KONSELING
7. Ngrma-norma
24 Bagaimana jika ada warga masyarakat yang tidak | Tidak apa-apa..harus bersabar Tidak apa-apa
setuju dengan ajakan saudara ?
25 Bagaimana apabila ada keluhan dari klien yang Kita jaga Kita jaga
sifatnya rahasia ?
26 Apa yang saudara lakukan apabila tidak dapat Konsultasi bu Muryati Tanya bu Narni
menjawab/mengatasi permasalahan klien 7
8. Kemampuan
27 Bagaimana saudara melakukan KIE dan Lewat posyandu Belum pernah melakukan kunjungan rumah dan KIE perorangan
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Konseling perorangan ?
28 Bagaimana saudara melakukan KIE kelompok Melalui pertemuan PKK RT, kalau massa ndak pernah Belum pernah
dan massa ?
29 Bagaimana saudara melakukan konsultasi dan Belum pernah Belum pernah
rujukan terhadap permasalahan KIE dan
Konseling 7
30 Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan tokoh } Ketua RW/Ketua RT bagus
masyarakat setempat ?
9. Kepentingan
31 Apakah KIE dan Konseling penting untuk Penting, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Penting, masyarakat biar tahu program KB
dilakukan ? Mengapa ?
- Kendala
32 Apa saja kendala yang dihadapi ? Buku pedomannya belum ada Belum ada pembinaan
33 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala Tidak melakukan KIE Tanya bu nami
tersebut ?
D. PENCATATAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SASARAN
7. Norma-norma
32 Apakah R/R sudah menggunakan formulir yang Tidak Tidak
baku dan dibuat rutin setiap bulan ?
33 Apakah pendataan keluarga dilakukan melalui Ya Belum Pernah
kunjungan rumah ?
34 Apakah ada pelatihan pendataan keluarga di Ada Tidak tahu
tingkat kecamatan dan desa ?
35 Apakah hasil pendataan keluarga dilaporkan Ya Tidak tahu
kepada pemerintah desa dan penyuluh KB secara
berjenjang ?
8. Kemampuan
36 Apakah saudara melakukan R/R secara rutin tidak tidak
terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan
mengikuti pola R/R yang baku ?
37 Bagaimana proses pelaksanaan pendataan Dengan kunjungan rumah. Tidak tahu
keluarga ? Peta sudah buat tapi dikumpulkan. Belum ada sosialisasi.
39 Apakah saudara sudah memanfaatkan hasil Belum Belum
pendataan keluarga untuk kepentingan program
KKB ?
9. Kepentingan
40 Apakah pencatatan pendataan dan pemetaan Ya Penting, karena merupakan pegangan kita untuk melakukan Penting
sasaran penting untuk dilakukan ? mengapa ? kegiatan.
- Kendala
41 Apa saja kendala yang dihadapi ? Pada saat pendataan di perumahan Tidak tahu
42 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala Kita kunjungi sampai ketemu (Tidak ada)
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tersebut ?

E. PELAYANAN KEGIATAN

7. Norma-norma

43 Bagaimana saudara melakukan pelayanan
terhadap calon peserta KB Pil dan Kondom serta

elayanan KB dengan rujukan ?

Tidak. Warga daftar dulu, yang mengantar bu mur

Tidak. Bu narni yang mengantar

44 Bagaimana saudara melakukan pelayanan

terhadap kelompok kegiatan ?

Tiap tanggal 18 ada BKL
Tiap tanggal 15 di rumah bu mur

BKB bareng posyandu tanggal 9, BKR setiap minggu

8. Kemampuan

45 Apakah saudara melakukan pembinaan,
pendampingan, dan rujukan baik secara
perorangan maupun kelompok dalam hal ; PUP,
Penanggulangan HIV/AIDs PMS dan
Penyalahgunaan NAPZA, Pengaturan Kelahiran,
Pembinaan Ketahanan Keluarga, serta
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ?

Belum pernah, biasanya bu Mur lewat posyandu

Sudah pemah bersama-sama melalui posyandu tentang pengaturan
kelahiran

9. Kepentingan

47 Apakah pelayanan kegiatan penting untuk

dilakukan ? Mengapa ?

Ya, penting, karena kadang-kadang warga menanyakan informasi
pelayanan KB

Penting

- Kendala

48 Apa saja kendala yang dihadapi ?

Buku pedoman untuk penyuluhan kurang
Diadakan latihan ketrampilan

Ada pembinaan untuk kader

49 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala

tersebut ?

Baru mengusulkan pada bu Mur

Mengusulkan pada bu Narni

F. KEMANDIRIAN

7. Norma-norma

50 Apakah upaya kemandirian yang dilakukan oleh
kader IMP dilakukan melalui iuran, jimpitan, dan
penjualan produk setempat yang tidak

memberatkan anggotanya serta warga masyarakat
)

Tidak

Tidak

8. Kemampuan

51 Apakah saudara melakukan upaya kemandirian
?(iuran, jimpitan, dan penjualan produk

setempat)

Ya, Iuran dan Jimpitan

Tidak ada

52 Apakah upaya kemandirian tersebut sangat
membantu dalam penyuluhan dan pelayanan

program KKB ?

Belum

Tidak tahu

53 Bagaimana upaya memanfaatkan peluang

ekonomi produktif melalui program

Belum

Belum
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pemberdayaan ekonomi ?

9. Kepentingan

tersebut ?

Turan dan jimpitan

54 Apakah kemandirian penting untuk dilakukan ? Penting, misalnya di kelompok BKL kita dapat membeli sendiri Penting
Mengapa ? peralatan-peralatan untuk pemeriksaan kesehatan.
- Kendala
55 Apa saja kendala yang dihadapi ? permodalan permodalan
56 Bagaimana cara saudara mengatasi kendala

Mengajukan bantuan
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Informan | DissosP3AKB Kabupaten Klaten
Identitas

a Nama Nuryanti, SKM.
b Umur 50 Tahun
c Alamat Dk. Kasaran RT 01/RW 01 Pasungan, Ceper, Klaten
d Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat
¢ Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan DissosP3AKB Kabupaten Klaten
f Pelaksanaan Rabu, 10 Mei 2017

Pertanyaan Jawaban

Menurut  saudara  bagaimana  pengelolaan
Program KKB di kabupaten Klaten ?

Pengelolaan program KKB di kabupaten Klaten di bawah koordinasi dari DissosP3AKB kabupaten Klaten yang diberikan tugas tugas
membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian
penduduk dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga dilaksanakan oleh kepala bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memilki 2 seksi yaitu seksi
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan serta seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2 Bagaimana pelaksanaan tugas dari Kepala Seksi
Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan
Penggerakan ?

Tugas saya sesuai dengan tupoksi dapat dilihat pada Peraturan Bupati Klaten No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

3 Bagaimana Peran Kader IMP dalam Program
KKB di Kabupaten Klaten?

Peran kader IMP sangat bagus, mereka begitu responsif terhadap program. Pada saat pelaksanaan pelayanan KB serta pameran-pameran pada
even-even tertentu, dapat kita lihat bahwa kader IMP begitu antusias dan bersemangat dalam mensukseskan program KB. Disamping itu mereka
memiliki rasa ingin tahu yang besar dari program-progam yang kita sampaikan.

4 Menurut saudara bagaimana pelaksanaan peran
Kader IMP di tingkat desa?

Secara umum kami menilainya sedang-sedang saja, bahkan ada banyak yang masih kurang, mereka melaksanakan perannya hanya sekedar yang
ia tahu. Kami pun maklum karena kader IMP ada beberapa yang usianya sudah lanjut, semangat ada, namun kemampuannya sangat terbatas.

Begini.. karena kita ada keterbatasan SDM dan anggaran maka pembinaan dengan jalan mengumpulkan PPKBD se kabupaten Klaten kita
laksanakan sebanyak 2 kali dalam se tahun, yang dikemas dalam acara Jambore / Temu Kader PPKBD serta refreshing dalam rangka hari
keluarga nasional (Harganas) di tingkat kabupaten, Sedangkan bentuk pembinaan lainnya adalah dengan cara mengunjungi pertemuan PPKBD
yang diselenggarakan di tingkat eks. kawedanan, kemudian rapat koordinasi di tingkat kecamatan yang diikuti oleh kader PPKBD. Mendatangi
kecamatan rata-rata 2 kali setiap bulannya. Jadi pembinaan terhadap para kader IMP dari kabupaten memang baru menjangkau PPKBD.

Di samping itu setiap tahun kita adakan lomba kader IMP dari kader PPKBD, sub PPKBD, dan PKB RT, kemudian juga mengirimkan kader
IMP baik itu dalam acara jambore/temu kader di tingkat provinsi maupun eks karesidenan.

5 Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap
Kader IMP ?

6 Apa maksud dan tujuan pembinaan para Kader
IMP ?

Yang jelas untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para kader...dan yang lebih penting ini wujud kepedulian pemerintah terhadap
para kader IMP agar para kader IMP lebih peduli dan bersemangat lagi dalam program KKB. Sehingga dalam kegiatan pembinaan yang
dilaksanakan di kabupaten, kami sering mengundang narasumber yang benar-benar kompeten dalam bidangnya. Selain itu agar para kader IMP
lebih aktif dan intensif lagi memberikan KIE bahkan sampai ke tingkat dasa wisma sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperoleh
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informasi khususnya dalam pelayanan KB.

7 Siapa saja yang bertugas untuk melakukan
pembinaan terhadap Kader IMP ?

Untuk tingkat kabupaten ya pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama adalah memang tupoksi dari kami di seksi
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Sedangkan untuk tingkat kecamatan adalah para penyuluh KB,

pembinaan Kader IMP memahami sosialisasi dan
sudah melaksanakannya ?

8 Bagaimana proses sosialisasi bagi para pelaksana | Setiap awal bulan kan kita ada pembinaan terhadap para penyuluh KB, di situ mesti kami sampaikan bila ada informasi yang berhubungan
pembinaan ? dengan kader IMP, di samping itu juga kami sampaikan lewat WA (Whatsapp), baru saja informasi mengenai pendataan kader IMP online kami
sampaikan. Untuk mengundang kader IMP dalam acara di tingkat kabupaten kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten selanjutnya
mengirimkan surat yang ditujukan kepada camat untuk mengirimkan kader IMP.
9 Menurut saudara, apakah para pelaksana Ya...semua memahami dan sudah melaksanakannya.

10 Apakah sudah ada dan bagaimana upaya
advokasi dan kemitraan untuk kelancaran
Program KKB terutama dalam pembinaan Kader
IMP 7

Ya...kami selalu melakukan advokasi dan koordinasi. Advokasi kami lakukan baik dengan pemerintah kabupaten, dewan, maupun dengan
tokoh masyarakat. Koordinasi, komunikasi terus kami lakukan dengan dinas terkait serta jalinan kemitraan dengan mitra kerja serta sudah ada
MoU (berlaku 3 tahun ke depan). Di samping itu sudah terbentuk tim pokja KB kabupaten yang dikukuhkan dengan surat keputusan bupati
Klaten. Demikian juga dalam rangka penguatan program KB di tingkat provinsi dan Kabupaten di Jawa Tengah, Klaten merupakan salah satu
kabupaten yang dipilih sebagai ajang program My Choice yang diselenggarakan atas kerjasama antara BKKBN dengan John Hopkins
Bloomberg School of Public Health dan Bill & Melinda Gates Foundation. Kerjasama dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun ( Oktober
2014 s/d Oktober 2017 ). Program My Choice yang terdiri dari 5 konsorsium yaitu : Demand Creation/Demand Generation (John Hopkins),
Penguatan Faskes untuk KB (JH Piego), Penguatan Distribusi Alkon (JSI), Penguatan Peran Swasta (DKT), Desentralisasi Monev (PMK-
UGM)

11 Menurut saudara apakah jumlah sumberdaya
manusia sudah cukup memadai untuk pembinaan

Baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan jumlah SDM nya sangat kurang, karena harus membina kader IMP yang jumiahnya banyak.
Untuk saat ini seksi kami hanya berjumiah 4 personel. Sedangkan jumlah Penyuluh KB tersebar di 26 kecamatan berjumlah 63 penyuluh yang

Kader IMP ? harus membina 401 desa.

12 Menurut saudara bagaimana kemampuan Secara umum kemampuannya cukup bagus dan siap dalam pelaksanaan pembinaan kader IMP,
sumberdaya manusia dalam pembinaan Kader
IMP ?

13 Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk
meningkatkan kapasitas pelaksana pembinaan
Kader IMP ?

Ya, ada pelatihan. baik petugas dari kabupaten maupun para penyuluh KB. Biasanya pelatihan dilakukan di BKKBN Provinsi jawa Tengah.
Selain itu juga dari mitra kerja juga sering mengadakan pelatihan seperti yang diselenggarakan oleh Program My Choice.

14 Apakah ada dan bagaimana pembinaan dan
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
kapasitas Kader IMP 7

Untuk pembinaan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sedangkan untuk pelatihan memang juga ada namun hanya sebagian kecil saja
kader yang dilatih, itupun biasanya terbatas bagi kader PPKBD serta kader kelompok kegiatan

15 Bagaimana fasilitas-fasilitas berupa sarana-
prasarana untuk mendukung ?

Fasilitas-fasilitas juga ada misalnya berupa blangko untuk pencatatan dan pelaporan, kemudian bahan KIE yang berupa buku pedoman Kader,
poster, leaflet, KIE kit, BKB kit namun jumlahnya sangat terbatas dan masih sangat kurang
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16 Bagaimana dukungan berupa alokasi anggaran Untuk dukungan anggaran masih sangat kurang
dari pemerintah untuk kebijakan tersebut ?
17 Bagaimana respon dan komitmen para pelaksana Secara umum cukup baik. Namun kadang apabila kami memerlukan data untuk keperluan program, agak terlambat kami menerima laporannya.
pembinaan Kader IMP ?
18 Bagaimana tanggapan dan dukungzn dari para Dukungan sudah ada, namun sebagian besar belum optimal dalam mengakomodir dari program kita. walupun kita sudah berusaha keras dengan
pengambil kebijakan di tingkat desz? jalan melakukan advokasi tapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Advokasi yang kita lakukan melalui Dispermades, para camat, para
pendamping desa, serta dibantu oleh program My Choice dengan menyusun pedoman alokasi anggaran program KKB dengan dana APBDesa,
namun sampai saat ini sebagian besar desa masih kecil dukungannya untuk mengalokasikan anggaran APBDesa untuk Program KKB.
19 Bagaimana menurut saudara dengan struktur Dengan strukur yang ada sekarang ini yang jelas satu dinas urusannya lebih banyak yaitu meliputi sosial, pemberdayaan perempuan dan
OPD sekarar.g ini kaitannya dengar pembinaan perlindungan anak, serta keluarga berencana sehingga Program KKB menjadi kurang fokus. Semula memang kami mengharapkan agar Program
Kader IMP ? KKB dapat menjadi OPD tersendiri, namun harus bergabung dengan bidang yang lain karena kebijakan otonomi daerah yang menghendaki
miskin struktur tapi kaya fungsi berkaitan dengan anggaran yang kurang memadai. Schingga di tingkat kecamatanpun masih tidak ada
perkembangan. Pernah kami mengusulkan untuk dibentuk UPT KB pada tiap eks. kawedanan namun tidak disetujui.
20 Apakah ada standar operasional prcsedur dalam Ada. Semua kegiatan ada SOP nya sehingga bila ada kegiatan kita tahu langkah-langkah dan prosedumya.
rangka pembinaan kader IMP ?
21 Faktor pendukung apa sajakah yang zda dalam Faktor Pendukung berupa :
pelaksanaan pembinaan Kader IMP di - Tingginya komitmen Pemerintah dalam Program KKB antara lain melalui terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
kabupaten Klaten ? Daerah serta Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Adanya jalinan kerjasama dan kesepakatan baik dengan lintas sektoral maupun dengan mitra kerja/swasta.
- Jumlah kader yang banyak dari tingkat desa sampai dengan RT
- Semangat kader yang tinggi
22 Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :
rangka pemtinaan kader IMP? - Jumlah SDM yang masih kurang, baik yang berada di tingkat kabupaten maupun penyuluh KB
- Keterbatasan anggaran
- Keterbatasan sarana dan prasarana,
- Bentuk OPD
- Rendahnya pengetahuan kader IMP serta banyak kader terutama kader Sub PPKBD dan PKB RT yang kurang aktif.
- Dukungan pemihakan alokasi anggaran APBDesa yang masih kurang
23 Bagaimana upaya yang dilakukan cleh ( Kasie - Mengusulkan tambahan Penyuluh KB baru, penambahan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, tambahan frekuensi pelatihan, advokasi

Dalduk, Penyuluhan dan Penggeraian
DISSOSP: AKB/Koordinator dan Fenyuluh KB)
dalam mengatasi kendala-kendala z=rsebut ?

yang lebih intensif.
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Informan Koordinator dan Penyuluh KB
Identitas

a Nama Drs. Wagino, MM. Dra. Suryatmi
b Umur 50 Tahun 50 Tahun
c Alamat J1. Manahan I RT 03 RW 07, Jonggrangan, Klaten Utara Bendogantungan RT 01 RW 07, Sumberejo, Klaten Selatan
d Pendidikan S2 S1
e Jabatan Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Klaten Utara Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kemalang
f Pelaksanaan Rabu, 3 Mei 2017 Senin, 8§ Mei 2017

Pertanyaan Jawaban Jawaban
1 Menurut saudara bagaimana pelaksanaan | Secara garis besar dapat saya sampaikan begini : setiap awal bulan | Pelaksanaan program KKB di kecamatan Kemalang melalui ;

Program KKB di kecamatan ? diadakan rapat koordinasi dengan peserta seiuruh kader PPKBD serta | Pembinaan PPKBD se kecamatan Kemalang kita laksanakan pada
bidan desa se kecamatan Klaten Utara melalui forum itu disampaikan | minggu ke-3 setiap bulan, pembinaan di tingkat desa dilaksanakan
evaluasi dan rencana kerja serta berbagai informasi. Sedangkat | melalui pertemuan kader PKK dan kader Posyandu di tiap-tiap desa,
tempatnya berpindah-pindah (anjangsana). Setiap bulannya para kader | pelayanan KB secara rutin dilaksanakan pada hari selasa dan kamis
PPKBD mengirimkan daftar calon akseptor baru dari masing-masing | sedangkan untuk pelayanan KB serentak kami laksanakan 3 kali dalam
wilayah. untuk dapat dilayani di berbagai KKB yang ada. Pelayanan | satu tahun. Sedangkan untuk laporan kami laksanakan pada minggu
KB di Klaten Utara dengan mengoptimalkan faskes yang ada yaitu di | terakhir setiap bulan. Selain itu advokasi juga kami lakukan setiap ada
Puskesmas Klaten Utara, PKBI, RSI, MJC/Intan Pariwara, Griya | kegiatan yang memeriukan advoksi.

Raharja, Mitra Medika, PMI, Permata Bunda, Polres. Disamping itu
juga ada dukungan yang merupakan jejaring puskesmas yaitu di Klinik
Poncowati dan bidan Ni'mah. Kemudian kita melakukan
KIE/Konseling dengan cara mengunjungi pertemuan kader di tingkat
desa/kelurahan yang terdiri dari 8 desa/kelurahan yaitu karanganom
(tgl. 6), belangwetan (tgl. 26), gergunung (tgl.20), Jonggrangan (tgl. 6),
Sekarsuli (tgl. 14), Jebugan (tgl. 18), Ketandan (tgl. 22), Bareng Lor
(tgl. 15). Selanjutnya pada akhir bulan kita fokus pada laporan bulanan,
2 Bagaimana pelaksanaan tugas Penyuluh KB ? | Penyuluh KB di kecamatan Klaten Utara berjumlah 3 orang termasuk | Kami di kecamatan hanya berdua, saya dan ibu Supatmi. Saya
apakah ada sasaran kinerja pegawai ? koordinator lapangan. Dari jumlah desa/kelurahan yang ada yaitu 8 | merangkap sebagai koordinator. Untuk jumlah desanya ada 13 desa.
desa maka kita bagi saya 2 desa kemudian ibu Nisa 3 desa dan ibu Leni | Yang 6 desa yaitu kepurun, kemalang, dompol, bawukan, kendalsari,
2 desa, dan tangkil adalah wilayah binaan saya, Sisanya wilayah binaan ibu
Ya ada, dari SKP kita buat rencana kerja bulanan supadmi sebanyak 7 desa yaitu Tegalmulyo, Tlogowatu, Sidorejo,
Balerante, Bumiharjo, Panggang dan Talun, Dalam pelaksanaan tugas
kami sangat terbantu oleh para kader terutama PPKBD.
Ya, setiap tahun harus membuat SKP karena untuk pedoman
pelaksanaan tugas PLKB
3 Bagaimana Peran Kader IMP dalam Program | Setiap desa/kelurahan ada PPKBD sebagai koordinator kader yang ada | Dengan personil kami yang hanya berjumlah 2 orang memang kami

KKB di Kecamatan ? di desa/kelurahan anggotanya terdiri dari kader PKBRW dan PKBRT | sangat membutuhkan para kader untuk mensukseskan program KB di
serta kader-kader posyandu di wilayah setempat. Sebagai koordinator | kecamatan kemalang. Peran kader terutama PPKBD sangat membantu
di desanya PPKBD melakukan tugas penyampaian informasi | kami dalam menjalankan tugas-tugas kami terutama dalam mengajak
pembinaan juga melakukan koordinasi dan advokasi kepada kepala | calon peserta KB dan dalam pendataan keluarga
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desa/kelurahan dan TP PKK desa. Sebagai ketua Paguyuban PPKBD di
kecamatan Klaten Utara adalah PPKBD kelurahan Gergunung. Dia
mengkoordinir anggotanya yang berkaitan dengan program KB. Antara
lain dalam koordinasi kader yang akan mengikuti pelatihan, bila ada
pelayanan baik rutin maupun serentak. Pada tiap bulan saat pertemuan
kader PPKBD, dia melaporkan baik secara lisan maupun tertulis.

Semua PPKBD di kecamatan Klaten Utara sudah memiliki SK dari
Kepala Desa/Kelurahan, semua berbentuk perseorangan jadi tidak ada
pembagian tugas, sedangkan PKBRW dan PKBRT belum ada yang
memiliki SK. Untuk Kepengurusan, sebagian besar belum ada.

Untuk pertemuan dialkukan secara rutin setiap bulan. KIE dilaksanakan
melalui tatap muka, pertemuan, dan kunjungan rumah. Ada buku bantu
PUS. Pendataan dilakukan oleh kader pendata, Penyuluh KB sebagai
koordinator. Melakukan KB ulang untuk pil dan kondom. KIE yang
disampaiakn adalah mengenai kesehatan reproduksi, Pendewasaan Usia
Perkawinan serta UPPKS, sedangkan untuk kegiatan biasanya
swadayamurni. Tidak tergantung pada bantuan,

Kader IMP belum memiliki SK dari kepala desa. Mereka dulu hanya
ditunjuk untuk menjadi kader KB. Jadi belum ada susunan pengurus
dan pembagian tugas. Sebagian PPKBD sudah melakukan pertemuan
di tingkat desa dibarengkan dengan pertemuan PKK dan kader
posyandu. Bila ada informasi yang berasal dari kecamatan disampaikan
dalam forum pertemuan tersebut. Di samping itu PPKBD mendatangi
pertemuan di tingkat RW dan RT. Biasanya dilaksanakan pada sore
hari. Untuk KIE dan Konseling dilakukan oleh baik kader PPKBD, Sub
PPKBD, maupun PKBRT. KIE baik kelompok maupun perorangan
biasanya dilakukan pada saat posyandu ( dalam KMS dituliskaan KB
nya apa?). sedangkan kunjungan rumah jarang dilakukan. Untuk
pendataan keluarga dilaksanakan oleh PPKBD, kader PKK, kader
Posyandu, PKB RW,dan PKB RT. Prosesnya dilakukan sosialisasi dulu
di tingkat kecamatan kemudian ditindaklanjuti di tingkat desa. Setelah
selesai maka dibuat peta namun hanya sebagian yang membuat itupun
belum lengkap. Hasil pendataan dikumpulkan kepada PPKBD
kemudian kepada Penyuluh KB. Disamping itu hasil pendataan juga
dilaporkan dan disosialisasikan di tingkat desa, Dalam hal pelayanan
KB. pelayanan rujukan untuk kecamatan Kemalang hanya dilakukan
pada calon akseptor KB MOP dan MOW, sedangkan untuk KB Implan
dan IUD cukup dilaksanakan di KKB Puskesmas Kemalang dan KKB
Sejahtera Tlogowatu.Sedangkan dalam kemandirian memang ada
beberapa kelompok UPPKS namun masih terbatas pada usaha
penjualan produk-produk usaha rumah tangga,

Penbinaan dilakukan secara rutin setiap bulan bersamaan dengan
pertemuan bulanan di tingkat kecamatan. Di samping kegiatan posdaya
dimana ada simpan pinjam, tabungan, sosial. Pembinaan juga
dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan kader di tingkat
desa/kelurahan dan kelompok kegiatan. Di samping itu untuk kegiatan
pembinaan dan pelatihan di tingkat kabupaten, eks. Karesidenan, dan
provinsi kami selalu mengirimkan.

Pembinaan kami laksanakan secara rutin setiap bulan melalui
pertemuan PPKBD di kecamatan. Saya lakukan advokasi baik dengan
pak camat dan para kepala desa agar kader memperoleh pemihakan dari
desa. Namun baru sebatas PPKBD.

4 Bagaimana Pelaksanaan 6 Pokok Peran IMP

5 Bagaimana Pembinaan Kader IMP di kecamatan
9

6 Apa maksud dan tujuan dari pembinaan Kader
IMP ?

Supaya kader lebih aktif, mempunyai rasa tanggungjawab terhadap
tugas vang diembannya, dpat membantu pemerintah desa/kelurahan

Agar kader lebih bersemangat. Dengan harapan supaya kader dapat
melaksanakan tugasnya. Tapi memang Penyuiuh KB juga harus

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

177




43356.pdf

dalam program KB maupun bidang yang lain misalnya datam kegiatan | mendampingi.
TP PKK, karena kader IMP ini banyak yang merangkap sebagai kader

yang lain misalnya kader jumantik kader TB. Dengan pembinaan

diharapkan PPM baik PA maupun PB dapat tercapai.

7 Siapa saja yang bertugas untuk melakukan | Penyuluh KB dan DissosP3AKB Koordinator Penyuluh KB dan Penyuluh KB
Pembinaan Kader IMP ?

8 Apakah sudah ada sosialisasi bagi para pelaksana { Sudah dilaksanakan namun kebanyakan kepada kader PPKBD. Dari | Sudah
pembinaan Kader IMP ? PPKBD kemudian diteruskan ke tingkat yang lebib bawah. Jadi

PPKBD dalam hal ini sebenamya ikut melakukan pembinaan pada
kader di bawahnya.

9 Menurut saudara, apakah para pelaksana | Ya, sudah. Termasuk PPKBD yang juga diberikan sosialisasi juga | Ya, sudah
pembinaan Kader IMP memahami sosialisasi dan | memahami.
sudah melaksanakannya ?

10 Apakah sudah ada dan bagaimana upaya | Upaya sudah kami laksanakan melalui camat, kepala desa/kelurahan, | Sudah ada, melalui camat dan kepala desa
advokasi dan kemitraan untuk kelancaran | serta dengan TP PKK baik kecamatan maupun desa. Termasuk untuk
pembinaan Kader IMP ? honor SKD supaya ada pemihakan dari desa. Meskipun sudah

mendapat honor semua namun setiap desa/kelurahan jumlahnya
berbeda.

11 Menurut saudara apakah jumlah sumberdaya | Jumlah Penyuluh KB masih kurang, kalau untuk kader IMP sudah | Jumlah SDM nya kurang, disamping tugasnya banyak luas wilayahnya
manusia sudah cukup memadai untuk pembinaan | memadai ada 13 desa dan hanya diampu oleh 2 orang penyuluh KB. Untuk kader
kader IMP ? sudah memadai yang jelas ada PPKBD di tiap desa yang cukup aktif.

Karena PPKBD juga ikut membina para kader PKB RW maupun PKB
RT

12 Menurut  Saudara Bagaimana kemampuan | Sudah cukup bagus. Untuk tingkat desa/kelurahan secara umum | Sebagian besar memang cukup baik. Namun ada beberapa desa yang
sumberdaya manusia tingkat kecamatan dalam | kemampuannya cukup bagus dan merata. masih kurang
pembinaan kader IMP ?

13 Apakah ada  pelatihan-pelatihan untuk | Penyuluh PLKB ada pelatihan, namun masih sangat terbatas dan | Pelatihan rata-rata dilakukan | tahun sekali
meningkatkan kapasitas pelaksana pembinaan | minim. PPKBD juga sama
Kader IMP ?

14 Apakah ada dan bagaimana pembinaan dan | Ada, namun sangat jarang mendapat pelatihan Ada pembinaan dari DissosP3AKB sebanyak 2 kali dalam satu tahun
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
kapasitas Kader IMP ?

15 Bagaimana fasilitas-fasilitas berupa sarana- | Sarana KIE belum Memadai Ada, namun masih sangat kurang
prasarana untuk mendukung ? BKB Kit hanya terbatas
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Alat transportasi sepeda
Buku agenda
Blangko laporan cukup
16 Bagaimana dukungan berupa alokasi anggaran | Masih sangat kurang, anggaran berupa dukungan pembinaan dan | Alokasi anggaran hanya sedikit untuk pembinaan dan transportasi
dari pemerintah untuk pembinaan Kader IMP ? transportasi kader
17 Bagaimana respon dan komitmen para pelaksana | Bagus. sebagai contoh pada saat pengiriman MOW, baik Penyuluh KB | Respon dan komitmennya Bagus. Baik Penyuluh KB maupun Kader.
tingkat kecamatan dan desa dalam pembinaan | maupn kader tidak usah menunggu perintah sudah tahu apa yang harus
Kader IMP ? dilakukan, baik pra maupun pasca pelayanan,
18 Bagaimana tanggapan dan dukungan dari para | Dari dissosP3AKB cukup baik contoh saat kita dan kader melakukan | Cukup baik.
pengambil kebijakan? rujukan akseptor selalu difasilitasi dengan baik
19 Menurut saudara bagaimana dukungan dari | Secara umum bagus, namun untuk honor PPKBD masih beragam, ada | Cukup bagus namun perluy ditingkatkan alokasi anggaran untuk
pemerintah desa dalam pelaksanaan pembinaan | desa’kelurahan yang memberikan pemihakan yang cukup namun ada | program KB
Kader IMP ? yang masih kurang
20 Bagaimana menurut Saudara dengan struktur | Struktur OPD menurut saya tidak masalah, namun yang jelas kurang | Struktur OPD sejkarang terlalu memberatkan Penyuluh KB, karena
OPD sekarang ini kaitannya pembinaan Kader | personil dengan jumlah personil yang sedikit Penyuluh KB harus menjalankan
IMP ? tugasnya sesuai SKP, namun harus mengerjakan tugas administrasi
berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
21 Bagaimana standar operasional prosedur dalam | Secara garis besar melalui ; Pembinaan di tingkat kecamatan dan desa
rangka pembinaan Kader IMP ? Pertemuan kader, Pembinaan dan Pelatihan , Pengiriman kader
22 Faktor pendukung apa sajakah yang ada dalam | Baik Penyuluh KB maupun Kader bersemangat. Kader mempunyai semangat yang tinggi
pelaksanaan pembinaan Kader IMP di kecamatan | Adanya perhatian dari DissosP3AKB Ada honor PPKBD dari pemerintah desa
? Adanya perhatian dari pemerintah desa/kelurahan
Kerjasama kemitraan yang baik
Komunikasi lancar
Jumlah kader yang banyak.
23 Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam | Jumlah Penyuluh KB kurang Rata-rata tingkat pendidikan Kader IMP yang masih rendah
rangka pembinaan Kader IMP? Jumlah kader Poktan yang Kurang Dukungan dari pemerintah desa yang tidak merata dan tidak ada
Data program kurang lengkap keseragaman
Fasilitas berupa buku pedoman, KIE Kit sangat terbatas Buku pedoman penyuluhan yang kurang
Alokasi anggaran pelatihan dan pembinaan vang kurang Pada umumnya pembinaan tidak sampai ke tingkat RW dan RT karena
Honor PPKBD yang belum merata jumiah Penyutuh KB yang kurang
Kegiatan BKB kekurangan kader, demikian juga APE nya
24 Bagaimana upaya yang dilakukan oleh | Pertemuan Pembinaan kita integrasikan dengan pertemuan kader TP | Adanya Pendampingan terhadap kader terutama PPKBD yang
(Koordinator dan Penyuluh KB) dalam mengatasi | PKK, Posyandu kemampuannya masih kurang
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kendala-kendala tersebut ?

Mengoptimalkan pertemuan PPKBD dengan Kader IMP lainnya di
lapangan

Kerjasama dengan bidan desa

Kerjasama dengan faskes swasta

Advokasi kepada pemerintahan desa melalui forum paguyuban kepala
desa

Jalinan kerjasama dengan TP PKK kecamatan maupun TP PKK desa
agar ada integrasi dalam pembinaan

Advokasi alokasi anggaran APBDesa untuk pengadaan APE

Usulan penambahan Penyuluh KB
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apakah ada sasaren kinerja pegawai ?

desa.
Ya, SKP saya pakai sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas-tugas
saya

Informan Koordinator dan Penyuluh KB
Identitas

a Nama Nisa Nursita, SE. Supatmi

b Umur 37 Tahun 57 Tahun

c Alamat Perum Griya Husada Permai Blok F No. 8, Trunuh, Klaten Selatan Cangkring RT 23 RW 11, Gumul, Karangnongko

d Pendidikan S1 SLTA

€ Jabatan Penyujuh KB Kecamatan Klaten Utara Penyuluh KB Kecamatan Kemalang

f Pelaksanaan Rabu, 3 Mei 2017 Senin, 8 Mei 2017

Pertanyaan Jawaban Jawaban
1 Menurut  saudara bagaimara pelaksanaan | Secara umum pelaksanaan program KKB berjalan lancar, setiap | Setiap bulan dilakukan pertemuan PPKBD di kecamatan. Dan saya
Program KKB di kecamatan ? bualnnya diadakan pertemuan PPKBD beserta bidan desa. Untuk | melakukan KIE biasanya melalui pertemuan kader di desa serta kegitan

pelayanan KB saya melakukan KIE melalui Posyandu, serte pertemuan | posyandu. Untuk pelayanan KB dilaksanakan setiap hari selasa dan
kader. Disamping KIE juga disampaikan informasi yang berhubungan | kamis serta dilakukan safari.
dengan Program KB,

2 Bagaimana pelaksanaan tugas Penyuluh KB ? | Secara umum berjalan dengan lancar. Karena saya bertugas di tiga | Ya.. karena jumlah wilayah binaan saya banyak, kita harus dapat

membagi waktu untuk dapat melakukan binaan ke desa. Saya minta
tolong kepada PPKBD apabila ada informasi yang perlu saya
sampaikan.

Ya, ada.

3 Bagaimana Peran Kader IMP dalam Program
KKB di Kecamatan ?

Untuk wilayah binaan saya cukup bagus, namun peran yang menonjol
hanya PPKBD

PPKBD sangat membantu dalam tugas-tugas saya karena informasi
tentang program biasanya saya teruskan kepada kader PPKBD di desa
binaan saya.

4 Bagaimana Pelaksanaan 6 Pokok Peran IMP

Untuk wilayah binaan saya belum diberi SK dari Desa/Kelurahan,
Seluruhnya berbentuk perorangan. Pertemuan rutin dilakukan setiap
butan. KIE dan Konseling dilakukan pada saat posyandu dan
pertemuan kader. seringkali ada kunjungan rumah kepada akseptor baik
pra maupun pasca pelayanan. Untuk data basis pasangan usia subur
diperoleh dari pendataan keluarga. Namun saat ini hasil pendataan
keluarga dikumpulkan di tingkat kecamatan. Sehingga kader tidak
memegang data sasaran program KB. Pendataan dilakukan oleh para
kader. semua kader dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan RT
terlibat. Untuk pelayanan KB Pil dan Kondom memang PPKBD ada
yang melakukan, Untuk KB Pil biasanya dikonsultasikan dengan bidan
desa setempat. Sedangkan untuk KB Kondom bisa diberikan secara
langsung. Dalam pelayanan rujukan yang melakukan adalah PPKBD.

Penyuluhan hanya dilakukan oleh PPKBD sedangkan PKB RW dan
PKB RT belum melakukan penyuluhan. Dalam pembinaan Poktan Bina
Keluarga baik PPKBD maupun PKB RW dan PKB RT semuanya
terlibat dalam pembinaan. Dalam pertemuan kader biasanya dilakukan

Ada yang sudah memiliki SK dari kepala desa, ada yang belum. Untuk
PKB RW, dan PKB RT belum ada yang memilik SK. Kalau untuk
kepengurusan biasanya berbentuk tunggal.Untuk pertemuan dilakukan
melalui pertemuan kader yang ada di desa. Biasanya dilakukan satu
bulan sekali. KIE dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan posyandu
serta kunjungan rumah. Pendataan Keluarga dilakukan oleh PPKBD,
PKB RW, PKB RT, dan tokoh masyarakat. Didahului dengan
sosialisasi di tingkat kecamatan kemudian tingkat desa dan langsung
berjalan. Hasil pendataan keluarga ditindaklanjuti denga pembuatan
peta keluarga, sosialisasi dalam pertemuan TP PKK tingkat desa. Hasil
Pendataan Keluarga dilaporkan oleh PPKBD kepada Penyuluh KB dan
Kepala Desa. Dan arsipnya disimpan oleh PPKBD. Yang mengantar
calon akseptor KB adalah PPKBD begitu juga bila ada yang perlu
dirujuk. Dalam upaya kemandirian, dalam kelompok-kelompok
pertemuan yang ada, memang ada iuran dan jimpitan namun belum
memberikan dukungan bagi program KB. Ada upaya ekonomi
produktif namun sifatnya perorangan dan hanya produksi dan
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iuran dan jimpitan,

pemasaran produk lokal. Tapi yang cukup menonjol adanya industri
kerajinan batik tulis,

Bagaimana Pembinaan Kader IMP di kecamatan
?

Pembiinaan dilakukan di tingkat kecamatan dan desa’kelurahan dan
pengiriman-pengiriman kader, untuk kelurahan gergunung pernah ada
pelatihan kader.

Pembinaan dilakukan baik di kecamatan mupun desa, juga saya
lakukan advokasi kepada kepala desa agar ada honor bagi kader
PPKBD. Pembinaan ke desa lewat PPKBD, PKB RW, PKB RT, serta
pendekatan kepada ibu Kepala desa (Ketua TP PKK)

Apa maksud dan tujuan dari pembinaan Kader
IMP ?

Tujuannya untuk :
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader itu sendiri, kader
dapat menyampaikan informasi kepada tingkat yang lebih bawah.

Agar kader lebih terampil serta kemampuannya meningkat
Selain itu dengan pembinaan kader akan merasa lebih diperhatikan

Siapa saja yang bertugas untuk melakukan
Pembinaan Kader IMP ?

Penyuluh KB dan dari DissosP3AKB

Penyuluh KB

Apakah sudah ada sosialisasi bagi para pelaksana
pembinaan Kader IMP ?

Sudah, sudah ada pelatihan dari BKKBN Provinsi dan pembinaan dari
DissosP3AKB

Setiap ada informasi baru dari program disampaikan di kecamatan dan
diteruskan di desa

Menurut  saudara, apakah para pelaksana
pembinaan Kader IMP memahami sosialisasi dan
sudah melaksanakannya ?

memahami

Ya, sosialisai dapat saya pahami

Apakah sudah ada dan bagaimana upaya
advokasi dan kemitraan untuk kelancaran
pembinaan Kader IMP ?

Advokasi sudah saya lakukan dengan kepala desa supaya menerbitkan
SK supaya para PPKBD memperoleh honor. Sedangkan kemitraan saya
lakukan dengan TP PKK dan bidan desa dalam pembinaan kader

Advokasi saya lakukan dengan kepala desa, TP PKK, serta kerjasama
dengan koramil

Menurut saudara apakah jumlah sumberdaya
manusia sudah cukup memadai untuk pembinaan
kader IMP ?

Penyuluh KB saya kira cukup untuk melakukan pembinaan kepada
kader mengingat wilayah binaan saya hanya 3 desa/ kelutrahan, tapi
untuk pembinaan sampai PKB RW ke bawah juga belum cukup.
Untuk jumlah kader kelompok kegiatan saja yang jumlah personeinya
kurang.

SDM manusia belum cukup

Menurut  Saudara Bagaimana kemampuan
sumberdaya manusia tingkat kecamatan dalam
pembinaan kader IMP ?

Kemampuan SDM cukup bagus. Untuk tingkat desa dilaksanakan
secara berjenjang

Untuk tingkat kecamatan sudah bagus. Sedangkan tingkat desa juga
sama namun ada beberapa desa yang masih kurang

Apakah  ada  pelatihan-pelatihan  untuk
meningkatkan kapasitas pelaksana pembinaan
Kader IMP ?

Untuk pelatihan masih kurang, tapi untuk pembinaan sudah cukup

Pelatihan masih sangat kurang

14

Apakah ada dan bagaimana pembinaan dan
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
kapasitas Kader IMP ?

Untuk kader masth kurang

Tidak ada
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15 Bagaimana fasilitas-fasilitas berupa sarana- | Untuk sarana pendukung saya kira sudah cukup Fasilitas untuk Penyuluh KB cukup namun untuk kader yang berupa
prasarana untuk mendukung ? buku pedoman, KIE Kit dan ATK masih kurang,
16 Bagaimana dukungan berupa alokasi anggaran | Alokasi anggaran untuk kegiatan pertemuan dan pembinaan namun | Alokasi anggaran dari pemerintah masih minim. Dari desa juga sudah
dari pemerintah untuk pembinaan Kader IMP ? masih kurang ada yang menganggarkan
17 Bagaimana respon dan komitmen para pelaksana | Baik dan bersemangat Baik
tingkat kecamatan dan desa dalam pembinaan
Kader IMP ?
18 Bagaimana tanggapan dan dukungan dari para | Tanggapan dan Dukungan dari Dinas, kecamatan dan desa/kelurahan | Secara umum tanggapan dan dukungan bagus
pengambil kebijakan? cukup baik
19 Menurut saudara bagaimana dukungan dari | Sudah relatif bagus, sudah ada honor PPKBD namun yang untuk PKB | Dukungan cukup bagus.
pemerintah desa dalam pelaksanaan pembinaan | RW dan PKB RT belum ada. Selain itu pemihakan untuk kegiatan
Kader IMP ? Program KB juga masih sedikit.
20 Bagaimana menurut Saudara dengan struktur | Saya kira sudah baik struktur OPD nya Struktur OPD tidak masalah, namun perlu ditambah Jumlah Penyuluh
OPD sekarang ini kaitannya pembinaan Kader KB
IMP ?
21 Bagaimana standar operasional prosedur dalam | Mengunjungi pertemuan kader, kunjungan rumah, fasilitasi kepada | Melalui rapat koordinasi desa
rangka pembinaan Kader IMP ? kader, serta pembinaan di tingkat kecamatan dan desa
22 Faktor pendukung apa sajakah yang ada dalam | Jalinan kerjasama yang baik Kader responnya bagus
pelaksanaan pembinaan Kader IMP di kecamatan | Komunikasi lancar Adanya kerjasama
? Dukungan dari pemerintah desa Kader bersemangat
Komunikasi lancar
23 Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam | Kendala yang dihadapi : Kurangnya Penyuluh KB
rangka pembinaan Kader IMP? Susahnya melakukan KIE MKJP Sarana Prasarana kurang
Operasional pembinaan masih kurang Dukungan anggaran masih kurang
Jumiah SDM (Penyuluh KB) masih kurang
24 Bagaimana wupaya vyang dilakukan oleh | Berusaha melakukan pendekatan terhadap pemerintahan desa serta | Dengan melakukan advokasi, pembinaan, pendekatan, dan
(Koordinator dan Penyuluh KB) dalam mengatasi | pendampingan kader agar kader dapat menyampaikan ke tingkat yang | pendampingan.
kendala-kendala tersebut ? lebih bawah.
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Informan Warga Masyarakat
Identitas
a Nama Sumiyati Dwi Sriyani
b Umur 38 Tahun 46 Tahun
c Alamat Gergunung RT 03 RW 09, Gergunung, Klaten Utara Gergunung RT 03 RW 09, Gergunung, Klaten Utara
d Pendidikan SLTA SLTA
e Jabatan Warga Masyarakat Warga Masyarakat
f Pelaksanaan Jumat, 5 Mei 2017 Jumat, 5 Mei 2017

Pertanyaan

Jawaban

Jawaban

1 Bagaimana pembinaan/penyuluhan (KIE
dan Konseling) perorangan yang dilakukan
oleh Kader IMP ?

Diajak KB supaya jarak kelahiran tidak terlalu dekat

Diajak KB pas Posyandu

2 Bagaiaman pembinaan/penyuluhan (KIE
dan Konseling) kelompok dan massa yang
dilakukan oleh Kader IMP ?

Ya di kumpulan

Di pertemuan dan di posyandu

3 Apakah saudara memahami apa yang
disampaikan oleh kader dalam KIE dan
Konseling ?

paham

Ya saya paham

4 Seberapa sering Kader IMP melakukan
KIE dan Konseling ?

Tidak pasti, kadang pas arisan, setiap ada informasi baru

Kalav ada informasi baru, disampaikan

5 Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan
tokoh masyarakat setempat ?

bagus

bagus

6 Apa saja yang saudara harapkan dari kader
IMP dalam KIE dan Konseling namun
belum dapat terpenuhi ?

Tidak ada

Tidak ada

7 Bagaimana Kader IMP melakukan Melakukan dengan kunjungan rumah Dengan kunjungan dari rumah ke rumah
Pendataan Keluarga ?

8 Bagaimana kader IMP melakukan Tidak tahu Tidak tahu
pelayanan KB ulang Pil dan Kondom ?

9 Bagaimana Kader IMP melakukan rujukan | Rujukan dilakukan oleh bu muryati Yang merujuk bu Mur
pelayanan KB ?

10 Bagaimana kader IMP melakukan
penyuluhan tentang ibu menyusui, ibu
hamil, kesehatan reproduksi remaja, PUP,
Penanggulangan HIV/AIDs,
Penanggulangan NAPZA, PMS ?

Melalui pertemuan

Lewat pertemuan dan posyandu
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11

Bagaimana kader IMP melakukan
penyuluhan tentang Pengaturan Kelahiran
{(Alkon Rasional, Jumlah Anak, Jarak
Kelahiran) ?

Melalui pertemuan

Pertemuan dan posyandu

12

Apakah terdapat kelompok Kegiatan BKB,
BKR, dan BKL dan UPPKS ?

Ada BKB tanggal 6 bersamaan posyandu, BKL tanggal 18, UPPKS
tanggal 15

Ya. ada

Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh
Kader IMP terhadap Kelompok Kegiatan
(BKB, BKR, dan BKL) ?

Ya, melakukan pembinaan

Kadang-kadang ada penyuluhan

Bagaimana berjalannya kelompok UPPKS
di wilayah saudara ?

Setiap bulan ada kumpulan

Setiap tanggal 15 ada kumpulan, sore hari

Apakah kelompok UPPKS yang ada sudah
menjalin kemitraan ? jelaskan ?

Cuma kadang ada pembinaan dari kantor KB (DissosP3AKB)

Dulu pernah ada dari PNPM, sekarang tidak tahu

Apa saja kendala yang dihadapi ?

modal

modal

Apakah ada upaya kemandirian ? (iuran,
jimpitan, dan penjualan produk setempat)

Turan dan jimpitan ada

Turan dan jimpitan

Apakah upaya kemandirian tersebut sangat
membantu dalam penyuluhan dan
pelayanan program KKB ?

Ya sangat membantu

Sangat membantu
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dan Konseling) perorangan yang dilakukan
oleh Kader IMP ?

penyuluhan tentang asi eksklusif
0-6 bulan, MP Asi setelah 6 bulan, disuruh ikut KB

Informan Warga Masyarakat
Identitas

a Nama Sumini Susi Susanti
b Umur 34 Tahun 22 Tahun
c Alamat Randuawar RT 13 RW 04, Kemalang, Kemalang Randuawar RT 12 RW 04, Kemalang, Kemalang
d Pendidikan SLTA SLTP
€ Jabatan Warga Masyarakat Warga Masyarakat
f Pelaksanaan Selasa, 9 Mei 2017 Selasa, 9 Mei 2017

Pertanyaan Jawaban Jawaban
1 Bagaimana pembinaan/penyuluhan (KIE Saya didatangi bu Sunamni, setelah melahirkan, memberikan | Dikunjungi ibu sunami diberitahu cara memberikan makanan schat

dan vitamin untuk anak, disuruh KB, saya sekarang KB suntik karena
susuk saya ndak berani

Bagaiaman pembinaan/penyuluhan (KIE
dan Konseling) kelompok dan massa yang
dilakukan oleh Kader IMP ?

Penyuluhannya pas pertemuan posyandu, bu narni dan bu bidan

Di posyandu, bu narni dan bu bidan

Apakah saudara memahami apa yang
disampaikan oleh kader dalam KIE dan
Konseling ?

Paham, kalau ndak paham tanya

paham

Seberapa sering Kader IMP melakukan
KIE dan Konseling ?

Ya kadang-kadang ada penyuluhan

Setiap ada informasi safari diumumkan, saya ndak tahu persis, kadang
saya sendiri yang lupa untuk ikut

Bagaimana kerjasama yang dijalin dengan
tokoh masyarakat setempat ?

Bagus kerjasamanya

bagus

Apa saja yang saudara harapkan dari kader
IMP dalam KIE dan Konseling namun
belum dapat terpenuhi ?

Penyuluhannya supaya lebih mendetail dan lebih jelas, misalnya
pemberikan makanan lima bintang pada anak, komposisi makanan

Penyuluhannya supaya lebuh jelas, pakai alat peraga

Bagaimana Kader IMP melakukan
Pendataan Keluarga ?

Dilakukan oleh pak tarto

Dilakukan oleh pak tarto

Bagaimana kader IMP melakukan
_pelayanan KB ulang Pil dan Kondom ?

Tidak pernah

Tidak pernah

Bagaimana Kader IMP melakukan rujukan
pelayanan KB ?

Yang KB IUD, Implan, dan MOW diantar bu narni

Yang mengantar bu narni

Bagaimana kader IMP melakukan
penyuluhan tentang ibu menyusui, ibu
hamil, kesehatan reproduksi remaja, PUP,
Penanggulangan HIV/AIDs,
Penanggulangan NAPZA, PMS ?

PUP dan PMS belum, lewat posyandu

Sudah pernah
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¥ Bagaimana kader IMP melakukan Sudah pernah, yang menyampaikan bu nami dan bu bidan nana Saya ndak tahu
penyuluhan tentang Pengaturan Kelahiran
(Alkon Rasional, Jumlah Anak, Jarak
Kelahiran ?

12| Apakah terdapat kelompok Keziatan BKB, | Ya ada, yang UPPKS ndak tahu Ada
BKR, dan BKL dan UPPKS ?
13 Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh | Setiap bulan berjalan, bu narni yang membina, yang lainnya membantu | Ada penyuluhan saat posyandu dan BKB

Kader IMP terhadap Kelompok Kegiatan
(BKB, BKR, den BKL) ?

14 Bagaimana berjalannya kelompok UPPKS Tidak tahu Tidak tahu
di wilayah saudara ?
15 Apakah kelompok UPPKS yang eda sudah | Saya ndak ikut Tidak tahu
menjalin kemitraan ? jelaskan *
16 Apa saja kendala yang dihadapi ? Modal dan pemasaran, Sebernamya saya ingin berusaha dalam | Masalah modal sebenarnya saya ingin dagang makanan

kerajinan aksesori jilbab dan gantungan kunci tapi belum bisa

17 Apakah ada upaya kemandirian ? (iuran, | Tidak tahu Dulu ada iuran, tapi sekarang sudah tidak
jimpitan, dan penjualan produk setempat)
18 Apakah upaya kemandirian terscbut sangat | Tidak Ada Tidak ada
membantu dalam penyuluhan dan
pelayanan program KKB ?

187
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Lampiran 3. Hasil Pengamatan
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1

Hari / Tanggal Selasa, 9 Mei 2017

Jam 10.00-11.30

Rumah Ibu Sunarni

T t
empa Dk. Balemuda RT 14 RW (04, Kemalang, Kemalang

Pembinaan Poktan BKB Mawar Dk. Balemuda,

Kegiat
cgtatan Kemalang, Kemalang
PPKBD
Sub PPKBD RW 04
Peserta

Kelompok KB RT 14
Ibu Balita

Uraian Kegiatan

Kegiatan BKB dilaksanakan setelah kegiatan Posyandu, sebagai kader
pembina dalam kegiatan ini terdir1 dari 3 orang yaitu ibu Sunarni (PPKBD
merangkap Ketua BKB Mawar), ibu Itawati (Sub PPKBD), dan ibu Suratmi
(Kelompok KB). Media yang digunakan seperangkat APE dan Buku
Pedoman BKB .
Sebelum kegiatan berlangsung, ibu Sunarni menyiapkan materi untuk
memberikan penyuluhan terhadap ibu balita peserta BKB
Jalannya kegiatan :
- Acara dibuka dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama
keyakinan masing-masing
- Penyuluhan oleh ibu Sunarni (PPKBD)
dengan tema Ibu Menyusui

Kader PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB melakukan bimbingan
dan pendampingan terhadap peserta BKB yang sedang mendampingi
anaknya bermain dengan menggunakan APE

Dengan jumlah kader yang hanya 3 orang mendampingi sebanyak 35

peserta BKB, terlihat kegiatan tidak dapat berjalan dengan optimal
karena sejak dimulainya kegiatan sampai dengan selesai ibu peserta
berkumpul menjadi 1 kelompok umur. Apabila jumlah kader lebih
banyak maka ibu peserta BKB dan anak balitanya dapat dikelompokkan
menjadi 5 kelompok umur sehingga ibu balita dapat memperoleh
bimbingan berupa pengetahuan dan ketrampilan dalam mengasuh
anaknya sesuai dengan tingkat kelompok umur.
- Acara ditutup dengan berdoa bersama-sama

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43356.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43356.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43356.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43356.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43356.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43356.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43356.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



6
43356.pdf

TSP —

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

JI. Pemuda No. 294 Gedung Pemda Il Lt. 2 Telp, (0272321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/508/Vi31 Klaten. 4 Mei 2017
Lampiran @ - Kepada Yth

Perihal  : ljin Penelitian 1. Ka. Dinas Sos, PP, PA dan KB Kab. Klaten
2. Camat Kialen Utara
3. Camat Kemalang
Di
KLATEN

Menunjuk Surat dari Ka. UT UPBJJ Semarang No. 10/UN.31.33/LL/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Perihal
Perfnohonan ljin Penelitian, dengan homat kami beritahukan bahwa di InstansiiWilayah yang Saudara pimpin

akan dilaksanakan Penelitian cleh :

Nama - Muhammad Yuniarso

Alamat © JI. Raya Semarang-Kendal KM 14.5. Margkang wetan. Semarang

Pekerjaan . Mahasiswa UT

Penz~ggufigiawab : Drs. Jamaludin, MSi

JudulTopik . Studi Tentang Peran Kader Institusi Masyarakat Perdesaan {(IMP) Daiam Program

Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) di Kabupaten Klaten

Jangka Waktu ~ : 3 BIn (4 Mei s/d. 4 Agustus 2017}
Catatan - Menyerahkan Hasil Penelitian berupa Hard Copy dan Soft Copy Ke Bidang PPPE

BAPPEDA Kabupaten Kiaten.

Demikian atas kerjasama yang batk selama ini kami ucapkan terima kasih

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA

/"ﬁm la Bidang PPPE

L

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Ka UT UPBJJ Semarang

3. Yang Bersangkutan

4. Arsip
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